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PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penyusunan Buku Ajar “Hukum Administrasi Negara”ini dapat 

diselesaikan. Buku ajar ini disusun dalam rangka digunakan oleh 

Dosen, mahasiswa dan praktisi dalam pembelajaran mata kuliah 

Hukum Administrasi Negara.  

Penulisan buku ini didasari oleh kebutuhan untuk 

memahami secara komprehensif tentang hukum administrasi 

negara dalam konteks pada Fakulttas hukum dan Fakultas 

Syariah baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi 

kegamaan Islam di Indonesi. Mata kuliah Hukum Adminsitrasi 

Negara yang diajarkan pada Fakultas Hukum dan Fakultas 

Syariah dipandang semakin relevan dalam dinamika 

pemerintahan dan hukum di Indonesia.   

Buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

dasar tentang hukum administrasi negara, baik bagi mahasiswa, 

praktisi hukum, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, buku ajar bertujuan 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dasar, 

sumber hukum, asas, serta instrumen pemerintahan yang sesuai 

dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjadi referensi utama 

bagi mahasiswa mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang 

ingin mendalami aspek hukum administrasi negara dan 

pemerintahan di Indonesia.  

Ruang lingkup materi mencakup berbagai aspek penting 

mulai dari kedudukan hukum pemerintah hingga penegakan 

hukum administrasi dan studi kasus yang aplikatif. 
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Buku ajar Hukum Administrasi Negara ini membahas konsep 

dasar, prinsip, dan lingkup hukum administrasi negara. Buku ini 

juga membahas tentang asas, dan instrumen pemerintahan, serta 

kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. 

Selain itu, buku ini juga membahas tentang pertanggungjawaban 

hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hukum dalam 

lingkup hukum administrasi negara. 

Saya berharap buku ini dapat memperkaya wawasan dan 

pemahaman pembaca serta memberikan kontribusi positif dalam 

pengembangan ilmu hukum administrasi negara berbasis 

syariah. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua 

pihak yang telah mendukung proses penulisan ini. Semoga buku 

ini bermanfaat dan menjadi referensi yang  

 
Palu, Juli 2025 

 

 

Dr. Sahran Raden, S.Ag.,S.H.,M.H 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat disusun dan 

diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai sebuah karya 

akademik yang mengupas ilmu Hukum Administrasi Negara 

dengan pendekatan syariah secara komprehensif dan mudah 

dipahami. 

Penyusunan buku ini dilatar belakangi oleh kebutuhan 

akan referensi yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip 

syariah ke dalam kerangka hukum administrasi negara. 

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memperkaya 

wawasan mahasiswa, akademisi, dan para praktisi hukum dalam 

memahami dinamika hukum administrasi negara.  

Materi dalam buku ini disusun berdasarkan kajian literatur 

yang relevan, analisis hukum, serta pengalaman praktis di 

lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang utuh dan aplikatif mengenai penerapan hukum 

administrasi negara berbasis syariah di Indonesia. 

Saya berharap buku ini dapat memperluas wawasan dan 

memperdalam pemahaman pembaca, sekaligus memberikan 

sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum 

administrasi negara yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Isi 

buku ini disusun tidak semata-mata sebagai kajian teoritis, 

melainkan juga sebagai panduan aplikatif yang dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai ranah kehidupan, baik oleh 

kalangan ilmuwan, mahasiswa, praktisi hukum, maupun 

masyarakat luas yang mendambakan tatanan hukum yang adil, 

inklusif, harmonis, dan berkeadaban. Semoga kehadiran buku 

ini membawa manfaat dan menjadi rujukan yang bernilai dalam 

memperkuat sistem hukum pemerintahan negara yang dilandasi 
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prinsip keadilan, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi aktif, 

kepastian hukum, kemaslahatan bersama, serta nilai-nilai luhur 

syariah. 

 

Palu, Juli 2025 

 

 

Randy Atma R Massi, S.H 
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BAB 1 

KONSEP DASAR HUKUM 

ADMINISTRASI 
 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup 

dari Hukum Administrasi Negara secara komprehensif, 

sehingga dapat membedakan bidang ini dari disiplin ilmu 

hukum lainnya. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara Hukum 

Administrasi Negara dengan ilmu hukum lain seperti hukum 

pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta 

memahami relevansinya dalam praktik pemerintahan. 

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan 

utama serta fungsi dari Hukum Administrasi Negara dalam 

rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan 

efisien. 

4. Mahasiswa dapat mengapresiasi pentingnya pemahaman 

konsep dasar ini sebagai fondasi dalam mempelajari aspek-

aspek hukum administrasi yang lebih kompleks di bab-bab 

selanjutnya. 

5. Mahasiswa mampu mengkritisi peran Hukum Administrasi 

Negara dalam konteks pembangunan hukum nasional dan 

dinamika pemerintahan di Indonesia. 

6. Mahasiswa mampu mengaitkan konsep dasar Hukum 

Administrasi Negara dengan praktik nyata di lapangan, 

termasuk dalam pengambilan keputusan dan 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 
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7. Mahasiswa mampu menyusun argumentasi yang logis dan 

sistematis terkait pentingnya pengaturan hukum dalam 

administrasi pemerintahan untuk menjamin keadilan, 

kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. 

Pendahuluan 

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang ilmu 

hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur tata 

kelola pemerintahan dan administrasi negara. Sebagai bagian 

dari sistem hukum nasional, Hukum Administrasi Negara 

berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur hubungan 

antara pemerintah dan warga negara, serta mengatur proses 

penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pemahaman terhadap 

konsep dasar ini sangat penting, mengingat administrasi negara 

tidak hanya berperan dalam menjalankan kebijakan dan 

pelayanan publik, tetapi juga dalam memastikan bahwa seluruh 

kegiatan pemerintahan berlangsung secara tertib, adil, dan 

bertanggung jawab. 

Dalam konteks Indonesia dinamika pemerintahan yang 

terus berkembang menuntut adanya kerangka hukum yang jelas 

dan kokoh. Hukum Administrasi Negara menjadi instrumen 

utama yang menjamin bahwa kekuasaan pemerintahan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, serta mampu 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 

Tanpa pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan 

ruang lingkupnya, para pelaku pemerintahan maupun 

masyarakat umum akan kesulitan dalam menilai dan mengawasi 

proses administrasi pemerintahan yang berlangsung. 

Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan 

ilmu hukum lain sangat erat dan saling melengkapi. Misalnya, 

aspek hukum tata negara memberikan kerangka konstitusional, 

sedangkan hukum pidana dan perdata memberikan instrumen 

untuk menegakkan norma-norma tersebut. Dengan memahami 



Hukum Administrasi Negara 

 3 

hubungan ini, mahasiswa akan mampu melihat bahwa Hukum 

Administrasi Negara tidak berdiri sendiri, melainkan bagian 

integral dari sistem hukum nasional yang harus dipahami secara 

utuh. 

Urgensi mempelajari bagian ini juga terletak pada 

peranannya dalam membentuk karakter pemerintahan yang 

bersih, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama dari Hukum 

Administrasi Negara adalah menciptakan tata pemerintahan 

yang baik (good governance), yang mampu menjamin hak-hak 

warga negara sekaligus memastikan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan publik. Fungsi utamanya meliputi pengaturan 

prosedur administratif, pengawasan terhadap tindakan 

pemerintah, serta penyelesaian sengketa administratif yang 

muncul dari kegiatan pemerintahan. 

Dengan memahami konsep dasar ini, mahasiswa 

diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut 

dalam analisis kasus nyata, baik dalam konteks akademik 

maupun praktik di lapangan. Pengetahuan ini juga menjadi 

fondasi penting dalam pengembangan kompetensi sebagai calon 

profesional di bidang hukum administrasi, pemerintahan, 

maupun bidang terkait lainnya. Oleh karena itu, penguasaan 

terhadap pengertian, ruang lingkup, hubungan dengan ilmu lain, 

serta tujuan dan fungsi Hukum Administrasi Negara menjadi 

langkah awal yang krusial dalam membangun pemahaman yang 

kokoh dan komprehensif tentang hukum administrasi di 

Indonesia. 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum 

Administrasi Negara 

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang ilmu 

hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

dan administrasi negara agar berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku. Secara umum, HAN berfungsi 
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sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan antara 

pemerintah dan warga negara, serta mengatur proses 

penyelenggaraan pemerintahan agar berlangsung secara tertib, 

adil, dan bertanggung jawab. Pengertian ini menegaskan bahwa 

HAN tidak hanya berfokus pada aspek prosedural administratif, 

tetapi juga mencakup aspek substantif yang berkaitan dengan 

keadilan dan perlindungan hak warga negara dalam proses 

pemerintahan (Suharno, 2018). 

Ruang lingkup HAN sangat luas dan mencakup berbagai 

aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, mulai dari 

pengaturan prosedur administratif, pengambilan keputusan, 

pelaksanaan kebijakan publik, hingga penyelesaian sengketa 

administratif. Secara spesifik, HAN mengatur tata cara 

pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk 

pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, pengawasan, dan 

penegakan hukum administratif. Hal ini menunjukkan bahwa 

HAN tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan 

bidang hukum lain seperti hukum tata negara, hukum pidana, 

dan hukum perdata, yang semuanya saling melengkapi dalam 

membentuk sistem hukum nasional yang utuh (Mulyadi, 2020). 

Dalam konteks praktis, pengertian HAN dapat dilihat dari 

fungsi utamanya sebagai pengatur tata pemerintahan yang baik. 

Misalnya, dalam praktiknya, HAN mengatur prosedur 

penerbitan izin, pengelolaan kepegawaian, pengadaan barang 

dan jasa pemerintah, serta mekanisme pengawasan terhadap 

tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. 

Dengan demikian, ruang lingkup HAN tidak hanya terbatas pada 

aspek formal, tetapi juga menyentuh aspek substantif yang 

berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hak warga negara. 

Sebagai contoh, dalam kasus pemberian izin usaha, HAN 

mengatur prosedur yang harus diikuti agar proses tersebut adil 

dan transparan, serta menjamin hak warga negara untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (Lindsey, 

2019). 
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HAN juga mencakup aspek pengawasan dan penegakan 

hukum administratif. Pengawasan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan 

ketentuan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Jika terjadi 

penyimpangan, warga negara atau pihak terkait dapat 

mengajukan keberatan melalui mekanisme sengketa 

administratif yang diatur dalam HAN. Contohnya adalah 

sengketa terkait keputusan pejabat pemerintah yang merugikan 

warga negara, seperti penolakan permohonan izin atau 

pencabutan izin yang tidak sesuai prosedur. Dalam hal ini, HAN 

memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk menuntut 

keadilan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara 

(PTUN) (Suharno, 2018). 

Secara konseptual HAN juga mencakup prinsip-prinsip 

dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, seperti prinsip legalitas, transparansi, 

akuntabilitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman 

utama dalam setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh 

pejabat pemerintah. Sebagai ilustrasi, dalam pengadaan barang 

dan jasa pemerintah, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus 

dijaga agar proses pengadaan berjalan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga menghindari praktik korupsi 

dan penyalahgunaan kekuasaan (Mulyadi, 2020). 

Dalam kerangka teoritis pengertian HAN juga dipahami 

sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berfungsi 

sebagai instrumen pengendalian kekuasaan pemerintah agar 

tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Soerjono Soekanto (2017) yang menyatakan bahwa 

HAN merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur tata 

cara penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan 

norma-norma hukum yang berlaku, serta menjamin hak-hak 

warga negara dan kepastian hukum dalam administrasi 

pemerintahan. 
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Pengertian HAN dapat disimpulkan sebagai cabang ilmu 

hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

dan administrasi negara secara tertib, adil, dan bertanggung 

jawab, serta menjamin perlindungan hak warga negara dalam 

proses pemerintahan. Ruang lingkupnya meliputi seluruh aspek 

kegiatan pemerintahan, mulai dari prosedur administratif, 

pengambilan keputusan, pengawasan, hingga penyelesaian 

sengketa administratif. Dengan demikian, HAN menjadi fondasi 

utama dalam membangun tata pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan akuntabel, serta sebagai instrumen penting 

dalam mewujudkan good governance di Indonesia. 

B. Hubungan Hukum Administrasi Negara 

dengan Ilmu Hukum lainnya 

Hukum Administrasi Negara tidak berdiri sendiri, melainkan 

memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan 

berbagai cabang ilmu hukum lainnya. Hubungan ini penting 

dipahami agar mahasiswa mampu melihat bahwa HAN 

merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang 

kompleks dan dinamis. Secara umum, hubungan tersebut dapat 

dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu hubungan 

dengan hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan 

hukum internasional. 

1. Hubungan dengan Hukum Tata Negara 

Hukum tata negara merupakan dasar konstitusional yang 

mengatur struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu 

negara. Dalam konteks ini, HAN berfungsi sebagai pelaksanaan 

dari norma-norma konstitusional yang mengatur tata 

pemerintahan dan administrasi negara. Sebagai contoh, dalam 

sistem pemerintahan Indonesia, UUD 1945 memberikan 

kerangka konstitusional yang mengatur pembagian kekuasaan 

antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. HAN kemudian 

mengatur bagaimana kekuasaan eksekutif, khususnya 
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pemerintah, menjalankan tugasnya secara administratif sesuai 

dengan ketentuan konstitusi tersebut (Lindsey, 2019). 

Hubungan ini juga terlihat dalam pengaturan kewenangan 

dan prosedur pengambilan keputusan pemerintah yang harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Misalnya, dalam 

pengeluaran kebijakan publik, pemerintah harus mengikuti 

prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 

tidak boleh menyimpang dari ketentuan konstitusional. Dengan 

demikian, HAN berfungsi sebagai instrumen operasional yang 

mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusional dalam 

praktik pemerintahan sehari-hari (Soekanto, 2017). 

2. Hubungan dengan Hukum Pidana 

Hukum pidana berperan dalam mengatur tindak pidana yang 

dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintah. Dalam 

konteks HAN, hubungan ini menjadi penting karena tindakan 

administratif yang melanggar ketentuan hukum dapat dikenai 

sanksi pidana. Sebagai contoh, pejabat pemerintah yang 

menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha dapat 

dikenai pidana korupsi sesuai dengan ketentuan dalam KUHP 

dan UU Tipikor (Mulyadi, 2020). 

HAN juga mengatur mekanisme pengawasan terhadap 

tindakan administratif yang berpotensi melanggar hukum 

pidana. Jika ditemukan adanya tindak pidana dalam proses 

administratif, maka aparat penegak hukum pidana dapat 

melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan 

hukum pidana. Dengan demikian, hubungan ini memastikan 

bahwa tindakan pemerintah tidak hanya tunduk pada norma 

administratif, tetapi juga pada norma pidana yang bertujuan 

menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan (Suharno, 2018). 
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3. Hubungan dengan Hukum Perdata 

Hukum perdata berperan dalam mengatur hubungan hukum 

antara individu dan badan hukum, termasuk dalam konteks 

administrasi negara. Dalam hal ini, hubungan HAN dengan 

hukum perdata muncul ketika pemerintah melakukan perjanjian 

atau kontrak dengan warga negara atau badan usaha. Contohnya 

adalah kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang 

harus mengikuti ketentuan hukum perdata, seperti KUHPerdata, 

dalam proses pembuatannya (Lindsey, 2019). 

Dalam penyelesaian sengketa administratif yang 

melibatkan warga negara dan pemerintah, prinsip-prinsip 

hukum perdata juga dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian 

sengketa melalui mekanisme perdata, apabila tidak termasuk 

dalam lingkup sengketa administratif. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua bidang hukum ini saling terkait dan saling 

melengkapi dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum 

dalam hubungan administratif (Soekanto, 2017). 

4. Hubungan dengan Hukum Internasional 

Dalam era globalisasi, hubungan HAN dengan hukum 

internasional menjadi semakin penting, terutama dalam konteks 

kerjasama internasional dan perlindungan hak asasi manusia. 

Pemerintah Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum 

internasional yang relevan, seperti perjanjian internasional dan 

standar hak asasi manusia, dalam penyelenggaraan administrasi 

negara. Sebagai contoh, dalam pengelolaan lingkungan hidup, 

Indonesia harus mematuhi ketentuan dalam konvensi 

internasional yang telah diratifikasi, yang kemudian 

diimplementasikan melalui regulasi nasional (Mulyadi, 2020). 

Hubungan ini juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian 

sengketa internasional yang melibatkan pemerintah Indonesia, 

seperti sengketa terkait investasi asing atau perlindungan hak 

asasi manusia. Dalam konteks ini, HAN harus mampu 
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menyesuaikan diri dengan norma-norma internasional agar 

Indonesia dapat berpartisipasi aktif dan efektif dalam kerangka 

hukum internasional (Suharno, 2018). 

5. Hubungan HAN dengan Ilmu Hukum lainnya 

Hubungan HAN dengan ilmu hukum lain menunjukkan bahwa 

sistem hukum nasional bersifat saling terkait dan saling 

mendukung. Hukum tata negara memberikan kerangka 

konstitusional, hukum pidana menegakkan norma hukum 

terhadap tindak pidana, hukum perdata mengatur hubungan 

kontraktual, dan hukum internasional memperluas cakupan 

norma dalam konteks global. Pemahaman yang komprehensif 

tentang hubungan ini sangat penting agar mahasiswa mampu 

melihat bahwa HAN tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari 

sistem hukum yang dinamis dan saling terkait dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang baik dan perlindungan hak 

warga negara. 

C. Tujuan dan Fungsi Hukum Administrasi 

Tujuan utama dari Hukum Administrasi Negara adalah 

menciptakan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel, sehingga mampu menjamin hak-hak warga 

negara sekaligus memastikan keberlangsungan pembangunan 

nasional. Secara spesifik, HAN bertujuan untuk mengatur dan 

mengendalikan kegiatan pemerintahan agar berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang berlaku, 

serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi 

(Suharno, 2018). 

1. Tujuan Hukum Administasi 

a. Menjamin Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Salah satu tujuan utama HAN adalah 

memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan 

dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan pasti. Dengan 

adanya norma-norma hukum yang mengatur prosedur 
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administratif, pejabat pemerintah tidak dapat bertindak 

sewenang-wenang, sehingga hak warga negara terlindungi 

dan proses pemerintahan berjalan secara tertib (Lindsey, 

2019). 

b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yanBaik (Good 

Governance) HAN bertujuan untuk mendukung prinsip-

prinsip good governance, seperti transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Melalui 

pengaturan prosedur yang terbuka dan mekanisme 

pengawasan yang efektif, pemerintahan diharapkan 

mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas 

dan memenuhi harapan masyarakat (Mulyadi, 2020). 

c. Melindungi Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara 

Dalam praktiknya, HAN berfungsi sebagai instrumen 

perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-

wenang pejabat pemerintah. Misalnya, warga negara 

memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan 

tidak diskriminatif, serta hak untuk mengajukan keberatan 

jika merasa dirugikan oleh keputusan administratif 

(Suharno, 2018). 

d. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Administrasi 

Pemerintahan Dengan adanya aturan yang jelas, proses 

administratif menjadi lebih efisien dan terorganisasi 

dengan baik. Hal ini penting agar pemerintahan mampu 

merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, 

serta mengelola sumber daya secara optimal (Lindsey, 

2019). 

2. Fungsi Hukum Administasi Negara 

a. Fungsi Regulatif HAN berfungsi sebagai alat pengatur 

yang menetapkan norma-norma dan prosedur 

administratif yang harus diikuti oleh pejabat pemerintah 

dan warga negara. Fungsi ini tercermin dalam pengaturan 
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penerbitan izin, pengelolaan kepegawaian, dan pengadaan 

barang dan jasa pemerintah (Mulyadi, 2020). 

b. Fungsi Pengawasan HAN memberikan mekanisme 

pengawasan terhadap tindakan administratif yang 

dilakukan oleh pejabat pemerintah. Melalui lembaga 

pengawas dan mekanisme sengketa administratif, 

masyarakat dapat mengawasi dan menuntut keadilan jika 

terjadi penyimpangan atau pelanggaran norma hukum 

(Suharno, 2018). 

c. Fungsi Penegakan Hukum HAN juga berperan dalam 

menegakkan norma-norma hukum administratif melalui 

sanksi administratif maupun pidana. Jika terjadi 

pelanggaran, aparat penegak hukum dapat melakukan 

tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan (Lindsey, 2019). 

d. Fungsi Pelayanan Publik Salah satu fungsi utama HAN 

adalah memastikan bahwa pelayanan publik 

diselenggarakan secara profesional, adil, dan merata. 

Pengaturan prosedur pelayanan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi hak warga 

negara dalam mendapatkan perlindungan dan kepastian 

hukum (Mulyadi, 2020). 

3. Studi Kasus dan Implikasi 

Sebagai ilustrasi, dalam kasus penerbitan izin usaha di 

Indonesia, HAN mengatur prosedur yang harus diikuti oleh 

pejabat pemerintah agar proses tersebut berjalan transparan dan 

adil. Jika terjadi penyimpangan, warga negara dapat 

mengajukan keberatan melalui mekanisme sengketa 

administratif di PTUN. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan 

fungsi HAN saling berkaitan dalam menciptakan pemerintahan 

yang bersih dan bertanggung jawab (Suharno, 2018). 
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Pengelolaan sumber daya alam, HAN berfungsi sebagai 

instrumen pengaturan yang memastikan bahwa kegiatan 

eksploitasi sumber daya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, HAN tidak 

hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat 

pengendali dan pelindung terhadap kepentingan nasional dan 

hak masyarakat (Lindsey, 2019). 

Pemahaman mendalam terhadap tujuan dan fungsi ini 

sangat penting bagi mahasiswa agar mampu mengaplikasikan 

konsep-konsep tersebut dalam praktik pemerintahan dan 

penegakan hukum di Indonesia. 

Rangkuman 

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah cabang ilmu hukum 

yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan agar 

berjalan sesuai prinsip hukum. HAN berfungsi sebagai kerangka 

normatif yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga 

negara serta memastikan proses pemerintahan berlangsung 

tertib, adil, dan bertanggung jawab. Ruang lingkup HAN 

meliputi prosedur administratif, pengambilan keputusan, 

pelaksanaan kebijakan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa 

administratif. HAN tidak hanya berfokus pada aspek formal, 

tetapi juga aspek substantif yang berkaitan dengan keadilan dan 

perlindungan hak warga negara. 

Hubungan HAN dengan ilmu hukum lain sangat erat. 

Dengan hukum tata negara, HAN mengimplementasikan norma 

konstitusional dalam praktik pemerintahan. Dengan hukum 

pidana, HAN terkait dalam menegakkan sanksi terhadap 

penyalahgunaan kekuasaan. Dengan hukum perdata, hubungan 

kontraktual dan penyelesaian sengketa administratif menjadi 

bagian dari kerjasama tersebut. Sementara itu, hubungan dengan 

hukum internasional penting dalam konteks kerjasama global 

dan perlindungan hak asasi manusia. 
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Tujuan utama HAN adalah menciptakan pemerintahan 

yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta melindungi hak 

warga negara. Fungsi utamanya meliputi pengaturan prosedur 

administratif, pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan 

publik. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, HAN 

mendukung terciptanya good governance dan pembangunan 

nasional yang berkelanjutan. Pemahaman ini penting agar 

pemerintahan berjalan sesuai norma dan prinsip hukum yang 

berlaku. 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian Hukum Administrasi Negara dan 

sebutkan aspek utama yang menjadi fokus dalam 

pengaturannya. 

2. Uraikan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara dan 

berikan dua contoh kegiatan pemerintahan yang diatur dalam 

HAN. 

3. Jelaskan hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan 

Hukum Tata Negara serta berikan contoh penerapannya 

dalam praktik pemerintahan. 

4. Bagaimana peran Hukum Administrasi Negara dalam 

melindungi hak warga negara? Berikan penjelasan lengkap 

dan contoh konkret. 

5. Diskusikan tujuan utama dari Hukum Administrasi Negara 

dan bagaimana fungsi-fungsinya mendukung terciptanya 

good governance. 

Soal Pilihan Berganda  

1. Apa pengertian utama dari Hukum Administrasi Negara?  

a. Cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara 

warga negara dan pengadilan 
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b. Cabang ilmu hukum yang mengatur tata cara 

penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara 

c. Cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan 

internasional dan perjanjian internasional  

d. Cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara 

pengusaha dan konsumen 

2. Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara meliputi semua 

kegiatan berikut, kecuali:  

a. Pengaturan prosedur administratif  

b. Pengambilan keputusan pemerintah 

c. Penyelesaian sengketa perdata 

d. Pengawasan terhadap tindakan administratif 

3. Hukum Administrasi Negara berinteraksi secara langsung 

dengan bidang hukum lain, seperti:  

a. Hukum pidana dan hukum perdata 

b. Hukum waris dan hukum kekayaan intelektual  

c. Hukum adat dan hukum internasional  

d. Hukum lingkungan dan hukum perburuhan 

4. Salah satu fungsi utama HAN adalah:  

a. Mengatur hubungan internasional  

b. Menetapkan norma dan prosedur administratif  

c. Mengatur hubungan keluarga dan waris  

d. Menyusun peraturan perundang-undangan nasional 

5. Dalam konteks pengawasan, HAN memberikan mekanisme:  

a. Pengawasan terhadap kegiatan ekonomi swasta  
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b. Pengawasan terhadap tindakan administratif pejabat 

pemerintah 

c. Pengawasan terhadap kegiatan perbankan 

d. Pengawasan terhadap kegiatan pendidikan 

6. Salah satu tujuan HAN adalah: 

a. Meningkatkan kekuasaan eksekutif secara absolut  

b. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan 

c. Mengurangi peran masyarakat dalam pemerintahan  

d. Menghapuskan peran lembaga pengadilan 

7. Prinsip yang harus diikuti dalam pengadaan barang dan jasa 

pemerintah menurut HAN adalah: 

a. Transparansi dan akuntabilitas  

b. Kecepatan dan efisiensi tanpa prosedur  

c. Privasi dan kerahasiaan penuh  

d. Keputusan sepihak pejabat 

8. Hubungan HAN dengan hukum pidana sangat penting 

karena:  

a. Mengatur hubungan antara pengusaha dan pegawai  

b. Menegakkan norma hukum terhadap tindak pidana 

administratif dan penyalahgunaan kekuasaan  

c. Mengatur hubungan antara warga negara dan pengadilan 

internasional  

d. Mengatur hubungan keluarga dan waris 

9. Dalam hubungan dengan hukum internasional, HAN harus:  

a. Mengabaikan ketentuan internasional 
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b. Mengikuti ketentuan hukum internasional yang relevan 

dan meratifikasi perjanjian internasional  

c. Menggantikan semua norma internasional dengan norma 

nasional  

d. Tidak perlu memperhatikan standar hak asasi manusia 

internasional 

10. Tujuan utama dari Hukum Administrasi Negara adalah:  

a. Meningkatkan kekuasaan pejabat pemerintah secara 

sewenang-wenang 

b. Menciptakan tata pemerintahan yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel  

c. Mengurangi peran masyarakat dalam pengambilan 

keputusan  

d. Menghapuskan mekanisme pengawasan terhadap 

pemerintah 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah perusahaan mengajukan permohonan izin usaha 

kepada pemerintah daerah. Setelah proses berlangsung, izin 

tersebut ditolak tanpa penjelasan yang jelas dan prosedur 

yang sesuai. Jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil 

oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Hukum Administrasi 

Negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut. 

2. Sebuah warga negara merasa dirugikan oleh keputusan 

pejabat pemerintah yang mencabut izin usaha tanpa melalui 

mekanisme pengawasan dan prosedur yang benar. Buatlah 

analisis mengenai hak-hak warga negara dan mekanisme 

penyelesaian sengketa administratif yang dapat diakses 

sesuai dengan prinsip HAN.  
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BAB 2 

SUMBER HUKUM ADMINISTRASI 

NEGARA 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian 

serta ruang lingkup dari sumber hukum administrasi negara 

secara komprehensif. 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan membedakan 

berbagai jenis sumber hukum yang berlaku dalam konteks 

administrasi negara, termasuk sumber hukum formal dan 

non-formal. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci mengenai 

sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, 

doktrin, dan yurisprudensi serta peranannya dalam 

pembentukan hukum administrasi negara. 

4. Mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap 

implementasi sumber hukum dalam praktik administrasi 

negara, termasuk tantangan dan peluang yang muncul di 

lapangan. 

5. Mahasiswa mampu mengaitkan antara teori sumber hukum 

dengan kenyataan hukum yang berlaku di Indonesia, serta 

memahami dinamika penerapannya dalam tata kelola 

pemerintahan. 

6. Mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran kritis terkait 

peran dan kedudukan sumber hukum dalam membentuk 

sistem hukum administrasi negara yang efektif dan 

berkeadilan. 
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7. Mahasiswa mampu menyusun argumentasi dan diskusi yang 

relevan mengenai pentingnya pengelolaan sumber hukum 

yang tepat dalam mendukung keberhasilan administrasi 

negara. 

Pendahuluan 

Dalam mempelajari hukum administrasi negara, salah satu aspek 

yang sangat fundamental adalah pemahaman mengenai sumber 

hukum yang menjadi dasar dan acuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Sumber hukum tidak hanya berfungsi sebagai 

landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang 

menentukan bagaimana aturan-aturan tersebut dihasilkan, 

diterapkan, dan diawasi. Oleh karena itu, pemahaman yang 

mendalam tentang sumber hukum sangat penting bagi setiap 

praktisi maupun akademisi yang ingin memahami secara 

komprehensif mekanisme kerja hukum dalam konteks 

administrasi negara. 

Pembahasan mengenai sumber hukum administrasi negara 

menjadi sangat relevan karena di dalamnya terkandung berbagai 

aspek yang berkaitan dengan proses pembuatan, pengesahan, 

dan penerapan norma hukum. Sumber hukum formal seperti 

undang-undang, kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi memiliki 

peran yang berbeda-beda, namun saling melengkapi dalam 

membentuk kerangka hukum yang kokoh dan adaptif terhadap 

perkembangan zaman. Pemahaman terhadap jenis dan 

klasifikasi sumber hukum ini akan membantu kita dalam menilai 

kekuatan dan kelemahan dari setiap sumber, serta bagaimana 

mereka dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik 

pemerintahan. 

Pentingnya analisis terhadap implementasi sumber hukum 

dalam praktik administrasi negara tidak dapat diabaikan. Di 

lapangan, seringkali ditemukan tantangan dalam menerapkan 

norma hukum yang ada, baik karena ketidaksesuaian antara teori 

dan praktik, maupun karena dinamika politik dan sosial yang 
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mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan 

memahami bagaimana sumber hukum formal tersebut 

diimplementasikan, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi 

hambatan dan peluang yang ada, serta mengusulkan solusi yang 

konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola 

pemerintahan. 

Pembahasan ini juga menjadi dasar penting untuk 

memahami bagaimana sistem hukum administrasi negara 

mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum nasional dan 

internasional. Dalam konteks Indonesia, keberagaman sumber 

hukum dan kompleksitas sistem hukum menuntut pemahaman 

yang mendalam agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah 

dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang 

berlaku. Oleh karena itu, bagian ini tidak hanya bersifat teoritis, 

tetapi juga sangat aplikatif dan relevan dalam mendukung 

keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

Dengan memahami sumber hukum secara komprehensif, 

mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang 

mampu mengkritisi dan memperbaiki sistem hukum 

administrasi negara, serta berkontribusi dalam pembangunan 

hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Pembahasan ini akan membuka wawasan mereka terhadap 

berbagai aspek hukum yang mendasari setiap tindakan 

administratif, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang 

transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

A. Jenis dan Klasifikasi Sumber Hukum 

Sumber hukum merupakan dasar utama dalam pembentukan 

norma dan aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam konteks hukum administrasi negara, sumber 

hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan 

dan mengendalikan tindakan pemerintah serta seluruh aparat 
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administrasi negara. Secara umum, sumber hukum dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber 

hukum formal dan sumber hukum non-formal. Klasifikasi ini 

penting untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut 

dihasilkan, diakui, dan diterapkan dalam praktik pemerintahan. 

1. Sumber Hukum Formal 

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang diakui secara 

sah dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dalam sistem 

hukum suatu negara. Sumber ini merupakan hasil dari proses 

legislasi, kebiasaan yang diakui, doktrin, maupun yurisprudensi 

yang diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam 

sistem hukum Indonesia, sumber hukum formal sangat dominan 

dan menjadi acuan utama dalam penegakan hukum administrasi 

negara. 

Contoh utama dari sumber hukum formal adalah undang-

undang (UU). Undang-undang merupakan produk legislatif 

yang disusun melalui proses legislasi yang diatur dalam 

konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai 

contoh, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan menjadi dasar utama dalam mengatur tata kelola 

administrasi pemerintahan di Indonesia. Selain undang-undang, 

sumber hukum formal lainnya meliputi peraturan pemerintah, 

peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan lainnya 

yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Selain undang-undang dan peraturan perundang-undangan 

formal, kebiasaan yang diakui juga termasuk dalam kategori ini. 

Kebiasaan yang diakui adalah praktik yang dilakukan secara 

terus-menerus dan dianggap sebagai norma yang mengikat 

dalam masyarakat atau institusi tertentu. Contohnya adalah 

kebiasaan dalam pelaksanaan administrasi tertentu yang telah 

berlangsung lama dan diakui oleh aparat pemerintahan maupun 

masyarakat. 
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Doktrin dan yurisprudensi juga termasuk dalam sumber 

hukum formal, meskipun keduanya memiliki kedudukan yang 

berbeda. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang 

dijadikan rujukan dalam interpretasi norma hukum, sedangkan 

yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang bersifat tetap dan 

menjadi pedoman dalam penyelesaian kasus serupa di masa 

mendatang. Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi tidak 

secara formal menjadi sumber hukum utama, tetapi memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam praktik hukum dan 

pengembangan norma hukum. 

2. Sumber Hukum Non-Formal 

Selain sumber hukum formal, terdapat pula sumber hukum non-

formal yang berperan dalam membentuk norma dan praktik 

hukum, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara 

yuridis formal. Sumber ini meliputi kebiasaan tidak diakui, adat 

istiadat, norma sosial, dan praktik politik yang berkembang di 

masyarakat. 

Kebiasaan tidak diakui adalah praktik yang dilakukan 

secara berulang-ulang tanpa diakui secara resmi sebagai norma 

hukum, sehingga keberadaannya tidak memiliki kekuatan 

mengikat secara hukum. Contohnya adalah kebiasaan 

masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara adat yang 

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Adat istiadat merupakan norma yang berkembang dalam 

masyarakat tertentu dan memiliki kekuatan mengikat secara 

sosial, tetapi tidak secara formal diakui sebagai sumber hukum. 

Dalam konteks administrasi negara, adat istiadat dapat 

mempengaruhi praktik pemerintahan di daerah tertentu, 

terutama di daerah yang memiliki sistem adat yang kuat. 

Norma sosial dan praktik politik juga mempengaruhi 

proses pembuatan dan penerapan hukum, meskipun tidak secara 

langsung menjadi sumber hukum formal. Mereka berfungsi 
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sebagai faktor yang membentuk budaya hukum dan perilaku 

aparat pemerintahan serta masyarakat. 

B. Sumber Hukum Formal 

Sumber hukum formal merupakan pilar utama dalam sistem 

hukum Indonesia dan menjadi dasar utama dalam pembentukan 

norma hukum yang berlaku. Keberadaan sumber ini diatur 

secara tegas dalam sistem hukum nasional dan memiliki 

kekuatan mengikat yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya. 

1. Undang-Undang 

Undang-undang merupakan sumber hukum formal yang paling 

utama dan memiliki kekuatan mengikat tertinggi dalam hierarki 

norma hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

undang-undang disusun melalui proses legislasi yang 

melibatkan DPR dan Presiden, serta harus sesuai dengan 

ketentuan konstitusi. 

Contoh penerapan undang-undang dalam hukum 

administrasi negara adalah UU No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, yang mengatur prinsip-prinsip 

dasar, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan yang baik dan bersih. Undang-undang ini menjadi 

landasan utama dalam mengatur hubungan antara pemerintah 

dan masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung 

jawab pejabat pemerintahan. 

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-

undang juga termasuk dalam sumber hukum formal. Sebagai 

contoh, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjadi pelengkap dan 

penjabaran dari UU No. 30 Tahun 2014. 
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2. Kebiasaan yang Diakui 

Kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum formal biasanya 

muncul dari praktik yang dilakukan secara berulang dan 

dianggap sebagai norma yang mengikat oleh masyarakat atau 

aparat pemerintahan. Dalam konteks administrasi negara, 

kebiasaan ini sering muncul dalam praktik administratif tertentu 

yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan tertulis. 

Contohnya adalah kebiasaan dalam proses pengajuan izin 

di daerah tertentu yang telah berlangsung lama dan diakui secara 

umum, meskipun belum diatur secara spesifik dalam peraturan 

perundang-undangan. Kebiasaan ini dapat menjadi acuan dalam 

praktik administratif, selama tidak bertentangan dengan norma 

hukum yang lebih tinggi. 

3. Doktrin 

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang dijadikan 

rujukan dalam interpretasi norma hukum. Meskipun tidak 

memiliki kekuatan mengikat secara formal, doktrin sangat 

berpengaruh dalam pengembangan dan penafsiran hukum, 

terutama dalam hal ketidakjelasan norma hukum yang ada. 

Contohnya adalah pendapat para ahli hukum tentang 

prinsip-prinsip good governance yang menjadi dasar dalam 

reformasi birokrasi di Indonesia. Pendapat ini sering dijadikan 

acuan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan pelaksanaan. 

4. Yurisprudensi 

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang bersifat tetap dan 

menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus serupa di masa 

mendatang. Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi tidak 

secara formal menjadi sumber hukum utama, tetapi memiliki 
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pengaruh yang besar, terutama dalam praktik pengadilan dan 

administrasi. 

Contohnya adalah putusan Mahkamah Agung yang 

menegaskan bahwa setiap tindakan administratif harus 

didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan 

dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Yurisprudensi ini 

sering digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan 

administratif dan pengawasan hukum. 

C. Analisis Implementasi Sumber Hukum dalam 

HAN 

Implementasi sumber hukum dalam konteks hukum administrasi 

negara (HAN) sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan hierarki 

sumber tersebut. Dalam praktiknya, penerapan norma hukum 

tidak selalu berjalan mulus karena berbagai faktor, termasuk 

ketidaksesuaian antara norma hukum tertulis dan kenyataan di 

lapangan, serta dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan. 

Dalam konteks Indonesia undang-undang sebagai sumber 

hukum formal memiliki kedudukan tertinggi dan menjadi acuan 

utama dalam penyelenggaraan administrasi negara. Sebagai 

contoh, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti 

oleh seluruh aparat pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, 

sering ditemukan tantangan dalam penerapan norma ini, seperti 

ketidakpatuhan terhadap prosedur yang diatur, atau adanya 

praktik korupsi dan nepotisme yang bertentangan dengan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. 

Kebiasaan yang diakui dan doktrin juga memiliki peran 

penting dalam implementasi norma hukum. Dalam beberapa 

daerah, kebiasaan administratif yang telah berlangsung lama dan 

diakui secara sosial dapat memperkuat atau bahkan 

menggantikan norma tertulis, selama tidak bertentangan dengan 
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norma hukum yang lebih tinggi. Sebagai contoh, praktik 

penyelesaian sengketa secara adat di daerah tertentu sering 

menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa administratif, 

meskipun secara formal belum diatur dalam peraturan tertulis. 

Yurisprudensi, sebagai bagian dari sumber hukum formal, 

berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa 

administratif dan memastikan konsistensi dalam penegakan 

norma hukum. Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan 

bahwa setiap tindakan administratif harus didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip 

keadilan dan kepastian hukum, menjadi acuan penting dalam 

memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan norma 

hukum yang berlaku. 

Tantangan utama dalam implementasi sumber hukum ini 

adalah adanya disparitas antara norma hukum yang tertulis dan 

praktik di lapangan. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya 

birokrasi, tingkat profesionalisme aparatur, serta faktor politik 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, 

reformasi hukum dan peningkatan kapasitas aparat 

pemerintahan menjadi kunci dalam memastikan bahwa sumber 

hukum formal dapat diimplementasikan secara efektif dan 

efisien. penguatan peran yurisprudensi dan doktrin dalam 

praktik administrasi juga perlu didukung oleh sistem 

pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan 

oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal, seperti 

Ombudsman dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 

menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa norma hukum 

diimplementasikan secara konsisten dan tidak menyimpang dari 

prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, 

tantangan lain yang dihadapi adalah adaptasi norma hukum 

terhadap perubahan zaman. Penggunaan teknologi informasi 

dalam administrasi pemerintahan, misalnya, menuntut adanya 
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sumber hukum yang mampu mengatur aspek-aspek baru yang 

muncul, seperti keamanan data dan perlindungan privasi. Oleh 

karena itu, pengembangan sumber hukum formal harus 

dilakukan secara berkelanjutan agar tetap relevan dan mampu 

menjawab tantangan zaman. 

Secara keseluruhan, implementasi sumber hukum dalam 

HAN menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan 

administrasi negara sangat bergantung pada bagaimana norma-

norma tersebut diadopsi, diterapkan, dan diawasi di lapangan. 

Penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparatur, serta 

pengembangan budaya hukum yang berorientasi pada prinsip 

keadilan dan kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

berkeadilan. 

Rangkuman 

Pembahasan mengenai sumber hukum dalam hukum 

administrasi negara menyoroti pentingnya norma sebagai dasar 

dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber 

hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu formal dan 

non-formal, yang masing-masing memiliki peran dan 

karakteristik berbeda dalam proses pembentukan dan penerapan 

norma hukum. 

1. Sumber hukum formal diakui secara sah dan memiliki 

kekuatan mengikat secara yuridis. Contohnya adalah undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta 

kebiasaan yang diakui dan doktrin maupun yurisprudensi 

yang berpengaruh dalam praktik hukum. Undang-undang 

menjadi sumber utama dalam sistem hukum Indonesia, 

diikuti oleh peraturan pelaksana dan kebiasaan yang diakui. 

2. Sumber hukum non-formal meliputi kebiasaan tidak diakui, 

adat istiadat, norma sosial, dan praktik politik yang 

berkembang di masyarakat. Meskipun tidak memiliki 
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kekuatan mengikat secara formal, keberadaan mereka 

mempengaruhi praktik pemerintahan dan budaya hukum di 

daerah tertentu. 

3. Implementasi sumber hukum formal dalam HAN sering 

menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian norma tertulis 

dan praktik di lapangan, serta faktor budaya dan politik. 

Penggunaan yurisprudensi dan doktrin sebagai pedoman 

sangat penting untuk memastikan konsistensi dan keadilan 

dalam penyelenggaraan administrasi negara. 

4. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta 

adaptasi terhadap perkembangan teknologi, menjadi kunci 

dalam memastikan norma hukum dapat diimplementasikan 

secara efektif. Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas 

aparatur menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. 

5. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan sumber hukum 

sangat bergantung pada konsistensi, pengawasan, dan budaya 

hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kepastian 

hukum. 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian sumber hukum formal dan sebutkan 

contoh-contoh sumber hukum formal yang berlaku dalam 

sistem hukum Indonesia! 

2. Uraikan perbedaan utama antara sumber hukum formal dan 

sumber hukum non-formal dalam konteks hukum 

administrasi negara! 

3. Bagaimana peran doktrin dan yurisprudensi dalam 

pembentukan norma hukum di Indonesia? Jelaskan secara 

rinci! 
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4. Analisis tantangan utama dalam implementasi sumber hukum 

dalam praktik administrasi negara di Indonesia dan berikan 

solusi yang dapat dilakukan! 

5. Diskusikan pentingnya pengembangan sumber hukum formal 

yang berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan 

teknologi dan globalisasi dalam administrasi negara! 

Soal Pilihan Berganda 

1. Manakah dari berikut ini yang termasuk sumber hukum 

formal dalam sistem hukum Indonesia?  

a. Kebiasaan tidak diakui 

b. Peraturan presiden 

c. Norma social 

d. Praktik politik 

2. Undang-undang dalam sistem hukum Indonesia memiliki 

kedudukan sebagai sumber hukum yang:  

a. Tidak mengikat secara yuridis 

b. Memiliki kekuatan mengikat tertinggi 

c. Hanya berlaku di daerah tertentu  

d. Bersifat tidak formal 

3. Kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum formal 

biasanya muncul dari: 

a. Praktik yang dilakukan secara berulang dan diakui secara 

resmi 

b. Norma sosial yang berkembang di masyarakat  

c. Pendapat para ahli hukum 

d. Keputusan pengadilan yang bersifat tetap 
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4. Doktrin dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai:  

a. Sumber hukum utama yang mengikat secara formal 

b. Pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan 

interpretasi norma hukum  

c. Keputusan pengadilan yang bersifat tetap 

d. Norma sosial yang berlaku secara umum 

5. Yurisprudensi adalah:  

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 

nasional 

b. Putusan pengadilan yang bersifat tetap dan menjadi 

pedoman 

c. Kebiasaan yang diakui secara resmi 

d. Norma sosial yang berkembang di masyarakat 

6. Salah satu contoh sumber hukum non-formal adalah:  

a. Peraturan pemerintah 

b. Kebiasaan tidak diakui 

c. Peraturan daerah  

d. Peraturan presiden 

7. Dalam konteks implementasi hukum administrasi negara, 

tantangan utama yang sering dihadapi adalah:  

a. Konsistensi norma hukum di lapangan 

b. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dan praktik korupsi  

c. Pengembangan teknologi informasi 

d. Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan 
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8. Peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia adalah:  

a. Sebagai sumber hukum utama yang mengikat secara 

formal  

b. Sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa 

administratif dan memastikan konsistensi norma hukum 

c. Tidak memiliki pengaruh sama sekali  

d. Hanya berlaku di pengadilan tingkat pertama 

9. Salah satu faktor yang menyebabkan disparitas antara norma 

hukum tertulis dan praktik di lapangan adalah: 

a. Penggunaan teknologi informasi  

b. Budaya birokrasi dan tingkat profesionalisme aparatur  

c. Penerapan doktrin secara ketat  

d. Penguatan peran lembaga pengawas 

10. Pengembangan sumber hukum formal yang berkelanjutan 

sangat penting karena:  

a. Untuk mengurangi peran doktrin dan yurisprudensi  

b. Agar norma hukum tetap relevan dan mampu menjawab 

tantangan zaman  

c. Untuk memperkuat kebiasaan tidak diakui  

d. Supaya peraturan daerah menjadi lebih dominan 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah pemerintah daerah di Indonesia memiliki kebiasaan 

dalam menyelesaikan sengketa administratif secara adat yang 

telah berlangsung selama puluhan tahun. Meskipun belum 

diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, 

praktik ini dianggap efektif dan diakui masyarakat setempat. 

Jelaskan bagaimana kedudukan kebiasaan ini dalam sistem 
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hukum administrasi negara dan apa saja faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam mengintegrasikannya ke dalam 

norma hukum formal! 

2. Sebuah lembaga pemerintah ingin mengadopsi teknologi 

informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 

Namun, belum ada aturan hukum yang secara spesifik 

mengatur aspek keamanan data dan perlindungan privasi 

dalam administrasi pemerintahan berbasis teknologi. Sebagai 

seorang ahli hukum administrasi negara, buatlah analisis 

mengenai langkah-langkah strategis yang harus dilakukan 

untuk mengembangkan sumber hukum formal yang mampu 

mengatur aspek-aspek baru tersebut dan memastikan 

implementasinya berjalan efektif!  
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BAB 3 

ASAS HUKUM ADMINISTRASI 

NEGARA 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Memahami pengertian asas dalam konteks Hukum 

Administrasi Negara dan pentingnya asas sebagai landasan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

2. Mengidentifikasi berbagai macam asas yang berlaku dalam 

Hukum Administrasi Negara serta karakteristik masing-

masing asas tersebut. 

3. Menganalisis penerapan asas-asas tersebut dalam praktik 

pemerintahan sehari-hari dan bagaimana asas tersebut 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan serta 

pelayanan publik. 

4. Menjelaskan hubungan antara asas hukum dengan prinsip-

prinsip dasar pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. 

5. Mengkaji contoh-contoh nyata penerapan asas dalam 

berbagai kebijakan dan tindakan administratif pemerintah. 

6. Mengembangkan pemahaman kritis terhadap peran asas 

dalam menjaga legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. 

7. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis 

terhadap permasalahan hukum administrasi yang berkaitan 

dengan penerapan asas-asas hukum dalam konteks Indonesia. 

 

 



Hukum Administrasi Negara 

 34 

Pendahuluan 

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian integral dari 

sistem hukum nasional yang mengatur tata cara 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu 

aspek penting dalam Hukum Administrasi Negara adalah 

keberadaan asas-asas yang menjadi dasar dan pedoman dalam 

menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan. Asas ini 

berfungsi sebagai prinsip fundamental yang memastikan bahwa 

setiap tindakan administratif dilakukan secara adil, transparan, 

dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 

tentang asas-asas ini sangat penting bagi setiap praktisi hukum, 

pejabat pemerintahan, maupun mahasiswa yang mempelajari 

Hukum Administrasi Negara. 

Pengantar ini bertujuan untuk menegaskan urgensi 

mempelajari asas dalam konteks pemerintahan. Dalam 

praktiknya, asas-asas ini tidak hanya menjadi landasan normatif, 

tetapi juga mempengaruhi efektivitas dan legitimasi dari setiap 

kebijakan dan tindakan pemerintah. Tanpa penerapan asas yang 

tepat, risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan, 

ketidakadilan, dan ketidaktransparanan dalam administrasi 

pemerintahan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pemahaman 

yang komprehensif mengenai macam-macam asas dan 

penerapannya menjadi sangat penting agar pemerintahan dapat 

berjalan secara efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku. 

Pembahasan mengenai asas dalam Hukum Administrasi 

Negara juga relevan dalam konteks perkembangan tata 

pemerintahan modern yang menuntut transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Asas-asas ini menjadi 

fondasi dalam membangun good governance yang mampu 

menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat 
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terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Dengan memahami 

asas-asas ini, para pemangku kepentingan dapat memastikan 

bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratif tidak hanya 

sah secara hukum, tetapi juga memenuhi aspek moral dan etika 

pemerintahan yang baik. 

Dalam bagian ini akan dibahas berbagai macam asas yang 

berlaku dalam Hukum Administrasi Negara, mulai dari asas 

legalitas, asas keadilan, asas transparansi, hingga asas 

partisipasi. Setiap asas memiliki karakteristik dan fungsi yang 

berbeda, namun semuanya saling melengkapi dalam 

menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. 

Melalui pemahaman ini, diharapkan peserta didik mampu 

mengaplikasikan asas-asas tersebut dalam analisis kasus nyata 

dan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum administrasi yang berlaku di Indonesia. 

A. Pengertian Asas dalam Hukum Administrasi 

Negara 

Asas dalam Hukum Administrasi Negara merupakan prinsip 

dasar yang menjadi landasan normatif dan operasional dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Secara etimologis, kata ""asas"" 

berasal dari bahasa Arab ""asas"" yang berarti fondasi atau 

dasar, dan dalam konteks hukum, asas merujuk pada prinsip 

fundamental yang mengarahkan dan mengatur perilaku serta 

keputusan pejabat pemerintahan (Mulyadi, 2018). Asas ini 

berfungsi sebagai pedoman normatif yang memastikan bahwa 

setiap tindakan administratif dilakukan sesuai dengan prinsip 

keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, asas 

tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis, karena mampu 

memberikan arahan konkret dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahan. 
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Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, asas memiliki 

peran strategis sebagai pengikat dan pengarah seluruh proses 

administratif. Asas ini menjamin bahwa kekuasaan yang 

diberikan kepada pejabat pemerintahan digunakan secara benar 

dan bertanggung jawab, serta menghindari penyalahgunaan 

kewenangan. Sebagai contoh, asas legalitas menegaskan bahwa 

setiap tindakan administratif harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan tersebut 

memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum (Suharno, 2019). Dengan demikian, asas menjadi 

fondasi utama yang menjaga legitimasi dan keabsahan setiap 

tindakan pemerintahan. 

Asas dalam Hukum Administrasi Negara juga berfungsi 

sebagai alat kontrol sosial dan hukum. Asas ini membantu 

masyarakat dan lembaga pengawas dalam menilai apakah 

tindakan pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar 

yang berlaku. Sebagai ilustrasi, asas keadilan memastikan 

bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil 

dan tidak diskriminatif dalam pelayanan publik. Jika terjadi 

ketidakadilan, masyarakat dapat mengajukan keberatan atau 

gugatan administratif berdasarkan asas ini. Oleh karena itu, asas 

tidak hanya berperan dalam kerangka normatif, tetapi juga 

dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum administrasi. 

Dalam konteks internasional asas-asas ini juga diakui dan 

diadopsi dalam berbagai instrumen hukum global yang 

mengatur tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya, prinsip-

prinsip good governance yang diadopsi oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya asas transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan (United Nations, 2014). Hal ini menunjukkan 

bahwa asas dalam Hukum Administrasi Negara tidak bersifat 
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statis, melainkan dinamis dan harus mampu menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

Secara umum pengertian asas dalam Hukum Administrasi 

Negara dapat disimpulkan sebagai prinsip dasar yang menjadi 

fondasi normatif dan operasional dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Asas ini memastikan bahwa seluruh proses 

administratif berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, 

transparansi, legalitas, dan akuntabilitas, serta mampu menjadi 

alat kontrol sosial dan hukum. Dengan demikian, asas menjadi 

elemen penting dalam menjaga legitimasi, keadilan, dan 

efektivitas pemerintahan yang baik. 

B. Macam-Macam Asas Hukum Administrasi 

Negara 

Macam-macam asas dalam Hukum Administrasi Negara sangat 

beragam dan saling melengkapi satu sama lain. Asas-asas ini 

berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Beberapa asas yang 

paling umum dan fundamental di antaranya adalah asas 

legalitas, asas keadilan, asas transparansi, asas partisipasi, asas 

akuntabilitas, dan asas efisiensi. 

1. Asas Legalitas 

Asas legalitas merupakan asas yang paling mendasar dalam 

Hukum Administrasi Negara. Asas ini menegaskan bahwa setiap 

tindakan administratif harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, tidak ada 

tindakan administratif yang sah jika tidak memiliki dasar hukum 

yang jelas. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi warga negara 

dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa 

kekuasaan pemerintah dijalankan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku (Suharno, 2019). Contoh penerapan asas 



Hukum Administrasi Negara 

 38 

ini adalah penerbitan izin usaha yang harus didasarkan pada 

peraturan perizinan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

2. Asas Keadilan 

Asas keadilan menuntut agar setiap tindakan pemerintahan 

dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Asas ini 

menegaskan bahwa perlakuan terhadap warga negara harus 

didasarkan pada prinsip keadilan substantif dan prosedural. 

Dalam praktiknya, asas ini mendorong pemerintah untuk 

memperlakukan semua warga secara setara tanpa memandang 

latar belakang sosial, ekonomi, atau politik (Mulyadi, 2018). 

Sebagai contoh, dalam pemberian bantuan sosial, pemerintah 

harus memastikan bahwa distribusinya dilakukan secara adil dan 

merata sesuai kebutuhan. 

3. Asas Transparansi 

Asas transparansi mengharuskan pemerintah untuk membuka 

seluruh proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

kebijakan kepada publik. Prinsip ini bertujuan untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. 

Contoh nyata penerapan asas ini adalah pengumuman hasil 

lelang proyek pemerintah secara terbuka dan dapat diakses oleh 

masyarakat umum (United Nations, 2014). 

4. Asas Partisipasi 

Asas partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. 

Prinsip ini mendukung demokratisasi dan memastikan bahwa 

suara rakyat didengar dan diperhitungkan. Dalam praktiknya, 

pemerintah mengadakan konsultasi publik, forum warga, dan 

mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bentuk penerapan 
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asas ini (Mulyadi, 2018). Sebagai contoh, dalam penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 

pemerintah melibatkan berbagai elemen masyarakat dan 

stakeholder terkait. 

5. Asas akuntabilitas 

Asas akuntabilitas mengharuskan pejabat pemerintahan 

bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang 

diambil. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa 

pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan 

hukum kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Contoh 

penerapan asas ini adalah laporan keuangan pemerintah yang 

diaudit secara berkala dan dapat diakses publik (Suharno, 2019). 

6. Asas Efisiensi dan Efektivitas 

Asas efisiensi dan efektivitas menuntut agar proses 

pemerintahan dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan 

sumber daya secara hemat dan tepat guna. Prinsip ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi 

pemborosan anggaran. Sebagai contoh, penggunaan teknologi 

informasi dalam pelayanan administrasi publik untuk 

mempercepat proses dan mengurangi biaya. 

Selain asas-asas tersebut, terdapat pula asas-asas lain 

seperti asas keberpihakan, asas keberlanjutan, dan asas 

keunggulan. Semua asas ini saling melengkapi dan harus 

diintegrasikan dalam setiap proses pemerintahan agar tercipta 

tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. 

7. Studi Kasus: Penerapan Asas dalam Kebijakan Publik 

Sebagai ilustrasi, dalam pelaksanaan program vaksinasi 

COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan berbagai asas 

secara bersamaan. Asas legalitas ditegaskan melalui regulasi 
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yang mengatur pelaksanaan vaksinasi, asas keadilan terlihat dari 

prioritas vaksinasi bagi kelompok rentan, asas transparansi 

diwujudkan melalui pengumuman jadwal dan lokasi vaksin 

secara terbuka, dan asas partisipasi diupayakan melalui 

sosialisasi dan konsultasi publik. Penerapan asas ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung 

pada konsistensi dan sinergi penerapan berbagai asas tersebut 

(Kementerian Kesehatan RI, 2021). 

C. Penerapan Asas dalam Praktik Pemerintahan 

Penerapan asas dalam praktik pemerintahan tidak hanya bersifat 

teoritis, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam 

setiap proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. 

Implementasi ini memerlukan komitmen dari seluruh pemangku 

kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, lembaga pengawas, 

dan masyarakat. 

1. Penerapan Asas Legalitas 

Dalam praktiknya, asas legalitas menuntut bahwa semua 

tindakan administratif harus didasarkan pada peraturan yang sah 

dan berlaku. Contohnya adalah penerbitan izin usaha, yang 

harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Jika seorang pejabat 

menerbitkan izin tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan 

tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme administratif 

maupun judicial review (Suharno, 2019). 

2. Penerapan Asas Keadilan 

Asas keadilan dapat diterapkan melalui kebijakan yang 

memperhatikan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan 

rentan. Misalnya, dalam program bantuan sosial, pemerintah 

harus memastikan distribusi yang adil dan tidak diskriminatif. 

Dalam konteks ini, pengawasan dan evaluasi secara berkala 

menjadi penting untuk memastikan bahwa asas ini benar-benar 

terimplementasi (Mulyadi, 2018). 
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3. Penerapan Asas Transparansi dan Partisipasi 

Penerapan asas ini dilakukan melalui mekanisme pengumuman 

terbuka, konsultasi publik, dan forum diskusi yang melibatkan 

masyarakat. Contohnya adalah proses penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana 

masyarakat dan stakeholder dilibatkan secara aktif. Selain itu, 

penggunaan teknologi informasi, seperti portal layanan publik 

dan media sosial, memudahkan masyarakat mengakses 

informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

(United Nations, 2014). 

4. Penerapan Asas Akuntabilitas dan Efisiensi 

Dalam praktiknya, pemerintah harus menyusun laporan 

keuangan yang diaudit secara independen dan dapat diakses 

publik. Penggunaan sistem e-government dan digitalisasi 

layanan administrasi juga mendukung efisiensi dan efektivitas 

pelayanan publik. Misalnya, sistem e-Procurement yang 

mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah 

sekaligus meningkatkan transparansi (Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

2020). 

5. Tantangan dalam Penerapan Asas 

Meskipun asas-asas ini telah diatur secara normatif, 

penerapannya di lapangan sering menghadapi berbagai 

tantangan. Salah satunya adalah budaya birokrasi yang masih 

kaku dan kurang transparan, serta adanya praktik korupsi dan 

kolusi yang menghambat penerapan asas keadilan dan 

akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan 

teknologi juga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan 

pemerintahan yang benar-benar berlandaskan asas-asas tersebut 

(Suharno, 2019). 
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6. Upaya Meningkatkan Penerapan Asas 

Untuk meningkatkan penerapan asas-asas ini, diperlukan 

reformasi birokrasi yang komprehensif, termasuk peningkatan 

kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan, serta 

penggunaan teknologi informasi yang lebih luas. Selain itu, 

partisipasi masyarakat harus terus didorong melalui pendidikan 

dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam 

pengawasan pemerintahan. Penguatan lembaga pengawas 

seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

juga sangat penting dalam memastikan bahwa asas-asas ini 

benar-benar diimplementasikan secara efektif (Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

2020). 

Penerapan asas dalam praktik pemerintahan merupakan 

proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari 

seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Hanya melalui 

konsistensi dan integritas, asas-asas ini dapat menjadi fondasi 

yang kokoh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, transparan, dan berkeadilan. 

Rangkuman 

Asas dalam Hukum Administrasi Negara merupakan prinsip 

dasar yang menjadi landasan normatif dan operasional dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini berfungsi sebagai 

pedoman untuk memastikan tindakan administratif dilakukan 

sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, legalitas, dan 

akuntabilitas, asas juga berperan sebagai alat kontrol sosial dan 

hukum, serta diakui secara internasional dalam konsep good 

governance. Berikut poin-poin utama dalam pembahasan ini: 

1. Asas sebagai prinsip dasar yang mengarahkan perilaku 

pejabat pemerintahan dan memastikan legitimasi tindakan. 
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2. Peran strategis asas sebagai pengikat dan pengarah seluruh 

proses administratif serta menjaga penggunaan kekuasaan 

secara bertanggung jawab. 

3. Fungsi asas sebagai alat kontrol sosial dan hukum, 

memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas menilai 

kesesuaian tindakan pemerintah. 

4. Pengakuan internasional terhadap asas-asas ini, seperti 

prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata 

kelola pemerintahan yang baik. 

5. Macam-macam asas utama meliputi asas legalitas, keadilan, 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efisiensi. 

6. Penerapan asas dalam praktik pemerintahan memerlukan 

komitmen dan konsistensi dari seluruh pemangku 

kepentingan. 

7. Tantangan utama dalam penerapan asas meliputi budaya 

birokrasi yang kurang transparan, praktik korupsi, dan 

keterbatasan sumber daya. 

8. Upaya peningkatan penerapan asas meliputi reformasi 

birokrasi, penguatan sistem pengawasan, dan penggunaan 

teknologi informasi. 

9. Penerapan asas yang efektif akan menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. 

Dengan memahami dan mengimplementasikan asas-asas 

ini secara konsisten, pemerintahan dapat berjalan secara efektif 

dan berkeadilan 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian asas dalam konteks Hukum Administrasi 

Negara dan mengapa asas ini dianggap sebagai landasan 

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 
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2. Sebutkan dan jelaskan tiga macam asas yang paling umum 

dan fundamental dalam Hukum Administrasi Negara beserta 

karakteristiknya. 

3. Analisis bagaimana penerapan asas legalitas dapat 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan administratif 

di Indonesia. 

4. Uraikan peran asas keadilan dalam memastikan perlakuan 

yang adil dan tidak diskriminatif dalam pelayanan publik. 

5. Diskusikan hubungan antara asas transparansi dan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta berikan 

contoh penerapannya dalam kebijakan publik. 

Soal Pilihan Berganda 

1. Manakah dari berikut ini yang termasuk asas dalam Hukum 

Administrasi Negara?  

a. Asas keberpihakan  

b. Asas keberlanjutan 

c. Asas legalitas 

d. Asas keunggulan 

2. Asas yang menegaskan bahwa setiap tindakan administratif 

harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku disebut:  

a. Asas keadilan 

b. Asas transparansi  

c. Asas legalitas 

d. Asas partisipasi 

3. proses Prinsip yang menuntut agar pemerintah melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan disebut:  

a. Asas efisiensi  
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b. Asas keadilan  

c. Asas partisipasi 

d. Asas akuntabilitas 

4. Contoh penerapan asas akuntabilitas dalam pemerintahan 

adalah:  

a. Pengumuman hasil lelang secara terbuka 

b. Laporan keuangan yang diaudit dan dapat diakses public 

c. Pemberian bantuan sosial secara merata  

d. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan 

5. Asas yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya 

secara hemat dan tepat guna disebut:  

a. Asas efisiensi dan efektivitas  

b. Asas keadilan  

c. Asas legalitas 

d. Asas transparansi 

6. Dalam konteks kebijakan publik, asas keadilan memastikan 

bahwa: 

a. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup 

b. Distribusi bantuan dilakukan secara adil dan merata 

c. Pemerintah tidak perlu melibatkan masyarakat  

d. Semua tindakan administratif harus didasarkan pada 

peraturan internasional 

7. Penerapan asas transparansi dalam pemerintahan bertujuan 

untuk:  

a. Mengurangi partisipasi masyarakat  
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b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah 

korupsi  

c. Mengurangi pengawasan terhadap pemerintah 

d. Menyembunyikan proses pengambilan keputusan 

8. Salah satu tantangan utama dalam penerapan asas-asas 

pemerintahan adalah:  

a. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi 

b. Tingginya tingkat partisipasi Masyarakat 

c. Ketersediaan anggaran yang berlebihan  

d. Kurangnya regulasi internasional 

9. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan 

asas-asas pemerintahan adalah:  

a. Mengurangi pengawasan dan kontrol  

b. Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur 

c. Mengurangi penggunaan teknologi informasi 

d. Menutup akses informasi kepada masyarakat 

10. Dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 

penerapan asa keadilan terlihat dari: 

a. Pengumuman jadwal vaksin secara tertutup  

b. Prioritas vaksinasi bagi kelompok rentan dan prioritas 

c. Tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan  

d. Penggunaan anggaran tanpa transparansi 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah pemerintah daerah merencanakan pembangunan 

fasilitas umum baru. Jelaskan langkah-langkah yang harus 
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dilakukan agar proses tersebut sesuai dengan asas legalitas, 

keadilan, dan partisipasi masyarakat. Buatlah analisis singkat 

mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dan solusi yang 

dapat diterapkan. 

2. Sebuah lembaga pengawas menemukan bahwa sebuah 

proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan 

dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan 

terindikasi adanya praktik korupsi. Tulis analisis mengenai 

penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam kasus 

tersebut, serta rekomendasi langkah-langkah yang harus 

diambil untuk memperbaiki proses tersebut.  
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BAB 4 

KEDUDUKAN DAN TINDAKAN 

HUKUM PEMERINTAH 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedudukan 

hukum pemerintah dalam sistem hukum nasional secara 

komprehensif. 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan 

berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah 

serta peranannya dalam tata kelola pemerintahan. 

3. Mahasiswa mampu membedakan dan menganalisis sumber 

kewenangan pemerintah, termasuk atribusi, delegasi, dan 

mandat, serta implikasinya terhadap tindakan pemerintah. 

4. Mahasiswa mampu mengkaji secara kritis hubungan antara 

kedudukan hukum pemerintah dan prinsip-prinsip hukum 

administrasi negara yang berlaku di Indonesia. 

5. Mahasiswa dapat menerapkan konsep kedudukan dan 

tindakan hukum pemerintah dalam studi kasus dan situasi 

nyata di lapangan. 

6. Mahasiswa mampu menilai peran dan batas kewenangan 

pemerintah dalam konteks sistem hukum nasional serta 

memahami pentingnya pengaturan yang jelas dalam tata 

kelola pemerintahan. 

7. Mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran kritis terkait 

tantangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan 

tindakan hukum pemerintah di Indonesia. 
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Pendahuluan 

Dalam sistem hukum nasional, kedudukan hukum pemerintah 

memegang peranan yang sangat penting sebagai landasan bagi 

setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

Sebagai entitas yang menjalankan kekuasaan negara, 

pemerintah harus beroperasi sesuai dengan kerangka hukum 

yang berlaku agar setiap tindakan yang diambil dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum dan adil. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai kedudukan hukum pemerintah tidak 

hanya penting bagi aparat pemerintahan, tetapi juga bagi 

masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang 

berkepentingan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih. 

Selain kedudukan hukum, tindakan hukum pemerintah 

menjadi aspek yang tidak kalah penting. Tindakan ini mencakup 

segala bentuk keputusan, kebijakan, dan perbuatan yang 

dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan 

kewenangannya. Tindakan hukum pemerintah harus didasarkan 

pada sumber kewenangan yang sah dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa atau 

pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, pemahaman tentang 

sumber kewenangan menjadi sangat krusial, karena mencakup 

atribusi, delegasi, dan mandat yang menjadi dasar bagi 

pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. 

Urgensi pembahasan bagian ini terletak pada kenyataan 

bahwa kedudukan dan tindakan hukum pemerintah merupakan 

fondasi utama dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan 

secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Tanpa 

pemahaman yang mendalam tentang aspek ini, potensi 

penyalahgunaan kekuasaan, ketidakjelasan kewenangan, serta 

ketidakpastian hukum dapat meningkat, yang pada akhirnya 

mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, 

melalui pembahasan ini diharapkan mahasiswa mampu 
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memahami secara mendalam bagaimana kedudukan hukum 

pemerintah diatur dan bagaimana tindakan-tindakan pemerintah 

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

serta mampu menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan 

sumber kewenangan yang mendasari tindakan tersebut. 

A. Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Sistem 

Hukum Nasional 

Kedudukan hukum pemerintah dalam sistem hukum nasional 

merupakan aspek fundamental yang menentukan posisi dan 

peran pemerintah dalam kerangka hukum yang berlaku di suatu 

negara. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan hukum 

pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian 

integral dari sistem hukum nasional yang bersifat hierarkis dan 

terintegrasi. Menurut Satjipto Rahardjo (2014), kedudukan 

hukum pemerintah harus berada dalam kerangka supremasi 

hukum, yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus 

didasarkan pada dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku, serta tunduk pada pengawasan hukum yang berlaku 

secara umum. 

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, 

kedudukan hukum pemerintah diatur secara tegas dalam 

konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan dilaksanakan 

berdasarkan undang-undang, dan semua tindakan pemerintah 

harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (UUD 1945, 

Pasal 1 ayat 3). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan hukum 

pemerintah tidak bersifat absolut, melainkan terbatas oleh 

hukum dan prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum. 

Kedudukan ini juga tercermin dalam prinsip negara hukum 

(Rechtsstaat), yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah 

harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas dasar 

kekuasaan semata. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai 
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dasar utama dalam setiap tindakan pemerintah, sehingga 

kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. 

Sebagai contoh, dalam praktiknya, setiap kebijakan pemerintah 

harus melalui proses legislasi yang sesuai dengan prosedur 

hukum, dan setiap tindakan administratif harus didasarkan pada 

kewenangan yang sah (Mietzner, 2018). 

Kedudukan hukum pemerintah juga diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang 

menegaskan bahwa tindakan administratif pemerintah harus 

didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah 

dalam sistem hukum nasional Indonesia menempatkan 

pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara yang harus 

tunduk dan patuh terhadap hukum, serta bertanggung jawab atas 

setiap tindakan yang diambilnya. 

Dalam kerangka teori kedudukan hukum pemerintah dapat 

dipahami sebagai posisi dan peran pemerintah sebagai pelaksana 

kekuasaan negara yang harus beroperasi dalam batas-batas 

hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahfud MD 

(2017), yang menyatakan bahwa kedudukan hukum pemerintah 

adalah sebagai pelaku utama dalam sistem hukum yang harus 

menjalankan kekuasaannya secara legal dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian, kedudukan ini menegaskan bahwa 

pemerintah tidak memiliki kekuasaan mutlak, melainkan 

kekuasaan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. 

Kedudukan hukum pemerintah juga memiliki implikasi 

terhadap hubungan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. 

Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan harus menjunjung 

tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta tidak boleh 

menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Dalam konteks 

ini, peran lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan 
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Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat 

penting dalam memastikan bahwa kedudukan hukum 

pemerintah tetap terjaga dan tidak disalahgunakan (Budiardjo, 

2019). 

Secara umum kedudukan hukum pemerintah dalam sistem 

hukum nasional Indonesia menempatkan pemerintah sebagai 

entitas yang harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, 

tegas, dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga 

stabilitas hukum, keadilan, dan keberlangsungan pemerintahan 

yang demokratis. Ketidakpatuhan terhadap kedudukan ini dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hak asasi 

manusia, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang 

merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan. 

B. Tindakan Hukum Pemerintah 

Tindakan hukum pemerintah merupakan segala bentuk 

perbuatan, keputusan, atau kebijakan yang dilakukan oleh 

pejabat pemerintah dalam rangka menjalankan kewenangannya. 

Tindakan ini dapat berupa tindakan administratif, tindakan 

legislasi, maupun tindakan eksekutif yang memiliki konsekuensi 

hukum. Dalam kerangka hukum administrasi negara, tindakan 

pemerintah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang sah dan tidak menimbulkan 

sengketa hukum. 

Tindakan hukum pemerintah dapat dibedakan menjadi dua 

kategori utama: tindakan administratif dan tindakan legislasi. 

Tindakan administratif meliputi keputusan, kebijakan, atau 

perbuatan yang bersifat individual dan konkrit, seperti 

penerbitan izin, pencabutan izin, atau penjatuhan sanksi 

administratif. Sedangkan tindakan legislasi mencakup 

pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum 

dan abstrak, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan 

peraturan daerah (Mietzner, 2018). 
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Contoh nyata dari tindakan administratif adalah 

penerbitan izin usaha oleh dinas perizinan di tingkat daerah. 

Tindakan ini harus didasarkan pada prosedur yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, dan pejabat yang berwenang 

harus menjalankan kewenangannya secara objektif dan adil. Jika 

tidak, tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan tata usaha 

negara (PTUN) karena dianggap melanggar prinsip keabsahan 

dan keadilan (Suharno, 2020). 

Tindakan pemerintah juga harus memenuhi syarat-syarat 

legalitas, seperti adanya kewenangan yang sah, prosedur yang 

benar, dan alasan yang cukup. Ketidakpatuhan terhadap syarat-

syarat ini dapat menyebabkan tindakan tersebut batal demi 

hukum dan dapat digugat pembatalannya oleh pihak yang 

berkepentingan. Sebagai contoh, dalam kasus pembatalan izin 

yang dikeluarkan tanpa prosedur yang benar, pengadilan dapat 

membatalkan keputusan tersebut karena melanggar prinsip 

keabsahan hukum (Putra, 2019). 

Tindakan pemerintah harus dilakukan secara proporsional 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam 

praktiknya, tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti 

penahanan tanpa proses hukum yang adil, dapat dikategorikan 

sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai 

sanksi administratif maupun pidana (Budiardjo, 2019). 

Tindakan hukum pemerintah juga dapat berupa tindakan 

yang bersifat preventif maupun represif. Tindakan preventif 

bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti 

sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Sedangkan 

tindakan represif dilakukan untuk menindak pelanggaran 

hukum, seperti penegakan hukum dan sanksi administratif. 

Kedua jenis tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran hak dan 

keadilan (Mietzner, 2018). 
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Dalam praktiknya, tindakan pemerintah sering kali 

menimbulkan sengketa hukum, baik antara pemerintah dan 

warga negara maupun antar lembaga pemerintah sendiri. 

Penyelesaian sengketa ini biasanya dilakukan melalui 

mekanisme peradilan tata usaha negara (PTUN), yang berfungsi 

sebagai pengawal terhadap legalitas tindakan pemerintah. 

PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan tindakan 

administratif yang bertentangan dengan hukum, serta 

memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang 

dirugikan (Suharno, 2020). 

Secara umum tindakan hukum pemerintah harus 

memenuhi prinsip-prinsip legalitas, keadilan, dan akuntabilitas. 

Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan 

mengancam keberlangsungan sistem pemerintahan yang 

demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan 

pemerintah harus dilakukan secara hati-hati, berdasarkan 

hukum, dan dengan memperhatikan hak-hak warga negara. 

C. Sumber Kewenangan 

Sumber kewenangan pemerintah merupakan dasar hukum yang 

memberikan kekuasaan kepada pejabat atau lembaga 

pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam praktik 

pemerintahan, sumber kewenangan ini dapat berasal dari tiga 

mekanisme utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga 

mekanisme ini memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang 

berbeda, serta menentukan batas-batas kewenangan yang 

dimiliki oleh pejabat pemerintah. 

1. Atribusi 

Atribusi adalah kewenangan yang secara langsung diberikan 

oleh undang-undang kepada pejabat atau lembaga pemerintah 

untuk menjalankan fungsi tertentu. Kewenangan ini bersifat 

inherent dan melekat pada jabatan atau posisi tertentu, serta 
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tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh dari atribusi 

adalah kewenangan Presiden dalam mengangkat dan 

memberhentikan pejabat negara, yang diatur dalam UUD 1945 

dan peraturan perundang-undangan terkait (Mahfud MD, 2017). 

Kewenangan atribusi ini bersifat tetap dan tidak dapat 

dipindahtangankan, kecuali diatur secara khusus dalam 

peraturan perundang-undangan. Jika kewenangan ini 

dilaksanakan di luar ketentuan hukum, maka tindakan tersebut 

dapat dianggap melanggar hukum dan dapat digugat 

pembatalannya. Sebagai ilustrasi, jika seorang pejabat daerah 

mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kewenangan 

atribusi yang diberikan oleh undang-undang, maka kebijakan 

tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum (Putra, 

2019). 

2. Delegasi 

Delegasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pejabat 

yang memiliki kewenangan utama kepada pejabat lain yang 

lebih rendah atau lembaga tertentu. Delegasi ini dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara hukum. Contoh 

dari delegasi adalah Menteri yang memberikan kewenangan 

kepada pejabat di bawahnya untuk menerbitkan izin tertentu, 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

(Suharno, 2020). 

Delegasi ini bersifat sementara dan dapat dicabut kembali 

oleh pemberi kewenangan asal. Selain itu, delegasi harus 

dilakukan secara tertulis dan jelas agar tidak menimbulkan 

kerancuan hukum. Jika kewenangan yang didelegasikan 

digunakan secara melampaui batas atau tidak sesuai prosedur, 

maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah dan dapat 

digugat pembatalannya (Mietzner, 2018). 
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3. Mandat 

Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh pejabat 

pemerintah kepada pihak lain untuk melakukan tindakan 

tertentu atas nama dan untuk kepentingan pejabat tersebut. 

Dalam konteks pemerintahan, mandat sering digunakan dalam 

pelaksanaan tugas tertentu yang memerlukan kepercayaan dan 

keahlian khusus. Contohnya adalah pemberian mandat kepada 

pejabat di tingkat daerah untuk melaksanakan program 

pembangunan tertentu yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan (Mahfud MD, 2017). 

Kewenangan mandat ini harus didasarkan pada perjanjian 

tertulis dan memenuhi syarat-syarat legalitas agar sah secara 

hukum. Jika mandat digunakan di luar batas-batas yang 

ditentukan, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar 

hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Sebagai 

contoh, jika pejabat yang diberi mandat melakukan tindakan di 

luar lingkup mandat yang diberikan, maka tindakan tersebut 

dapat dibatalkan dan dianggap tidak sah (Budiardjo, 2019). 

4. Implikasi Hukum dari Ketiga Sumber Kewenangan 

Ketiga mekanisme sumber kewenangan ini memiliki implikasi 

penting terhadap keabsahan dan legalitas tindakan pemerintah. 

Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat inheren 

dan tidak dapat dialihkan, sehingga setiap tindakan harus sesuai 

dengan ketentuan hukum yang mengatur jabatan tersebut. 

Delegasi dan mandat, di sisi lain, merupakan bentuk penyerahan 

kewenangan yang harus dilakukan secara formal dan memenuhi 

prosedur hukum agar tidak menimbulkan sengketa atau 

pelanggaran hukum. 

Penggunaan sumber kewenangan yang tepat dan sesuai 

prosedur sangat penting untuk menjaga legitimasi tindakan 

pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam 

praktiknya, ketidakjelasan atau pelanggaran terhadap ketentuan 
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sumber kewenangan dapat menyebabkan tindakan tersebut batal 

demi hukum dan dapat digugat oleh pihak yang berkepentingan. 

Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan tegas mengenai 

sumber kewenangan ini menjadi salah satu aspek penting dalam 

sistem pemerintahan yang baik dan bersih (Mahfud MD, 2017). 

Rangkuman 

Kedudukan hukum pemerintah dalam sistem hukum nasional 

merupakan aspek penting yang menentukan posisi dan peran 

pemerintah dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam sistem 

hukum Indonesia, kedudukan ini diatur secara tegas dalam 

konstitusi dan peraturan perundang-undangan, menegaskan 

bahwa tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan 

tunduk pada pengawasan hukum umum. Prinsip negara hukum 

(Rechtsstaat) menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus 

dijalankan secara legal dan tidak sewenang-wenang, serta 

melalui proses yang sesuai prosedur hukum. Pemerintah sebagai 

pelaksana kekuasaan negara harus bertanggung jawab dan patuh 

terhadap hukum, serta menjunjung prinsip akuntabilitas dan 

transparansi.  

Ketidakpatuhan dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan hukum 

pemerintah meliputi berbagai bentuk, seperti tindakan 

administratif dan legislasi. Tindakan administratif meliputi 

keputusan individual, sedangkan legislasi mencakup pembuatan 

peraturan umum. Setiap tindakan harus memenuhi syarat 

legalitas, prosedur yang benar, dan prinsip keadilan. Sengketa 

hukum sering muncul dan diselesaikan melalui pengadilan tata 

usaha negara (PTUN). Tindakan pemerintah harus dilakukan 

secara proporsional dan menghormati hak asasi manusia. 

Sumber kewenangan pemerintah berasal dari tiga 

mekanisme utama: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi 
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adalah kewenangan langsung dari undang-undang yang melekat 

pada jabatan tertentu. Delegasi adalah penyerahan sebagian 

kewenangan dari pejabat utama kepada pejabat lain, sementara 

mandat adalah pemberian kewenangan kepada pihak lain untuk 

melakukan tindakan tertentu atas nama pejabat. Penggunaan 

sumber kewenangan harus sesuai prosedur dan memenuhi syarat 

hukum agar tindakan tetap sah dan tidak menimbulkan sengketa. 

Pemahaman mendalam tentang aspek ini penting untuk menjaga 

legitimasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam 

pemerintahan. 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan kedudukan hukum pemerintah dalam sistem hukum 

nasional Indonesia dan bagaimana prinsip supremasi hukum 

mempengaruhi tindakan pemerintah! 

2. Uraikan peran konstitusi dan peraturan perundang-undangan 

dalam mengatur kedudukan hukum pemerintah di Indonesia! 

3. Analisis hubungan antara prinsip negara hukum (Rechtsstaat) 

dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya! 

4. Diskusikan pentingnya pengawasan hukum terhadap 

tindakan pemerintah dan sebutkan lembaga-lembaga yang 

berperan dalam pengawasan tersebut! 

5. Berikan contoh tindakan pemerintah yang melanggar prinsip 

legalitas dan jelaskan konsekuensinya secara hukum! 

Soal Pilihan Berganda 

1. Kedudukan hukum pemerintah dalam sistem hukum nasional 

Indonesia menegaskan bahwa:  

a. Pemerintah memiliki kekuasaan mutlak tanpa batas.  

b. Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
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c. Pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang selama 

demi kepentingan negara.  

d. Hukum tidak berlaku bagi tindakan pemerintah selama ada 

persetujuan politik. 

2. Menurut UUD 1945, kekuasaan pemerintahan dilaksanakan 

berdasarkan:  

a. Keputusan politik semata.  

b. Peraturan daerah. 

c. Undang-undang.  

d. Peraturan pemerintah. 

3. Prinsip negara hukum (Rechtsstaat) menegaskan bahwa:  

a. Kekuasaan pemerintah tidak perlu tunduk pada hukum. 

b. Kekuasaan pemerintah harus dijalankan berdasarkan 

hukum, bukan kekuasaan semata.  

c. Pemerintah dapat mengabaikan hukum jika dianggap perlu.  

d. Hukum hanya berlaku bagi rakyat, bukan pemerintah. 

4. Salah satu contoh tindakan administratif pemerintah adalah:  

a. Pembuatan undang-undang.  

b. Penerbitan izin usaha.  

c. Penetapan kebijakan nasional. 

d. Pembuatan peraturan daerah. 

5. Tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa mengikuti 

prosedur yang benar dapat menyebabkan:  

a. Tindakan tersebut menjadi sah secara hukum.  

b. Tindakan tersebut dapat digugat dan dibatalkan.  

c. Tindakan tersebut otomatis berlaku. 
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d. Tidak ada konsekuensi hukum. 

6. Delegasi kewenangan pemerintah harus dilakukan:  

a. Secara lisan tanpa prosedur tertentu.  

b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan secara 

tertulis.  

c. Secara sepihak oleh pejabat utama. 

d. Tanpa batas waktu tertentu. 

7. Kewenangan yang melekat secara langsung dan tidak dapat 

dialihkan disebut:  

a. Delegasi.  

b. Mandat. 

c. Atribusi.  

d. Delegasi sementara. 

8. Dalam konteks kewenangan pemerintah, mandat biasanya 

diberikan:  

a. Secara lisan tanpa dokumen tertulis. 

b. Berdasarkan perjanjian tertulis dan memenuhi syarat 

legalitas.  

c. Secara otomatis tanpa prosedur tertentu.  

d. Melalui keputusan sepihak pejabat tinggi. 

9. Salah satu fungsi lembaga pengawas dalam sistem 

pemerintahan adalah:  

a. Membuat undang-undang baru. 

b. Mengawasi dan memastikan tindakan pemerintah sesuai 

hukum. 

c. Mengganti pejabat pemerintah yang tidak disukai.  
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d. Menetapkan kebijakan nasional. 

10. Ketidakpatuhan terhadap prinsip legalitas dalam tindakan 

pemerintah dapat memyebabkan: 

a. Tindakan tersebut tetap berlaku. 

b. Tindakan tersebut batal demi hukum.  

c. Tidak ada pengaruh terhadap keabsahan tindakan.  

d. Tindakan tersebut otomatis menjadi peraturan. 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Seorang pejabat pemerintah daerah mengeluarkan izin usaha 

tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Jelaskan langkah-langkah hukum yang 

dapat diambil oleh pihak yang dirugikan dan analisis potensi 

konsekuensi hukumnya! 

2. Sebuah kebijakan pemerintah pusat yang bertentangan 

dengan ketentuan konstitusi menimbulkan sengketa di 

masyarakat. Buatlah analisis mengenai peran lembaga 

pengawas dan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut 

sesuai dengan sistem hukum Indonesia! " " 
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BAB 5 

INSTRUMEN PEMERINTAHAN 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep 

dasar instrumen pemerintahan serta peranannya dalam tata 

kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis instrumen 

pemerintahan yang digunakan dalam praktik administrasi 

negara dan memahami karakteristik masing-masing 

instrumen tersebut. 

3. Mahasiswa mampu membedakan antara instrumen 

pengaturan dan instrumen pelayanan, serta memahami fungsi 

dan penerapannya dalam konteks pemerintahan. 

4. Mahasiswa mampu menganalisis peran instrumen 

pemerintahan dalam mendukung terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

5. Mahasiswa dapat mengkaji secara kritis bagaimana 

instrumen pemerintahan berkontribusi terhadap pencapaian 

tujuan administrasi negara dan pembangunan nasional. 

6. Mahasiswa mampu menerapkan konsep instrumen 

pemerintahan dalam studi kasus dan situasi nyata yang 

berkaitan dengan administrasi negara. 

7. Mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran kritis dan 

analisis terhadap peran instrumen pemerintahan dalam 

memperkuat good governance dan reformasi birokrasi di 

Indonesia. 
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Pendahuluan 

Instrumen pemerintahan merupakan salah satu aspek penting 

dalam sistem administrasi negara yang berfungsi sebagai alat 

untuk mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. 

Dalam praktiknya, pemerintahan tidak hanya bergantung pada 

kebijakan dan peraturan formal, tetapi juga memanfaatkan 

berbagai instrumen yang mendukung pelaksanaan tugas dan 

kewenangan pemerintah. Instrumen pemerintahan ini berperan 

sebagai alat yang memfasilitasi proses pengaturan, pelayanan, 

serta pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Penggunaan instrumen pemerintahan menjadi sangat 

penting karena mampu mempercepat proses pengambilan 

keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan dan program 

pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Selain itu, 

instrumen ini juga berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan 

formal dan praktik di lapangan, sehingga keberhasilannya sangat 

bergantung pada pemahaman dan penerapan yang tepat oleh 

aparat pemerintahan. 

Dalam konteks administrasi negara, instrumen 

pemerintahan tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-

undangan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk alat dan 

mekanisme lain yang digunakan untuk mengelola urusan 

pemerintahan. Misalnya, instrumen pengaturan seperti 

peraturan, kebijakan, dan regulasi, serta instrumen pelayanan 

seperti layanan publik, izin, dan administrasi administratif 

lainnya. Kedua jenis instrumen ini saling melengkapi dan 

berperan dalam memastikan bahwa pemerintahan berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 

Peran instrumen pemerintahan dalam tata kelola 

pemerintahan sangat strategis karena dapat meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan 
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adanya instrumen yang tepat, pemerintah dapat lebih mudah 

mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugasnya, serta 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh 

karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep, jenis, dan 

penerapan instrumen pemerintahan menjadi sangat penting bagi 

mahasiswa yang akan menjadi bagian dari aparatur negara 

maupun pengkaji bidang hukum administrasi negara. 

Pembahasan mengenai instrumen pemerintahan ini juga 

relevan dalam konteks reformasi birokrasi dan upaya 

memperkuat good governance di Indonesia. Dengan memahami 

peran dan fungsi instrumen pemerintahan, mahasiswa 

diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan sistem 

administrasi negara yang lebih profesional, transparan, dan 

akuntabel. Melalui pemahaman ini, diharapkan pula muncul 

inovasi dan solusi yang mampu menjawab tantangan dalam tata 

kelola pemerintahan modern, serta mendukung terciptanya 

pemerintahan yang bersih dan berintegritas. 

A. Konsep dan Jenis Instrumen Pemerintahan 

Instrumen pemerintahan merupakan alat atau sarana yang 

digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dan 

kewenangannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan 

yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance. Secara umum, instrumen pemerintahan dapat 

dipahami sebagai berbagai bentuk alat, mekanisme, dan 

perangkat yang mendukung proses pengaturan, pelayanan, 

pengawasan, dan pengendalian dalam sistem administrasi 

negara (Miller, 2018). Instrumen ini menjadi jembatan antara 

kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di lapangan, 

sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada pemanfaatan 

dan pengelolaan yang tepat. 

Dalam kerangka teori administrasi negara, instrumen 

pemerintahan terbagi menjadi beberapa kategori utama 

berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Menurut Schacter 
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(2019), instrumen pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi 

dua jenis utama: instrumen pengaturan dan instrumen 

pelayanan. Instrumen pengaturan berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur dan mengendalikan perilaku warga negara maupun 

pelaku usaha, sedangkan instrumen pelayanan berfungsi sebagai 

alat untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat. 

Klasifikasi ini penting karena menunjukkan bahwa 

pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, 

tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. 

Jenis instrumen pemerintahan lainnya meliputi instrumen 

administratif, keuangan, dan pengawasan. Instrumen 

administratif meliputi prosedur, mekanisme, dan sistem yang 

digunakan untuk mengelola administrasi pemerintahan secara 

internal. Instrumen keuangan mencakup anggaran, pengelolaan 

dana, dan sistem fiskal yang mendukung keberlangsungan 

kegiatan pemerintahan. Instrumen pengawasan meliputi 

lembaga dan mekanisme pengendalian yang bertujuan 

memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kegiatan 

pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip yang 

berlaku (OECD, 2020). 

Selain klasifikasi tersebut, instrumen pemerintahan juga 

dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya, yaitu instrumen 

nasional dan instrumen daerah. Instrumen nasional meliputi 

peraturan, kebijakan, dan mekanisme yang berlaku secara umum 

di seluruh wilayah negara, sedangkan instrumen daerah 

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. 

Contohnya, peraturan daerah yang mengatur tentang 

pengelolaan sampah di kota tertentu merupakan instrumen 

pemerintahan tingkat daerah. 

Dalam praktiknya, instrumen pemerintahan tidak bersifat 

statis, melainkan dinamis dan harus mampu beradaptasi dengan 

perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi. Misalnya, 

munculnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah 
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melahirkan instrumen baru seperti e-government dan sistem 

layanan online yang memudahkan masyarakat dalam mengakses 

layanan pemerintahan (UN E-Government Survey, 2022). Oleh 

karena itu, pengembangan dan inovasi instrumen pemerintahan 

menjadi sangat penting agar sistem pemerintahan tetap relevan 

dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. 

Secara umum keberadaan instrumen pemerintahan yang 

tepat dan efektif akan memperkuat tata kelola pemerintahan, 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat. Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah dalam 

memanfaatkan instrumen ini dapat menyebabkan inefisiensi, 

korupsi, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep 

dan jenis instrumen pemerintahan menjadi fondasi penting 

dalam studi administrasi negara dan hukum administrasi negara. 

B. Instrumen Pengaturan dan Pelayanan 

Instrumen pengaturan dan pelayanan merupakan dua kategori 

utama yang mendasari fungsi pemerintahan dalam menjalankan 

tugasnya. Keduanya memiliki karakteristik, tujuan, dan 

mekanisme yang berbeda, namun saling melengkapi dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

1. Instrumen Pengaturan 

Instrumen pengaturan berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

dan mengendalikan perilaku warga negara, pelaku usaha, 

maupun lembaga pemerintahan sendiri. Instrumen ini biasanya 

berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan regulasi 

yang memiliki kekuatan hukum. Contoh nyata dari instrumen 

pengaturan adalah undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan kebijakan nasional yang mengatur berbagai 
aspek kehidupan masyarakat, seperti perizinan usaha, 

perlindungan lingkungan, dan ketertiban umum. 



Hukum Administrasi Negara 

 68 

Instrumen pengaturan memiliki peran penting dalam 

menciptakan kerangka hukum dan norma yang mengatur 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai ilustrasi, 

Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang standar 

produk merupakan instrumen pengaturan yang bertujuan 

melindungi konsumen dan memastikan produk yang beredar 

memenuhi standar tertentu. Instrumen ini juga berfungsi sebagai 

dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak 

pelanggaran. 

Instrumen pengaturan juga berperan dalam mengatur tata 

kelola internal pemerintahan, seperti prosedur pengadaan barang 

dan jasa, sistem kepegawaian, dan mekanisme pengawasan 

internal. Dengan adanya instrumen pengaturan yang jelas dan 

tegas, diharapkan proses administrasi berjalan transparan dan 

akuntabel, serta mampu mengurangi peluang terjadinya 

penyimpangan. 

2. Instrumen Pelayanan 

Instrumen pelayanan berfokus pada pemberian layanan 

langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Instrumen ini 

mencakup berbagai bentuk layanan administratif dan publik 

yang disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Contoh instrumen pelayanan adalah sistem 

perizinan online, layanan administrasi kependudukan, dan 

sistem pengaduan masyarakat. 

Contoh nyata dari instrumen pelayanan adalah Sistem 

Administrasi Kependudukan Online (SIAK) yang 

memungkinkan warga negara memperoleh dokumen 

kependudukan secara cepat dan mudah tanpa harus datang ke 

kantor pemerintahan secara langsung. Instrumen ini 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan 

masyarakat dalam mengakses layanan publik. 
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Instrumen pelayanan juga meliputi program-program sosial, 

layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. Keberhasilan instrumen 

pelayanan sangat bergantung pada kualitas sumber daya 

manusia, teknologi yang digunakan, serta sistem pengelolaan 

yang transparan dan akuntabel. 

3. Perbandingan dan Sinergi 

Meskipun berbeda dalam fungsi dan karakteristiknya, instrumen 

pengaturan dan pelayanan harus berjalan secara sinergis. 

Instrumen pengaturan memberikan dasar hukum dan norma 

yang mengatur pelaksanaan layanan, sementara instrumen 

pelayanan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan 

manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Sebagai contoh, 

peraturan tentang standar pelayanan publik menjadi dasar bagi 

penyelenggaraan layanan yang berkualitas dan berorientasi pada 

kepuasan masyarakat. 

Dalam praktiknya keberhasilan implementasi instrumen 

pemerintahan sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya, 

teknologi, dan budaya organisasi. Penggunaan teknologi 

informasi, misalnya, dapat memperkuat kedua instrumen ini 

melalui digitalisasi layanan dan otomatisasi proses pengaturan, 

sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan 

(OECD, 2020). 

C. Peran Instrumen dalam Tata Kelola 

Pemerintahan 

Instrumen pemerintahan memiliki peran strategis dalam 

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari 

pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi 

kebijakan dan program pemerintah. 
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1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas 

Instrumen pemerintahan yang jelas dan terstruktur mampu 

meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Misalnya, sistem 

pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (e-procurement) 

memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk memantau 

proses pengadaan secara terbuka dan akuntabel. Dengan 

demikian, potensi korupsi dan penyimpangan dapat 

diminimalisasi. 

2. Mendorong Partisipasi Masyarakat 

Instrumen pemerintahan juga berperan dalam mendorong 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

Melalui mekanisme konsultasi publik, forum dialog, dan sistem 

pengaduan online, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi 

dan masukan terhadap kebijakan yang sedang dirumuskan. 

Contohnya adalah sistem pengaduan masyarakat melalui portal 

layanan pengaduan online yang memungkinkan warga 

melaporkan masalah secara langsung kepada pemerintah. 

3. Mempercepat Proses Pelayanan 

Penggunaan instrumen berbasis teknologi, seperti sistem 

layanan online dan digitalisasi dokumen, mampu mempercepat 

proses pelayanan publik. Hal ini penting agar pemerintah dapat 

memenuhi harapan masyarakat akan layanan yang cepat, 

mudah, dan terjangkau. Sebagai contoh, pembuatan ktp 

elektronik yang dilakukan secara online dan terintegrasi di 

seluruh indonesia menunjukkan peran instrumen dalam 

meningkatkan efisiensi pelayanan. 

4. Pengendalian dan Pengawasan 

Instrumen pemerintahan juga berfungsi sebagai alat 

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

dan kegiatan pemerintahan. Melalui mekanisme audit, laporan 
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keuangan, dan sistem pengawasan internal, pemerintah dapat 

memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan 

aturan dan prinsip tata kelola yang baik. Contohnya adalah audit 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan dalam 

mengawasi penggunaan anggaran negara. 

5. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas 

Dengan adanya instrumen yang tepat, pemerintah dapat 

mengelola sumber daya secara optimal dan mengurangi 

inefisiensi. Penggunaan sistem informasi manajemen, database 

terpadu, dan mekanisme koordinasi antar lembaga menjadi 

kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. 

Sebagai ilustrasi, sistem e-government yang terintegrasi di 

berbagai kementerian dan lembaga memudahkan koordinasi dan 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 

6. Menunjang Pembangunan Nasional 

Instrumen pemerintahan juga berperan dalam mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melalui kebijakan 

dan program yang didukung instrumen yang tepat, pemerintah 

dapat mengarahkan sumber daya dan usaha ke arah 

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Contohnya 

adalah program pembangunan infrastruktur berbasis data dan 

analisis statistik yang membantu pemerintah dalam menentukan 

prioritas pembangunan. 

Instrumen pemerintahan memiliki peran strategis dalam 

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari 
pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi 

kebijakan dan program pemerintah. 

7. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas 

Instrumen pemerintahan yang jelas dan terstruktur mampu 

meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan 
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keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Misalnya, sistem 

pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (e-procurement) 

memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk memantau 

proses pengadaan secara terbuka dan akuntabel. Dengan 

demikian, potensi korupsi dan penyimpangan dapat 

diminimalisasi. 

8. Mendorong Partisipasi Masyarakat 

Instrumen pemerintahan juga berperan dalam mendorong 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

Melalui mekanisme konsultasi publik, forum dialog, dan sistem 

pengaduan online, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi 

dan masukan terhadap kebijakan yang sedang dirumuskan. 

Contohnya adalah sistem pengaduan masyarakat melalui portal 

layanan pengaduan online yang memungkinkan warga 

melaporkan masalah secara langsung kepada pemerintah. 

9. Mempercepat Proses Pelayanan 

Penggunaan instrumen berbasis teknologi, seperti sistem 

layanan online dan digitalisasi dokumen, mampu mempercepat 

proses pelayanan publik. Hal ini penting agar pemerintah dapat 

memenuhi harapan masyarakat akan layanan yang cepat, 

mudah, dan terjangkau. Sebagai contoh, pembuatan ktp 

elektronik yang dilakukan secara online dan terintegrasi di 

seluruh Indonesia menunjukkan peran instrumen dalam 

meningkatkan efisiensi pelayanan. 

10. Pengendalian dan Pengawasan 

Instrumen pemerintahan juga berfungsi sebagai alat 

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

dan kegiatan pemerintahan. Melalui mekanisme audit, laporan 

keuangan, dan sistem pengawasan internal, pemerintah dapat 

memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan 
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aturan dan prinsip tata kelola yang baik. Contohnya adalah audit 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan dalam 

mengawasi penggunaan anggaran negara. 

11. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas 

Dengan adanya instrumen yang tepat, pemerintah dapat 

mengelola sumber daya secara optimal dan mengurangi 

inefisiensi. Penggunaan sistem informasi manajemen, database 

terpadu, dan mekanisme koordinasi antar lembaga menjadi 

kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. 

Sebagai ilustrasi, sistem e-government yang terintegrasi di 

berbagai kementerian dan lembaga memudahkan koordinasi dan 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 

12. Menunjang Pembangunan Nasional 

Instrumen pemerintahan juga berperan dalam mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melalui kebijakan 

dan program yang didukung instrumen yang tepat, pemerintah 

dapat mengarahkan sumber daya dan usaha ke arah 

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Contohnya 

adalah program pembangunan infrastruktur berbasis data dan 

analisis statistik yang membantu pemerintah dalam menentukan 

prioritas pembangunan. 

Rangkuman 

Instrumen pemerintahan adalah alat yang digunakan pemerintah 

untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif dan 

efisien, sesuai prinsip good governance. Instrumen ini meliputi 

berbagai mekanisme, perangkat, dan alat yang mendukung 

proses pengaturan, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian 

dalam sistem administrasi negara. Pengklasifikasian utama 

berdasarkan fungsi adalah instrumen pengaturan dan instrumen 

pelayanan. Instrumen pengaturan berfungsi sebagai dasar 

hukum dan norma, sedangkan instrumen pelayanan berfokus 

pada pemberian layanan langsung kepada masyarakat. Selain 
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itu, instrumen pemerintahan juga terbagi menjadi administratif, 

keuangan, dan pengawasan, serta berdasarkan tingkatannya 

menjadi instrumen nasional dan daerah.  

Perkembangan teknologi, seperti e-government, turut 

memunculkan instrumen baru yang memudahkan akses 

masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Keberhasilan 

instrumen ini sangat menentukan tata kelola pemerintahan yang 

baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat. Ketidakmampuan memanfaatkan instrumen secara 

tepat dapat menimbulkan inefisiensi dan ketidakpuasan 

masyarakat. 

Instrumen pemerintahan memiliki peran strategis dalam 

meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi masyarakat, 

mempercepat layanan publik, serta mengendalikan dan 

mengawasi pelaksanaan kebijakan. Penggunaan teknologi 

informasi memperkuat efektivitas instrumen dan mendukung 

pembangunan nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, 

instrumen pemerintahan mampu memperkuat fondasi good 

governance dan menciptakan sistem pemerintahan yang 

responsif terhadap kebutuhan rakyat. 

1. Instrumen pemerintahan adalah alat penting dalam 

mendukung efektivitas dan efisiensi tata kelola 

pemerintahan. 

2. Klasifikasi utama meliputi instrumen pengaturan dan 

pelayanan, yang saling melengkapi. 

3. Perkembangan teknologi memperkaya instrumen 

pemerintahan, seperti e-government. 

4. Pengelolaan instrumen yang baik meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. 

5. Instrumen pemerintahan berperan dalam memperkuat tata 

kelola dan pencapaian pembangunan nasional. 

 



Hukum Administrasi Negara 

 75 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian instrumen pemerintahan dan sebutkan 

fungsi utamanya dalam sistem administrasi negara! 

2. Uraikan perbedaan antara instrumen pengaturan dan 

instrumen pelayanan serta berikan contoh nyata dari masing-

masing instrumen tersebut! 

3. Bagaimana peran instrumen pemerintahan dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata 

kelola pemerintahan? Jelaskan dengan contoh! 

4. Analisis pentingnya inovasi instrumen pemerintahan berbasis 

teknologi informasi dalam menghadapi tantangan zaman 

modern! 

5. Diskusikan bagaimana instrumen pemerintahan dapat 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan 

berikan contoh penerapannya! 

Soal Pilihan Berganda 

1. Instrumen pemerintahan secara umum berfungsi sebagai alat 

untuk:  

a. Mengelola keuangan pribadi pejabat pemerintah  

b. Melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah secara 

efektif dan efisien 

c. Mengatur kegiatan swasta secara langsung  

d. Mengganti peran legislatif dalam pembuatan undang-

undang 

2. Menurut Miller (2018), instrumen pemerintahan meliputi:  

a. Hanya peraturan perundang-undangan 

b. Alat, mekanisme, dan perangkat yang mendukung proses 

administrasi negara 
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c. Hanya sistem teknologi informasi  

d. Hanya lembaga-lembaga politik 

3. Klasifikasi utama instrumen pemerintahan berdasarkan 

fungsi dan karakteristiknya adalah:  

a. Instrumen administratif dan instrumen politik 

b. Instrumen pengaturan dan instrumen pelayanan 

c. Instrumen keuangan dan instrumen sosial  

d. Instrumen nasional dan instrumen internasional 

4. Instrumen pengaturan berfungsi untuk: 

a. Memberikan layanan langsung kepada masyarakat  

b. Mengatur dan mengendalikan perilaku warga dan pelaku 

usaha 

c. Menyediakan dana untuk Pembangunan 

d. Melaksanakan kegiatan sosial masyarakat 

5. Contoh instrumen pelayanan adalah:  

a. Peraturan Menteri tentang standar produk  

b. Sistem Administrasi Kependudukan Online (SIAK)  

c. Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah 

d. Undang-undang tentang ketertiban umum 

6. Salah satu manfaat penggunaan instrumen berbasis teknologi 

adalah:  

a. Mengurangi transparansi dalam pengadaan barang 

b. Mempercepat proses pelayanan dan pengambilan 

keputusan  

c. Mengurangi partisipasi masyarakat  
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d. Menghambat inovasi dalam pemerintahan 

7. Instrumen pemerintahan yang mendukung pengawasan dan 

pengendalian adalah:  

a. Sistem pengaduan Masyarakat 

b. Sistem pengadaan barang secara manual  

c. Program sosial dan pendidikan  

d. Sistem pengelolaan keuangan pribadi 

8. Peran instrumen pemerintahan dalam tata kelola 

pemerintahan yang baik meliputi:  

a. Meningkatkan inefisiensi dan ketidaktransparanan  

b. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

Masyarakat 

c. Mengurangi pengawasan dan kontrol internal 

d. Mengurangi peran masyarakat dalam pengambilan 

keputusan 

9. Instrumen pemerintahan tingkat nasional berbeda dengan 

instrumen daerah karena:  

a. Instrumen nasional hanya berlaku di satu daerah tertentu  

b. Instrumen nasional berlaku secara umum di seluruh 

wilayah negara, sedangkan instrumen daerah disesuaikan 

dengan kebutuhan lokal  

c. Instrumen daerah tidak memiliki kekuatan hukum 

d. Instrumen nasional hanya digunakan untuk kegiatan 

internasional 
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10. Pengembangan instrumen Pemerintahan yang inovatif 

a. Pengurangan penggunaan teknologi informasi 

b. Peningkatan sumber daya manusia dan teknologi yang 

memadai 

c. Pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat  

d. Pengurangan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah pemerintah daerah ingin meningkatkan efisiensi 

layanan administrasi kependudukan melalui digitalisasi 

sistem. Buatlah sebuah rencana strategis yang mencakup 

langkah-langkah pengembangan instrumen pelayanan 

berbasis teknologi dan bagaimana instrumen pengaturan 

mendukung keberhasilan program tersebut! 

2. Sebuah kementerian ingin mengurangi tingkat pelanggaran 

perizinan usaha di wilayahnya. Analisislah peran instrumen 

pengaturan dan instrumen pelayanan dalam upaya tersebut, 

serta berikan rekomendasi inovatif yang dapat memperkuat 

kedua instrumen tersebut dalam konteks reformasi birokrasi!  
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BAB 6 

SUSUNAN PEMERINTAHAN PUSAT 

DAN DAERAH 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur 

pemerintahan pusat serta komponen utama yang menyusun 

sistem pemerintahan nasional sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan 

struktur pemerintahan daerah, termasuk peran dan fungsi 

masing-masing tingkat pemerintahan daerah dalam kerangka 

otonomi daerah. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan dan kewenangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta 

memahami prinsip-prinsip yang mendasari pembagian 

kekuasaan tersebut. 

4. Mahasiswa dapat menganalisis dinamika hubungan 

kekuasaan antara pusat dan daerah dalam konteks 

pemerintahan Indonesia, termasuk tantangan dan peluang 

yang muncul. 

5. Mahasiswa mampu mengkaji peran dan fungsi lembaga-

lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif 

dan efisien. 

6. Mahasiswa mampu menerapkan konsep struktur 

pemerintahan dan hubungan kewenangan dalam studi kasus 

maupun situasi nyata di lapangan. 
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7. Mahasiswa mampu menilai relevansi dan efektivitas 

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam 

mendukung pembangunan nasional dan pemerintahan yang 

baik. 

Pendahuluan 

Pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan salah satu 

pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem 

pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pengaturan 

kekuasaan secara sentralistik, tetapi juga menempatkan 

kedudukan penting pada pembagian kekuasaan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian ini menjadi 

salah satu aspek fundamental yang menentukan keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di berbagai tingkat. 

Memahami struktur pemerintahan pusat dan daerah serta 

hubungan dan kewenangannya sangat penting bagi setiap 

mahasiswa yang mempelajari Hukum Administrasi Negara. Hal 

ini karena struktur tersebut menjadi kerangka dasar dalam 

mengatur bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab 

didistribusikan, serta bagaimana koordinasi dan kontrol 

dilakukan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum dan keadilan. Tanpa pemahaman yang mendalam 

tentang struktur ini, implementasi kebijakan dan pelayanan 

publik dapat menjadi tidak efektif, bahkan menimbulkan konflik 

kewenangan yang merugikan masyarakat. 

Dinamika hubungan antara pusat dan daerah sering kali 

menjadi isu yang kompleks dan penuh tantangan. Perbedaan 

kepentingan, tingkat otonomi, serta kapasitas administratif di 

masing-masing daerah dapat mempengaruhi kualitas 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, 

pemahaman tentang hubungan dan kewenangan ini tidak hanya 

penting dari sisi akademik, tetapi juga sangat relevan dalam 

praktik pemerintahan sehari-hari. 
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Dalam bagian ini akan membahas secara komprehensif 

mengenai struktur pemerintahan pusat yang meliputi lembaga-

lembaga utama yang berwenang di tingkat nasional, serta 

struktur pemerintahan daerah yang terdiri dari berbagai 

tingkatan seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, 

akan dibahas pula mengenai hubungan dan kewenangan yang 

mengatur bagaimana pusat dan daerah saling berinteraksi, 

berbagi kekuasaan, dan menjalankan fungsi pemerintahan 

secara sinergis. Pemahaman ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran yang utuh tentang sistem pemerintahan Indonesia dan 

memperkuat kompetensi mahasiswa dalam menganalisis serta 

mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam konteks nyata. 

A. Struktur Pemerintahan Pusat 

Struktur pemerintahan pusat di Indonesia merupakan kerangka 

utama yang mengatur tata kelola pemerintahan secara nasional. 

Sistem ini didasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi 

daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, serta 

konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Pemerintahan pusat 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang bersifat nasional dan strategis, serta 

mengatur kebijakan umum yang berlaku di seluruh wilayah 

Indonesia. 

Secara formal, struktur pemerintahan pusat terdiri dari 

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif 

dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala 

pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan 

fungsi eksekutif dan mengangkat pejabat-pejabat penting di 

tingkat nasional. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan 

kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden (Miller & Jentz, 2018). 

Lembaga legislatif di tingkat pusat adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), yang berfungsi sebagai lembaga pembuat 
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undang-undang dan pengawas jalannya pemerintahan. DPR 

memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan 

undang-undang, termasuk anggaran negara, serta melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah 

(Budiardjo, 2017). Selain DPR, terdapat Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) yang berfungsi sebagai representasi daerah dalam 

proses legislasi dan pengawasan, meskipun kewenangannya 

lebih terbatas dibanding DPR. 

Lembaga yudikatif di tingkat pusat meliputi Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berperan 

dalam mengadili perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, 

sedangkan Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-

undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara (Siregar, 2019). 

Terdapat lembaga-lembaga lain yang mendukung jalannya 

pemerintahan pusat, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

yang bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan 

negara, serta lembaga-lembaga kementerian yang menjalankan 

fungsi administratif dan operasional di bidangnya masing-

masing. 

Contoh nyata dari struktur pemerintahan pusat adalah 

keberadaan Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung 

jawab dalam urusan pemerintahan di tingkat nasional dan 

daerah, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana 

(Kementerian Dalam Negeri, 2020). 

Struktur ini menunjukkan bahwa pemerintahan pusat 

memiliki kewenangan yang luas dan terorganisasi secara 

hierarkis, dengan mekanisme checks and balances yang diatur 

dalam konstitusi dan undang-undang. Sistem ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga 

saja, melainkan tersebar secara proporsional dan akuntabel. 
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B. Struktur Pemerintahan Daerah 

Struktur pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam 

kerangka otonomi daerah yang diamanatkan oleh UUD 1945 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai 

dengan prinsip desentralisasi dan demokratisasi. 

Pemerintahan daerah terdiri dari tiga tingkatan utama, 

yaitu provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Pada tingkat 

provinsi, terdapat Gubernur sebagai kepala daerah yang dipilih 

secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Gubernur 

memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat 

provinsi, serta menjalankan fungsi administratif dan 

pengawasan terhadap kabupaten/kota di wilayahnya (Miller & 

Jentz, 2018). 

Di tingkat kabupaten dan kota, terdapat Bupati dan 

Walikota sebagai kepala daerah yang juga dipilih secara 

langsung. Mereka bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayahnya masing-masing, termasuk 

pengelolaan pelayanan publik, pembangunan, dan pengawasan 

terhadap perangkat daerah. Kewenangan mereka diatur dalam 

peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Budiardjo, 2017). 

Pada tingkat desa dan kelurahan, terdapat Kepala Desa dan 

Lurah yang menjalankan fungsi pemerintahan administratif di 

tingkat paling bawah. Mereka bertugas melaksanakan kebijakan 

pemerintah pusat dan daerah, serta mengelola urusan 

pemerintahan di tingkat desa/kelurahan secara langsung dan 

langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat. 
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Struktur pemerintahan daerah ini didukung oleh perangkat 

daerah seperti dinas, badan, dan lembaga yang menjalankan 

fungsi-fungsi tertentu sesuai bidangnya. Misalnya, Dinas 

Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sistem ini memungkinkan 

adanya desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif dan efisien 

dalam pelayanan publik serta pembangunan daerah (Siregar, 

2019). 

Contoh nyata dari struktur pemerintahan daerah adalah 

Provinsi Jawa Barat yang memiliki Gubernur sebagai kepala 

daerah provinsi, serta Kabupaten Bandung dan Kota Bandung 

sebagai entitas administratif di bawahnya. Masing-masing 

memiliki perangkat dan kewenangan yang diatur dalam 

peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan 

(Kementerian Dalam Negeri, 2020). 

Struktur ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah 

memiliki otonomi yang cukup luas, tetapi tetap berada dalam 

kerangka sistem nasional yang diatur oleh pemerintah pusat. 

Kewenangan daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional 

dan tetap berada dalam batas-batas yang diatur oleh undang-

undang. 

C. Hubungan Kewenangan antara Pemerintahan 

Pusat dan Daerah 

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia 

diatur dalam kerangka pembagian kekuasaan yang bersifat 

hierarkis dan otonom. Prinsip utama yang mendasari hubungan 

ini adalah prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan, yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 

Tahun 2014 (Miller & Jentz, 2018). 

Secara umum, hubungan ini bersifat simbiosis, di mana 

pemerintah pusat memberikan kewenangan tertentu kepada 

daerah untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, 
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sementara pusat tetap memiliki kewenangan dalam hal 

pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Kewenangan ini 

dibedakan menjadi kewenangan absolut, konkuren, dan umum, 

sesuai dengan ketentuan undang-undang (Budiardjo, 2017). 

Dalam praktiknya hubungan ini sering kali menimbulkan 

dinamika dan tantangan. Misalnya, dalam hal alokasi anggaran, 

kebijakan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam. 

Contoh nyata adalah pengelolaan sumber daya alam di Papua, di 

mana pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan 

berbeda namun harus bekerja sama agar pengelolaan berjalan 

efektif dan adil (Siregar, 2019). 

Terdapat mekanisme pengawasan dan kontrol dari 

pemerintah pusat terhadap daerah melalui lembaga seperti 

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPK). Mereka bertugas memastikan bahwa 

kewenangan daerah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum 

dan tidak menyimpang dari kebijakan nasional. 

Dalam konteks studi kasus konflik kewenangan antara 

pusat dan daerah sering terjadi, seperti dalam kasus otonomi 

khusus Aceh dan Papua. Di Aceh, penerapan UU Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menunjukkan adanya 

otonomi khusus yang memberi daerah kewenangan lebih luas, 

namun tetap harus berada dalam kerangka nasional dan 

konstitusional (Kusumawardhani, 2018). 

Prinsip utama dalam hubungan ini adalah adanya saling 

pengertian dan koordinasi yang baik agar tidak terjadi tumpang 

tindih kewenangan yang dapat menghambat proses 

pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, peran lembaga 
legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan daerah sangat 

penting dalam menjamin harmonisasi hubungan ini. 
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Pengaturan hubungan pusat dan daerah yang efektif akan 

mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, 

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini 

juga akan memperkuat prinsip negara kesatuan Indonesia yang 

mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman 

daerah (Kusumawardhani, 2018). 

Rangkuman 

Pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia memiliki struktur 

yang saling terkait dan diatur secara sistematis untuk 

memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 

Berikut rangkuman poin-poin utama dari pembahasan tersebut: 

1. Struktur Pemerintahan Pusat 

a. Berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, 

pemerintahan pusat terdiri dari lembaga eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. 

b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 

memimpin lembaga eksekutif, didukung oleh Wakil 

Presiden dan kabinet. 

c. DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif utama, 

menyusun dan mengesahkan undang-undang serta 

mengawasi jalannya pemerintahan. 

d. DPD mewakili daerah dalam proses legislasi dan 

pengawasan, meskipun kewenangannya terbatas. 

e. Lembaga yudikatif meliputi Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi, yang mengadili perkara dan 

menguji undang-undang terhadap UUD. 

f. Dukungan lain seperti BPK dan kementerian menjalankan 

fungsi pengawasan dan administratif. 

g. Contoh nyata adalah Kementerian Dalam Negeri dan 

BNPB yang menjalankan fungsi pemerintahan dan 

koordinasi nasional. 
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2. Struktur Pemerintahan Daerah 

a. Diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, 

otonomi daerah memberikan kewenangan pengelolaan 

urusan pemerintahan di wilayahnya. 

b. Tiga tingkatan utama: provinsi, kabupaten/kota, dan 

desa/kelurahan. 

c. Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung 

dan bertanggung jawab atas pemerintahan di wilayahnya. 

d. Kepala desa dan lurah menjalankan fungsi pemerintahan 

administratif di tingkat paling bawah. 

e. Sistem ini mendukung desentralisasi dan pelayanan publik 

yang lebih efektif. 

f. Contoh nyata adalah Provinsi Jawa Barat dan 

kabupaten/kota di bawahnya yang memiliki perangkat dan 

kewenangan sesuai peraturan. 

3. Hubungan dan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah 

a. Hubungan diatur dalam kerangka desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai UUD dan 

UU. 

b. Hubungan bersifat simbiosis, di mana pusat memberikan 

kewenangan dan melakukan pengawasan terhadap daerah. 

c. Kewenangan dibedakan menjadi absolut, konkuren, dan 

umum sesuai ketentuan hukum. 

d. Dinamika hubungan sering muncul dalam pengelolaan 

sumber daya dan anggaran, seperti di Papua. 

e. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui lembaga 

seperti Kemendagri dan BPK. 

f. Konflik kewenangan, seperti di Aceh dan Papua, 

menunjukkan perlunya koordinasi dan saling pengertian. 

g. Prinsip utama adalah menjaga harmonisasi agar 

pemerintahan berjalan lancar dan sesuai konstitusi. 
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4. Kesimpulan 

a. Struktur pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia 

dirancang untuk mendukung sistem negara kesatuan yang 

otonom dan terdesentralisasi. 

b. Keseimbangan kekuasaan dan pengawasan penting untuk 

memastikan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan. 

c. Hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah 

mendukung pembangunan nasional dan keberagaman 

daerah. 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan secara lengkap struktur pemerintahan pusat di 

Indonesia dan sebutkan lembaga utama yang menyusun 

sistem pemerintahan nasional! 

2. Deskripsikan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dalam sistem pemerintahan pusat! 

3. Uraikan kewenangan dan tugas Mahkamah Agung serta 

Mahkamah Konstitusi dalam sistem yudikatif di Indonesia! 

4. Analisis hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah! 

5. Berikan contoh nyata dan jelaskan bagaimana struktur 

pemerintahan daerah di Indonesia berfungsi dalam 

mendukung pembangunan nasional! 

Soal Pilihan Berganda 

1. Sistem pemerintahan pusat di Indonesia didasarkan pada 

prinsip:  

a. Sentralisasi penuh  

b. Desentralisasi dan otonomi daerah  

c. Otoritarianisme  
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d. Federalisme 

2. Presiden dalam struktur pemerintahan pusat Indonesia 

bertanggung jawab sebagai:  

a. Kepala legislative 

b. Kepala yudikatif  

c. Kepala negara dan kepala pemerintahan  

d. Kepala daerah 

3. Lembaga legislatif di tingkat pusat yang berfungsi sebagai 

pembuat undang-undang adalah:  

a. Mahkamah Agung 

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  

c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  

d. Kementerian Dalam Negeri 

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:  

a. Mengadili perkara pidana dan perdata 

b. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara  

c. Mengawasi pelaksanaan anggaran negara  

d. Mengelola keuangan negara 

5. Salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

adalah:  

a. Membuat undang-undang nasional  

b. Mengawasi jalannya pemerintahan pusat 

c. Sebagai representasi daerah dalam proses legislasi dan 

pengawasan  

d. Mengadili perkara pidana dan perdata 
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6. Dalam struktur pemerintahan daerah, kepala daerah tingkat 

provinsi adalah:  

a. Bupati 

b. Walikota  

c. Gubernur  

d. Kepala desa 

7. Kewenangan kepala desa dan lurah di tingkat desa/kelurahan 

adalah:  

a. Mengelola urusan pemerintahan di tingkat nasional  

b. Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di 

tingkat desa/kelurahan  

c. Membuat undang-undang daerah  

d. Mengawasi lembaga yudikatif 

8. Prinsip utama yang mendasari hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah adalah:  

a. Sentralisasi kekuasaan  

b. Desentralisasi dan tugas pembantuan  

c. Federalisme penuh  

d. Otoritarianisme 

9. Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, konflik 

kewenangan sering terjadi dalam hal:  

a. Pengelolaan sumber daya alam dan alokasi anggaran  

b. Penetapan undang-undang nasional 

c. Pelaksanaan pemilihan umum  

d. Pengelolaan lembaga yudikatif 
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10. Salah satu contoh penerapan otonomi khusus di indonesia 

adalah: 

a. Provinsi Jawa Barat  

b. Kabupaten Bandung  

c. Aceh dan Papua  

d. Kota Bandung 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah daerah di Indonesia mengalami konflik kewenangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait 

pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Buatlah 

analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik 

tersebut dan usulkan solusi yang dapat memperkuat 

hubungan kerjasama antara pusat dan daerah! 

2. Sebuah kabupaten ingin meningkatkan efisiensi pelayanan 

publik melalui penguatan perangkat daerahnya. Buatlah 

rencana strategis yang mencakup struktur organisasi, 

pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi yang efektif 

antara pemerintah kabupaten dan desa/kelurahan!  
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BAB 7 

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN 

YANG LAYAK 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep 

pemerintahan yang layak serta pentingnya penerapan asas-

asas pemerintahan yang baik dalam konteks administrasi 

negara. 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menguraikan prinsip-

prinsip utama dari good governance serta kaitannya dengan 

tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. 

3. Mahasiswa mampu menganalisis penerapan asas 

pemerintahan yang layak dalam praktik pemerintahan sehari-

hari dan menilai keberhasilannya berdasarkan indikator yang 

relevan. 

4. Mahasiswa mampu mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan 

asas pemerintahan yang layak di Indonesia, termasuk 

tantangan dan hambatan yang dihadapi. 

5. Mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep pemerintahan 

yang layak dengan aspek hukum administrasi negara dan 

menerapkannya dalam studi kasus maupun situasi nyata. 

6. Mahasiswa mampu menyusun argumentasi kritis terkait 

pentingnya asas pemerintahan yang layak dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas 

pemerintah. 

7. Mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran dan solusi 

inovatif untuk memperkuat penerapan asas pemerintahan 
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yang layak dalam kerangka reformasi birokrasi dan tata 

kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Pendahuluan 

Pemerintahan yang efektif dan berintegritas menjadi salah satu 

pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

Dalam konteks administrasi negara, konsep pemerintahan yang 

layak tidak hanya sekadar memenuhi aspek formal dan 

prosedural, tetapi juga menuntut adanya prinsip-prinsip yang 

mendasari setiap tindakan dan kebijakan pemerintah agar 

berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Asas-asas 

pemerintahan yang layak menjadi fondasi penting yang 

memastikan bahwa proses pemerintahan tidak hanya 

berorientasi pada kepentingan sesaat, tetapi juga 

mengedepankan keadilan, partisipasi masyarakat, dan 

keberlanjutan. 

Urgensi pembahasan mengenai asas pemerintahan yang 

layak semakin meningkat seiring dengan tantangan global dan 

dinamika politik di Indonesia. Masyarakat kini semakin 

menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, serta 

menginginkan tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab 

kebutuhan dan harapan mereka secara adil dan efektif. Dalam 

kerangka ini, prinsip good governance menjadi acuan utama 

yang harus diinternalisasi dan diimplementasikan secara 

konsisten oleh seluruh aparatur pemerintahan. 

Pemahaman terhadap konsep pemerintahan yang layak 

dan prinsip-prinsip good governance sangat penting bagi 

mahasiswa yang akan menjadi bagian dari pengelola 

administrasi negara di masa depan. Mereka perlu memahami 

bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari 

keberhasilan dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dari 

bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan secara adil, 

transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, 
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pembahasan mengenai asas pemerintahan yang layak ini 

menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dipahami secara 

mendalam, agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan kualitas pemerintahan di Indonesia. 

Pembahasan ini juga akan mengupas berbagai indikator 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan asas pemerintahan yang 

layak, sehingga mahasiswa mampu melakukan analisis kritis 

terhadap praktik pemerintahan yang berlangsung. Melalui 

pemahaman ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya menjadi 

pengguna teori, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan 

yang mampu mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, pembelajaran 

ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan 

dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh pemerintahan 

Indonesia saat ini. 

A. Konsep Pemerintahan yang layak 

Pemerintahan yang layak merupakan konsep yang menekankan 

pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adil, 

dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Konsep ini berakar 

pada prinsip bahwa pemerintah tidak hanya bertugas 

menjalankan fungsi administratif dan legislatif, tetapi juga harus 

mampu menjamin hak-hak warga negara serta memastikan 

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan 

berjalan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, 

pemerintahan yang layak tidak hanya berorientasi pada 

keberhasilan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

tetapi juga pada kualitas pelayanan publik dan keadilan sosial 

yang dihasilkannya. 

Menurut Kooiman (2010), pemerintahan yang layak harus 

mampu mengintegrasikan berbagai aspek seperti partisipasi 

masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam 

setiap prosesnya. Konsep ini menuntut adanya keseimbangan 

antara kekuasaan dan kewenangan pemerintah dengan hak dan 
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partisipasi warga negara. Pemerintahan yang layak juga harus 

mampu menjawab tantangan zaman, seperti globalisasi, 

digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, dengan tetap 

berpegang pada prinsip keadilan dan keberlanjutan (Kooiman, 

2010). 

Dalam praktiknya, pemerintahan yang layak harus mampu 

menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan 

ekonomi dan sosial, serta mampu menjamin hak-hak warga 

negara dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, dalam 

pengelolaan sumber daya alam, pemerintah harus mampu 

mengelola secara adil dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya 

dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa merusak 

lingkungan. Di Indonesia, konsep pemerintahan yang layak ini 

menjadi dasar dalam reformasi birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang 

berkualitas (Mardiasmo, 2018). 

Pemerintahan yang layak juga harus mampu mengatasi 

berbagai tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan 

ketidaktransparanan yang selama ini menjadi hambatan utama 

dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan 

demikian, konsep pemerintahan yang layak tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga harus mampu diimpleme ntasikan secara 

nyata melalui kebijakan dan praktik yang mendukung prinsip-

prinsip tersebut. 

B. Prinsip Good Governance 

Prinsip good governance merupakan kerangka dasar yang 

menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang layak 

dan berkualitas. Prinsip ini menekankan pentingnya tata kelola 

pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, 

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip 

ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan 

publik terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan 
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serta tindakan pemerintah benar-benar berpihak pada 

kepentingan rakyat. 

Menurut UNDP (United Nations Development 

Programme, 1997), prinsip good governance meliputi enam 

aspek utama: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, 

responsivitas, konsensus, dan keadilan. Partisipasi mengandung 

makna bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Supremasi hukum menegaskan bahwa semua 

tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku 

dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Transparansi 

mengharuskan pemerintah membuka akses informasi kepada 

publik, sehingga proses pengambilan keputusan dapat diawasi 

dan dipertanggungjawabkan. 

Responsivitas mengacu pada kemampuan pemerintah 

dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara 

cepat dan tepat. Konsensus menekankan pentingnya 

membangun kesepakatan bersama dalam pengambilan 

kebijakan, sedangkan keadilan memastikan bahwa manfaat dan 

beban kebijakan didistribusikan secara adil dan merata (UNDP, 

1997). 

Contoh penerapan prinsip good governance dapat dilihat 

dalam sistem e-government di Indonesia, yang bertujuan 

meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. 

Melalui portal layanan online, masyarakat dapat mengakses 

informasi, mengajukan permohonan izin, dan melakukan 

pengaduan secara langsung dan transparan. Hal ini 

menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan partisipasi dapat 

diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan 

modern. 

Studi kasus di negara-negara maju seperti Selandia Baru 

dan Norwegia menunjukkan bahwa penerapan prinsip good 

governance secara konsisten mampu meningkatkan 
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kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat 

legitimasi pemerintahan (OECD, 2016). Di Indonesia, 

penerapan prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, 

seperti budaya korupsi dan lemahnya pengawasan, yang perlu 

terus diperbaiki melalui reformasi birokrasi dan peningkatan 

kapasitas aparatur negara. 

C. Evaluasi Pelaksanaan Asas Pemerintahan 

Layak 

Evaluasi terhadap pelaksanaan asas pemerintahan yang layak 

sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-

prinsip tersebut benar-benar diinternalisasi dan dijalankan dalam 

praktik pemerintahan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui 

berbagai indikator, seperti tingkat transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, efektivitas pelayanan publik, dan 

keberlanjutan pembangunan. 

Salah satu indikator utama dalam evaluasi pemerintahan 

yang layak adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. Menurut World Bank (2017), 

partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa 

dilibatkan dan memiliki suara dalam kebijakan yang 

mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya, rendahnya 

partisipasi menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan 

potensi ketidakadilan dalam proses pemerintahan. 

Tingkat transparansi dan akuntabilitas juga menjadi 

indikator penting. Transparansi dapat diukur dari akses 

informasi publik dan keterbukaan data pemerintah, sementara 

akuntabilitas dapat dilihat dari mekanisme pengawasan dan 

sanksi terhadap penyimpangan. Studi di Indonesia menunjukkan 

bahwa meskipun telah ada berbagai kebijakan dan lembaga 

pengawas, seperti KPK dan Ombudsman, implementasinya 

masih menghadapi hambatan seperti budaya tertutup dan 

lemahnya penegakan hukum (Kurniawan, 2019). 
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Evaluasi juga harus memperhatikan keberlanjutan 

pembangunan dan keadilan sosial. Pemerintahan yang layak 

harus mampu menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok 

marginal dan terpinggirkan. Misalnya, program pembangunan 

infrastruktur harus mampu meningkatkan akses pendidikan dan 

kesehatan di daerah terpencil, serta mengurangi kesenjangan 

sosial dan ekonomi. 

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa 

keberhasilan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good 

governance sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas 

aparatur, dan budaya organisasi. Ketika aspek-aspek ini tidak 

diperhatikan secara serius, maka pelaksanaan asas pemerintahan 

yang layak akan tetap menjadi tantangan besar (Mardiasmo, 

2018). Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara 

berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas. 

Dalam konteks global, berbagai indikator internasional 

seperti Corruption Perceptions Index dan Governance 

Indicators dari World Bank dapat digunakan sebagai alat ukur 

untuk menilai keberhasilan pelaksanaan asas pemerintahan yang 

layak. Melalui data dan analisis yang objektif, pemerintah dapat 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam tata kelola 

pemerintahan serta merumuskan strategi perbaikan yang tepat. 

Evaluasi pelaksanaan asas pemerintahan yang layak tidak 

hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mampu 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas 

pemerintahan secara keseluruhan. Melalui proses ini, 

diharapkan pemerintah mampu memperbaiki kekurangan dan 

memperkuat aspek-aspek yang sudah berjalan baik, sehingga 

tercipta pemerintahan yang benar-benar layak dan mampu 

memenuhi harapan rakyat. 
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Rangkuman 

Pemerintahan yang layak adalah konsep yang menekankan tata 

kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adil, dan berorientasi 

pada rakyat. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa pemerintah 

tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan legislatif, 

tetapi juga harus menjamin hak warga dan memastikan proses 

pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan yang 

transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang layak tidak hanya 

berorientasi pada keberhasilan formal, tetapi juga pada kualitas 

pelayanan publik dan keadilan sosial. 

Menurut Kooiman (2010), pemerintahan yang layak harus 

mengintegrasikan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, 

transparansi, dan keberlanjutan. Keseimbangan antara 

kekuasaan pemerintah dan hak warga menjadi kunci. 

Pemerintahan ini harus mampu menjawab tantangan globalisasi, 

digitalisasi, dan perubahan sosial dengan tetap berpegang pada 

keadilan dan keberlanjutan. Dalam praktiknya, pemerintahan 

yang layak menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan 

ekonomi dan sosial serta menjamin hak warga, seperti 

pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. 

Pemerintahan yang layak harus mampu mengatasi 

hambatan seperti korupsi, nepotisme, dan ketidaktransparanan. 

Konsep ini bersifat normatif dan harus diimplementasikan 

melalui kebijakan dan praktik nyata. Prinsip good governance 

menjadi kerangka dasar, menekankan tata kelola yang bersih, 

transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. UNDP (1997) 

menyebutkan enam aspek utama: partisipasi, supremasi hukum, 

transparansi, responsivitas, konsensus, dan keadilan. Penerapan 

prinsip ini dapat dilihat dalam sistem e-government dan studi 

kasus negara maju. 

Evaluasi pelaksanaan asas pemerintahan yang layak 

penting dilakukan untuk memastikan prinsip tersebut dijalankan 

secara nyata. Indikatornya meliputi tingkat partisipasi 
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masyarakat, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan 

pembangunan, dan keadilan sosial. Evaluasi ini harus 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menggunakan 

indikator internasional seperti Corruption Perceptions Index dan 

Governance Indicators. Dengan demikian, pemerintahan yang 

layak dapat terus diperbaiki dan memenuhi harapan rakyat 

secara berkelanjutan. 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian pemerintahan yang layak dan sebutkan 

tiga prinsip utama yang harus diinternalisasi dalam konsep 

tersebut! 

2. Uraikan peran prinsip good governance dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah! 

3. Analisis bagaimana penerapan prinsip transparansi dan 

partisipasi dalam sistem e-government dapat memperkuat 

tata kelola pemerintahan yang efektif! 

4. Evaluasi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam 

mengimplementasikan asas pemerintahan yang layak dan 

berikan solusi yang mungkin dilakukan! 

5. Diskusikan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam 

memastikan keberhasilan pelaksanaan asas pemerintahan 

yang layak dan sebutkan indikator utama yang digunakan 

Soal Pilihan Berganda 

1. Pemerintahan yang layak menekankan pada aspek berikut, 

kecuali:  

a. Efisiensi dan efektivitas 

b. Keuntungan pribadi pejabat 

c. Keadilan sosial  
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d. Pelayanan publik berkualitas 

2. Menurut Kooiman (2010), pemerintahan yang layak harus 

mampu mengintegrasikan aspek berikut, kecuali:  

a. Partisipasi masyarakat  

b. Kegagalan hukum  

c. Akuntabilitas 

d. Keberlanjutan 

3. Prinsip good governance yang menegaskan bahwa semua 

tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum adalah:  

a. Partisipasi  

b. Supremasi hukum  

c. Responsivitas  

d. Keadilan 

4. Salah satu indikator utama dalam evaluasi pemerintahan yang 

layak adalah:  

a. Tingkat korupsi 

b. Tingkat partisipasi masyarakat  

c. Jumlah kebijakan yang dibuat  

d. Jumlah pegawai negeri 

5. Contoh penerapan prinsip transparansi dalam pemerintahan 

adalah:  

a. Menutup akses informasi publik  

b. Melakukan pengambilan keputusan secara tertutup  

c. Membuka akses data dan informasi kepada masyarakat  

d. Mengurangi pengawasan terhadap kebijakan 
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6. Dalam konteks good governance, responsivitas berarti:  

a. Pemerintah mampu merespons kebutuhan masyarakat 

secara cepat 

b. Pemerintah menunggu instruksi dari pusat 

c. Pemerintah mengurangi partisipasi Masyarakat 

d. Pemerintah mengabaikan aspirasi rakyat 

7. Salah satu hambatan utama dalam penerapan asas 

pemerintahan yang layak di Indonesia adalah:  

a. Tingginya tingkat transparansi  

b. Budaya korupsi dan lemahnya pengawasan 

c. Tingginya partisipasi Masyarakat 

d. Ketersediaan sumber daya yang melimpah 

8. Prinsip keadilan dalam good governance menuntut agar:  

a. Manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara merata 

b. Kebijakan hanya menguntungkan kelompok tertentu  

c. Pemerintah mengabaikan hak-hak warga 

d. Pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak 

9. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan asas 

pemerintahan yang layak adalah:  

a. Peningkatan angka korupsi  

b. Peningkatan kepercayaan publik  

c. Penurunan partisipasi masyarakat  

d. Penutupan akses informasi 
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10. Dalam studi kasus di negara maju seperti Norwegia 

keberhasilan penerapan prinsip good governance 

ditunjukkan oleh: 

a. Menurunnya kepercayaan Masyarakat 

b. Meningkatnya ketidaktransparanan 

c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan legitimasi 

pemerintahan  

d. Menurunnya kualitas pelayanan publik 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah kota di Indonesia menghadapi masalah rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

pembangunan. Sebagai mahasiswa, buatlah sebuah rencana 

strategis yang mengintegrasikan prinsip partisipasi dan 

transparansi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat 

dalam proses pengambilan kebijakan di kota tersebut! 

2. Sebuah lembaga pemerintah di Indonesia ingin menilai 

keberhasilan penerapan prinsip good governance dalam 

pelayanan publiknya. Buatlah sebuah proposal evaluasi yang 

mencakup indikator utama seperti akuntabilitas, transparansi, 

dan keberlanjutan, serta langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk mendapatkan data dan analisis yang 

objektif! " " 
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BAB 8 

PERATURAN KEBIJAKAN DALAM 

PEMERINTAHAN 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan karakteristik 

dari Peraturan Kebijakan dalam konteks pemerintahan serta 

membedakannya dengan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan mendasar antara 

Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan, 

serta memahami kedudukan dan fungsi masing-masing 

dalam sistem administrasi negara. 

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk dan 

contoh Peraturan Kebijakan yang diterapkan dalam praktik 

pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. 

4. Mahasiswa mampu menganalisis peran Peraturan Kebijakan 

dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan kebijakan publik. 

5. Mahasiswa mampu menilai relevansi dan efektivitas 

Peraturan Kebijakan dalam menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

6. Mahasiswa mampu mengkritisi tantangan dan hambatan 

dalam penerapan Peraturan Kebijakan serta mengusulkan 

solusi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas 

kebijakan pemerintahan. 
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7. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pemahaman tentang 

Peraturan Kebijakan ke dalam studi kasus dan aplikasi nyata 

dalam konteks administrasi negara. 

Pendahuluan 

Dalam dinamika pemerintahan modern, pengaturan kebijakan 

menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk 

mengarahkan dan mengelola berbagai aspek kehidupan 

bernegara. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang 

bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat 

secara umum, Peraturan Kebijakan lebih bersifat sebagai 

pedoman atau arahan yang digunakan oleh pejabat pemerintahan 

dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugasnya. 

Peraturan Kebijakan ini biasanya muncul dari kebutuhan untuk 

menyesuaikan langkah-langkah administratif dengan 

perkembangan situasi dan tantangan yang dihadapi, serta 

sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat dan 

dinamika politik. 

Urgensi mempelajari Peraturan Kebijakan dalam konteks 

pemerintahan sangat tinggi, mengingat peranannya yang 

strategis dalam memastikan bahwa kebijakan publik dapat 

diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, 

Peraturan Kebijakan menjadi landasan bagi berbagai tindakan 

administratif yang tidak selalu diatur secara rinci dalam 

peraturan perundang-undangan formal. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, perbedaan, 

dan fungsi Peraturan Kebijakan sangat penting bagi para 

pejabat, akademisi, dan mahasiswa yang ingin memahami 

mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik. 

Dalam kerangka sistem hukum administrasi negara, 

Peraturan Kebijakan memiliki posisi yang unik. Ia berfungsi 

sebagai instrumen yang mengarahkan pelaksanaan kebijakan 

dan sebagai alat untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan 

kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Dengan 
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memahami karakteristik dan peranannya, mahasiswa diharapkan 

mampu mengaplikasikan konsep ini secara kritis dan analitis 

dalam berbagai studi kasus maupun praktik pemerintahan nyata. 

Hal ini penting agar mereka tidak hanya memahami aspek 

teoritis, tetapi juga mampu menilai efektivitas dan relevansi 

Peraturan Kebijakan dalam konteks tata kelola pemerintahan 

yang baik dan berkeadilan. 

Pembahasan mengenai Peraturan Kebijakan juga menjadi 

penting karena adanya tantangan dalam penerapannya, seperti 

ketidakjelasan batasan antara kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan, serta risiko terjadinya tumpang tindih atau 

inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, 

pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek tersebut 

akan membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi 

masalah dan merumuskan solusi yang tepat dalam konteks 

administrasi negara. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak 

hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan 

kebutuhan nyata dalam tata kelola pemerintahan yang efektif 

dan efisien. 

A. Pengertian dan Karakteristik Peraturan 

Kebijakan 

Peraturan Kebijakan merupakan instrumen administratif yang 

digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk mengarahkan, 

mengatur, dan mengelola pelaksanaan kebijakan publik. Secara 

umum, pengertian Peraturan Kebijakan dapat dipahami sebagai 

dokumen atau pedoman yang berisi arahan strategis dan 

operasional yang bersifat tidak mengikat secara hukum formal, 

tetapi memiliki pengaruh besar terhadap proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan (Lindblom, 

1959; Van Horn & Van Meter, 2012). Dalam konteks 

pemerintahan Indonesia, Peraturan Kebijakan sering kali 

muncul sebagai bentuk respons terhadap dinamika sosial, 
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ekonomi, dan politik yang membutuhkan penyesuaian cepat dan 

fleksibel dalam pengelolaan administrasi negara. 

Karakteristik utama dari Peraturan Kebijakan adalah 

sifatnya yang bersifat fleksibel dan tidak mengikat secara hukum 

formal seperti peraturan perundang-undangan. Ia lebih bersifat 

sebagai pedoman atau arahan yang digunakan untuk 

mengarahkan tindakan administratif dan pengambilan 

keputusan di tingkat eksekutif maupun legislatif. Hal ini berbeda 

dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan 

hukum mengikat dan harus dipatuhi secara mutlak oleh semua 

pihak (Schmidt, 2010). Peraturan Kebijakan biasanya disusun 

oleh pejabat tinggi, seperti menteri, kepala daerah, atau pejabat 

eselon tertentu, dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun 

peraturan yang lebih rinci atau sebagai panduan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. 

Karakteristik lain dari Peraturan Kebijakan adalah sifatnya 

yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan situasi dan 

kebutuhan masyarakat. Ia dapat diubah atau disesuaikan tanpa 

melalui proses legislasi formal yang panjang, sehingga mampu 

menjawab tantangan zaman secara cepat dan efektif. Sebagai 

contoh, dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah 

Indonesia mengeluarkan berbagai Peraturan Kebijakan yang 

bersifat adaptif, seperti kebijakan terkait pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) dan protokol kesehatan, yang disusun 

secara cepat dan bersifat fleksibel sesuai perkembangan situasi 

(Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Karakteristik lainnya adalah sifatnya yang lebih bersifat 

sebagai panduan strategis dan operasional, bukan sebagai norma 

hukum yang mengikat secara umum. Oleh karena itu, Peraturan 

Kebijakan biasanya tidak memiliki kekuatan mengikat secara 

hukum seperti peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki 

pengaruh besar dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan 

pemerintah. Sebagai ilustrasi, Peraturan Presiden tentang 
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Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional berfungsi sebagai 

pedoman utama dalam pengelolaan sampah di seluruh 

Indonesia, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat secara langsung (Presiden Republik Indonesia, 2017). 

Dalam praktiknya Peraturan Kebijakan dapat berbentuk 

berbagai dokumen, seperti surat edaran, instruksi presiden, 

kebijakan nasional, atau pedoman teknis yang dikeluarkan oleh 

kementerian atau lembaga pemerintah. Bentuknya yang 

beragam ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat 

kompleksitas kebijakan yang diatur. Sebagai contoh, peraturan 

Menteri dalam bidang pendidikan yang berisi panduan 

pelaksanaan kurikulum nasional merupakan salah satu bentuk 

Peraturan Kebijakan yang bersifat operasional dan strategis 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020). 

Karakteristik lain yang penting adalah sifatnya yang tidak 

mengikat secara hukum formal, tetapi memiliki kekuatan 

normatif dan pengaruh yang besar terhadap perilaku pejabat dan 

pelaksanaan kebijakan. Hal ini disebabkan karena Peraturan 

Kebijakan biasanya didasarkan pada kebijakan politik dan 

strategis yang diambil oleh pejabat tinggi, sehingga menjadi 

acuan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

tugas pemerintahan (Lindblom, 1959). 

Secara umum, Peraturan Kebijakan memiliki peran 

penting dalam sistem administrasi negara karena mampu 

menjembatani antara kebijakan politik dan implementasi 

administratif. Ia menjadi instrumen yang memungkinkan 

pemerintah untuk menyesuaikan langkah-langkahnya dengan 

dinamika sosial dan ekonomi tanpa harus melalui proses 

legislasi yang panjang dan rumit. Dengan demikian, 

karakteristik utama dari Peraturan Kebijakan adalah 

fleksibilitas, adaptabilitas, sifatnya yang strategis dan 

operasional, serta pengaruhnya yang besar dalam pengelolaan 

pemerintahan. 
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B. Perbedaan dengan Peraturan Perundang-

Undangan 

Perbedaan mendasar antara Peraturan Kebijakan dan Peraturan 

Perundang-undangan terletak pada kedudukan, kekuatan 

hukum, proses pembuatannya, serta tujuan penggunaannya 

dalam sistem hukum dan administrasi negara. Pemahaman yang 

tepat mengenai perbedaan ini sangat penting agar tidak terjadi 

tumpang tindih atau kekeliruan dalam penggunaannya dalam 

praktik pemerintahan. 

Pertama, dari segi kedudukan hukum, Peraturan 

Perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat 

secara umum dan langsung terhadap seluruh warga negara dan 

aparat pemerintah. Ia merupakan norma hukum yang harus 

dipatuhi dan dilaksanakan, serta memiliki kekuatan mengikat 

yang diatur dalam sistem hukum nasional. Sebaliknya, Peraturan 

Kebijakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara 

formal, melainkan bersifat sebagai pedoman atau arahan yang 

digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan 

tindakan administratif (Schmidt, 2010). Dengan kata lain, 

Peraturan Kebijakan lebih bersifat normatif dan strategis, 

sedangkan Peraturan Perundang-undangan bersifat normatif dan 

mengikat secara hukum. 

Kedua, dari proses pembuatannya, Peraturan Perundang-

undangan melalui proses legislasi yang panjang dan formal, 

melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan, penyusunan, 

pembahasan di DPR, hingga pengundangan oleh Presiden atau 

lembaga yang berwenang. Proses ini diatur secara ketat dalam 

peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Republik Indonesia, 2011). Sebaliknya, Peraturan 

Kebijakan dapat disusun secara lebih cepat dan fleksibel oleh 

pejabat tinggi tanpa harus melalui proses legislasi formal. 

Contohnya adalah instruksi presiden atau surat edaran dari 
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kementerian yang dapat dikeluarkan secara langsung sesuai 

kebutuhan (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019). 

Ketiga, dari segi tujuan dan fungsi, Peraturan Perundang-

undangan bertujuan untuk mengatur norma hukum yang bersifat 

umum dan mengikat, serta menjadi dasar hukum dalam 

pelaksanaan tugas pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. 

Sedangkan, Peraturan Kebijakan bertujuan untuk memberikan 

arahan strategis dan operasional dalam pelaksanaan kebijakan 

tertentu, serta menyesuaikan langkah-langkah administratif 

dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat 

(Lindblom, 1959). 

Keempat, dari segi dampak hukum, pelanggaran terhadap 

Peraturan Perundang-undangan dapat dikenai sanksi hukum 

pidana, perdata, maupun administratif sesuai ketentuan yang 

berlaku. Sebaliknya, pelanggaran terhadap Peraturan Kebijakan 

biasanya tidak berimplikasi pada sanksi hukum formal, tetapi 

dapat berakibat pada ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan 

dan munculnya ketidakpastian administratif (Schmidt, 2010). 

Contoh nyata perbedaan ini dapat dilihat pada Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur norma 

hukum secara umum dan mengikat, sementara Peraturan 

Menteri Perdagangan yang berisi pedoman pelaksanaan undang-

undang tersebut merupakan Peraturan Kebijakan yang bersifat 

operasional dan tidak mengikat secara hukum secara langsung, 

tetapi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan 

perlindungan konsumen (Kementerian Perdagangan RI, 2019). 

Kelima, dari segi kedudukan dalam hierarki norma 

hukum, Peraturan Perundang-undangan berada di tingkat yang 

lebih tinggi dan menjadi dasar bagi pembuatan Peraturan 

Kebijakan. Peraturan Kebijakan harus sejalan dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Jika terjadi pertentangan, maka 
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Peraturan Perundang-undangan yang harus diutamakan dan 

dijadikan acuan utama (Schmidt, 2010). 

Dengan memahami perbedaan ini, pejabat dan aparat 

pemerintahan dapat lebih tepat dalam menyusun, 

mengimplementasikan, dan menegakkan kebijakan serta norma 

hukum yang berlaku. Hal ini juga membantu dalam menjaga 

konsistensi dan legitimasi dari seluruh rangkaian norma dan 

kebijakan yang dikeluarkan dalam sistem pemerintahan. 

C. Fungsi Peraturan Kebijakan dalam Praktik 

Administrasi 

Peraturan Kebijakan memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

praktik administrasi pemerintahan, karena menjadi instrumen 

utama dalam mengarahkan dan mengelola pelaksanaan 

kebijakan publik. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada aspek 

strategis, tetapi juga mencakup aspek operasional dan 

pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

Pertama, fungsi utama dari Peraturan Kebijakan adalah 

sebagai pedoman strategis dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan program pemerintah. Dengan adanya Peraturan 

Kebijakan, pejabat dan aparat pemerintahan memiliki acuan 

yang jelas mengenai arah dan prioritas kebijakan yang harus 

diambil. Sebagai contoh, Peraturan Presiden tentang Kebijakan 

Pengembangan Infrastruktur Digital berfungsi sebagai pedoman 

utama dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi 

dan komunikasi di seluruh Indonesia (Presiden Republik 

Indonesia, 2020). Pedoman ini membantu memastikan bahwa 

seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan sejalan dengan 

visi dan misi nasional dalam bidang digitalisasi. 

Kedua, Peraturan Kebijakan berfungsi sebagai alat 

koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga dan unit kerja di 

tingkat pusat maupun daerah. Dalam praktiknya, kebijakan yang 
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bersifat strategis memerlukan sinergi dari berbagai pihak agar 

dapat diimplementasikan secara efektif. Sebagai ilustrasi, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan 

pengelolaan keuangan di tingkat daerah agar sesuai dengan 

kebijakan nasional dan prinsip tata kelola keuangan yang baik 

(Kementerian Dalam Negeri RI, 2018). 

Ketiga, fungsi lain dari Peraturan Kebijakan adalah 

sebagai dasar dalam penyusunan peraturan pelaksanaan yang 

lebih rinci dan operasional. Dalam hal ini, Peraturan Kebijakan 

menjadi acuan utama bagi pembuatan peraturan teknis di tingkat 

pelaksana. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Standar Pelayanan Kesehatan menjadi dasar dalam 

penyusunan peraturan teknis di rumah sakit dan fasilitas 

kesehatan lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2019). 

Keempat, Peraturan Kebijakan juga berfungsi sebagai 

instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Dengan adanya pedoman yang jelas, pemerintah dapat 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan tersebut. Sebagai contoh, Peraturan 

Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) digunakan sebagai acuan dalam menilai 

capaian pembangunan nasional selama periode tertentu 

(Presiden Republik Indonesia, 2020). 

Kelima, fungsi penting lainnya adalah sebagai alat 

komunikasi dan legitimasi politik. Peraturan Kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pejabat tinggi menunjukkan komitmen 

pemerintah terhadap arah kebijakan tertentu dan memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan 

lainnya bahwa pemerintah serius dalam menjalankan 

programnya. Sebagai contoh, Peraturan Presiden tentang 

Kebijakan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca menunjukkan 

komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan 
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iklim dan mendapatkan dukungan internasional (Presiden 

Republik Indonesia, 2019). 

Selain fungsi-fungsi tersebut, Peraturan Kebijakan juga 

berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. Dengan adanya pedoman yang jelas, 

proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip 

good governance yang menekankan transparansi, partisipasi, 

dan akuntabilitas dalam pemerintahan (World Bank, 2014). 

Dalam praktiknya, keberhasilan fungsi Peraturan 

Kebijakan sangat bergantung pada kualitas penyusunannya, 

tingkat partisipasi pemangku kepentingan, serta konsistensi 

dalam pelaksanaan. Jika Peraturan Kebijakan disusun secara 

partisipatif dan didasarkan pada data dan analisis yang 

komprehensif, maka implementasinya cenderung lebih efektif 

dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, jika 

disusun secara sepihak dan tidak mempertimbangkan konteks 

lokal serta kebutuhan masyarakat, maka kebijakan tersebut 

berpotensi gagal dan menimbulkan ketidakpuasan serta 

ketidakpercayaan publik. 

Dengan demikian, Peraturan Kebijakan memiliki peran 

strategis dalam memastikan bahwa proses pemerintahan 

berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan, serta mampu 

menyesuaikan langkah-langkah administratif dengan dinamika 

sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Fungsi ini menjadi 

kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat luas. 

Rangkuman 

Peraturan Kebijakan merupakan instrumen administratif yang 

digunakan pejabat pemerintahan untuk mengarahkan dan 

mengelola pelaksanaan kebijakan publik. Pengertian ini 
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menekankan bahwa Peraturan Kebijakan bersifat tidak mengikat 

secara hukum formal, tetapi memiliki pengaruh besar dalam 

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas 

pemerintahan. Karakteristik utamanya meliputi sifatnya yang 

fleksibel, dinamis, adaptif terhadap perubahan situasi, serta 

bersifat strategis dan operasional. Bentuknya beragam, seperti 

surat edaran, instruksi presiden, dan pedoman teknis, yang 

disusun oleh pejabat tinggi sesuai kebutuhan. 

Perbedaan utama dengan Peraturan Perundang-undangan 

terletak pada kekuatan hukum, proses pembuatannya, dan tujuan 

penggunaannya. Peraturan Perundang-undangan memiliki 

kekuatan hukum mengikat dan melalui proses legislasi formal, 

sedangkan Peraturan Kebijakan lebih bersifat sebagai pedoman 

yang tidak mengikat secara hukum langsung. Peraturan 

Perundang-undangan mengatur norma hukum umum, sementara 

Peraturan Kebijakan memberikan arahan strategis dan 

operasional. 

Fungsi utama Peraturan Kebijakan dalam praktik 

administrasi meliputi sebagai pedoman pengambilan keputusan, 

alat koordinasi antar lembaga, dasar penyusunan peraturan 

pelaksanaan, instrumen pengendalian dan evaluasi, serta sebagai 

alat komunikasi dan legitimasi politik. Keberhasilan fungsi ini 

sangat bergantung pada kualitas penyusunan, partisipasi 

pemangku kepentingan, dan konsistensi pelaksanaan. Dengan 

peran tersebut, Peraturan Kebijakan menjadi kunci dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, 

transparan, dan akuntabel. 
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Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian Peraturan Kebijakan dan sebutkan 

karakteristik utamanya dalam konteks pemerintahan! 

2. Bandingkan Peraturan Kebijakan dengan Peraturan 

Perundang-undangan dari segi kedudukan hukum dan proses 

pembuatannya! 

3. Sebutkan dan jelaskan tiga bentuk Peraturan Kebijakan yang 

umum digunakan dalam praktik pemerintahan! 

4. Analisis peran Peraturan Kebijakan dalam mendukung proses 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik! 

5. Berikan contoh nyata penerapan Peraturan Kebijakan di 

Indonesia dan jelaskan bagaimana peranannya dalam tata 

kelola pemerintahan! 

Soal Pilihan Berganda 

1. Apa pengertian utama dari Peraturan Kebijakan?  

a. Norma hukum yang mengikat secara formal dan langsung  

b. Dokumen yang berisi arahan strategis dan operasional 

tanpa kekuatan hukum mengikat  

c. Peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif melalui 

proses legislasi Panjang 

d. Instrumen hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga 

negara 

2. Karakteristik utama dari Peraturan Kebijakan adalah:  

a. Bersifat mengikat secara hukum dan formal  

b. Bersifat fleksibel dan tidak mengikat secara hukum formal  

c. Hanya berlaku di tingkat daerah saja  

d. Tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan 
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3. Peraturan Kebijakan biasanya disusun oleh: 

a. DPR dan lembaga legislatif lainnya  

b. Pejabat tinggi seperti menteri atau kepala daerah  

c. Mahkamah Agung 

d. Badan peradilan 

4. Perbedaan mendasar antara Peraturan Kebijakan dan 

Peraturan Perundang-undangan terletak pada:  

a. Tingkat kekuatan hukum dan proses pembuatannya  

b. Waktu pengesahannya 

c. Tempat pengundangannya 

d. Isi dan bentuk dokumennya 

5. Salah satu contoh Peraturan Kebijakan adalah:  

a. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen  

b. Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Kesehatan 

c. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah  

d. Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Nasional 

6. Dalam hierarki norma hukum, posisi Peraturan Kebijakan 

adalah:  

a. Lebih tinggi dari Peraturan Perundang-undangan  

b. Sejalan dan harus tidak bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan  

c. Tidak memiliki hubungan hierarki 

d. Menggantikan Peraturan Perundang-undangan 
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7. Fungsi utama dari Peraturan Kebijakan dalam pemerintahan 

adalah:  

a. Mengikat secara hukum dan memaksa seluruh warga 

negara  

b. Memberikan arahan strategis dan operasional dalam 

pelaksanaan kebijakan 

c. Mengganti peraturan perundang-undangan  

d. Menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran 

8. Salah satu contoh bentuk Peraturan Kebijakan adalah:  

a. Surat edaran  

b. Undang-Undang 

c. Peraturan Daerah 

d. Peraturan Mahkamah Agung 

9. Mengapa Peraturan Kebijakan bersifat dinamis dan adaptif 

terhadap perubahan situasi?  

a. Karena dibuat melalui proses legislasi formal 

b. Karena tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan  

c. Karena dapat diubah tanpa melalui proses legislasi panjang 

sesuai kebutuhan  

d. Karena bersifat mengikat secara hukum 

10. Apa yang menjadi kekuatan hukum dari pelanggaran 

terhadap peraturan kebijakan? 

a. Dikenai sanksi pidana secara langsung  

b. Tidak berimplikasi pada sanksi hukum formal, tetapi dapat 

mengurangi efektivitas pelaksanaan 

c. Dikenai sanksi administratif yang berat  
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d. Berujung pada pencabutan jabatan pejabat terkait 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan 

Kebijakan tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

yang bersifat fleksibel dan tidak mengikat secara hukum. 

Jelaskan bagaimana peran Peraturan Kebijakan tersebut 

dalam mendukung pengelolaan sampah di daerah tersebut 

dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam 

implementasinya! 

2. Studi Kasus: Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan 

Presiden tentang pengembangan infrastruktur digital yang 

bersifat strategis dan adaptif terhadap perkembangan 

teknologi. Analisis bagaimana Peraturan Kebijakan ini dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat daerah dan 

apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar kebijakan ini 

dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia!  
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BAB 9 

PERIZINAN DALAM HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Memahami pengertian dan pentingnya perizinan dalam 

konteks hukum administrasi negara serta mengetahui 

berbagai jenis perizinan yang berlaku di Indonesia. 

2. Mengetahui prosedur dan tata cara penerbitan izin yang 

sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat memastikan 

proses perizinan berjalan efektif dan transparan. 

3. Mampu menjelaskan mekanisme dan tahapan dalam 

pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan izin, serta 

memahami peran berbagai pihak terkait dalam proses 

tersebut. 

4. Mengidentifikasi berbagai sengketa yang mungkin timbul 

dalam proses perizinan dan memahami cara penyelesaiannya 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

5. Menganalisis tantangan dan permasalahan yang sering 

muncul dalam praktik perizinan di Indonesia serta mencari 

solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan 

dalam sistem perizinan. 

6. Mengaplikasikan pengetahuan tentang perizinan dalam studi 

kasus dan situasi nyata di lapangan, sehingga mampu 

memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. 

7. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perizinan sebagai 

instrumen pengendalian dan pengawasan pemerintahan 

dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bertanggung jawab. 
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Pendahuluan 

Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem 

administrasi negara yang berfungsi sebagai alat pengendalian 

dan pengaturan kegiatan warga negara maupun badan usaha. 

Dalam konteks hukum administrasi negara, perizinan tidak 

hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga mencerminkan 

kewenangan pemerintah dalam mengatur berbagai aspek 

kehidupan masyarakat demi kepentingan umum, keamanan, dan 

keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman 

mendalam mengenai perizinan menjadi sangat penting bagi 

mahasiswa dan praktisi hukum administrasi negara agar mampu 

menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan secara efektif 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

Urgensi pembahasan mengenai perizinan ini semakin 

meningkat seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi dan 

sosial di Indonesia. Banyak kegiatan ekonomi, pembangunan, 

maupun usaha yang memerlukan izin tertentu agar dapat 

berjalan secara legal dan terkontrol. Tanpa adanya sistem 

perizinan yang jelas dan transparan, potensi penyimpangan, 

korupsi, serta ketidakpastian hukum akan semakin tinggi, yang 

pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan 

menimbulkan ketidakadilan sosial. Selain itu, proses perizinan 

yang tidak efisien dan berbelit-belit juga dapat menimbulkan 

ketidakpuasan masyarakat dan pelaku usaha, serta memperbesar 

risiko sengketa hukum. 

Dalam bagian ini kita akan membahas secara 

komprehensif mengenai pengertian dan jenis-jenis perizinan 

yang berlaku di Indonesia. Pemahaman terhadap berbagai jenis 

izin ini penting agar para pelaku usaha dan masyarakat umum 

dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam memperoleh 

izin yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. 

Selanjutnya, kita akan membahas prosedur dan tata cara 

penerbitan izin yang harus diikuti oleh pejabat berwenang dan 



Hukum Administrasi Negara 

 123 

pemohon izin, sehingga prosesnya dapat berjalan secara tertib, 

adil, dan akuntabel. Tidak kalah penting, bagian ini juga akan 

mengulas tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang 

mungkin timbul akibat perizinan, baik dari sisi pemohon 

maupun pihak pemerintah, agar proses penyelesaiannya dapat 

dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, diharapkan 

mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam 

praktik pemerintahan maupun dalam studi kasus nyata di 

lapangan. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu 

memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang sering 

muncul dalam proses perizinan, serta berkontribusi dalam 

menciptakan sistem perizinan yang lebih baik, transparan, dan 

akuntabel. Pada akhirnya, pembahasan ini bertujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perizinan sebagai 

instrumen pengendalian pemerintahan yang efektif dan sebagai 

bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, profesional, dan bertanggung jawab. 

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Perizinan 

Perizinan dalam konteks hukum administrasi negara merupakan 

instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur, 

mengendalikan, dan mengawasi kegiatan warga negara maupun 

badan usaha agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan 

kepentingan umum. Secara umum, perizinan dapat diartikan 

sebagai proses pemberian izin oleh pejabat berwenang kepada 

individu atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Suharno, 

2018). Pengertian ini menegaskan bahwa perizinan bukan 

sekadar prosedur administratif, melainkan juga sebagai bentuk 

kewenangan negara dalam mengatur kegiatan masyarakat demi 

terciptanya ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan 

pembangunan. 
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Jenis-jenis perizinan sangat beragam, tergantung pada 

karakteristik kegiatan yang akan dilakukan dan ketentuan 

hukum yang berlaku. Berdasarkan sifatnya, perizinan dapat 

dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu perizinan 

administratif dan perizinan khusus. Perizinan administratif 

meliputi izin-izin yang bersifat umum dan berlaku untuk 

berbagai kegiatan, seperti izin usaha, izin lingkungan, izin 

bangunan, dan izin operasional. Sedangkan perizinan khusus 

biasanya terkait dengan kegiatan tertentu yang memerlukan 

pengawasan ketat, seperti izin pertambangan, izin farmasi, dan 

izin penerbangan (Kurniawan, 2020). 

Berdasarkan proses penerbitannya, perizinan dapat 

diklasifikasikan menjadi perizinan tunggal dan perizinan 

berjenjang. Perizinan tunggal adalah izin yang dikeluarkan 

secara langsung oleh pejabat berwenang tanpa harus melalui 

proses berjenjang, biasanya untuk kegiatan yang bersifat 

sederhana dan tidak memerlukan pengujian mendalam. 

Sebaliknya, perizinan berjenjang melibatkan proses 

pemeriksaan dan persetujuan dari beberapa instansi terkait, 

seperti izin usaha yang harus mendapatkan persetujuan dari 

dinas lingkungan hidup, dinas tenaga kerja, dan instansi terkait 

lainnya (Suharno, 2018). 

Contoh nyata dari perizinan adalah izin usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah agar usaha tersebut dapat beroperasi secara legal dan 

terkontrol. Di sisi lain, izin lingkungan diperlukan untuk 

kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan hidup, seperti pembangunan pabrik atau jalan tol. 

Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan 

tersebut tidak merusak ekosistem dan memenuhi standar 

keberlanjutan (Kurniawan, 2020). 

Perizinan juga dapat dibedakan berdasarkan bidangnya, 

seperti izin bangunan, yang diperlukan untuk pembangunan atau 
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renovasi gedung; izin operasional, yang mengatur kegiatan 

operasional perusahaan; dan izin kesehatan, yang diperlukan 

untuk kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan 

atau produksi makanan dan minuman. Setiap jenis izin ini 

memiliki karakteristik dan prosedur tersendiri yang harus 

dipenuhi oleh pemohon agar proses penerbitannya dapat 

berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum (Suharno, 2018). 

Dalam praktiknya, perizinan memiliki peran strategis dalam 

mendukung pembangunan nasional dan menjaga ketertiban 

sosial. Melalui sistem perizinan yang baik, pemerintah dapat 

melakukan pengawasan secara efektif, mencegah praktik ilegal, 

serta memastikan bahwa kegiatan masyarakat berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 

tentang jenis-jenis perizinan ini sangat penting bagi mahasiswa 

dan praktisi hukum administrasi negara agar mampu 

mengimplementasikan dan mengawasi proses perizinan secara 

efektif. 

B. Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Izin 

Prosedur dan tata cara penerbitan izin merupakan aspek krusial 

dalam sistem perizinan karena menentukan efisiensi, 

transparansi, dan keadilan dalam proses administrasi 

pemerintahan. Secara umum, proses penerbitan izin harus 

mengikuti tahapan yang jelas dan terstruktur agar hak dan 

kewajiban pemohon serta pejabat berwenang dapat terlindungi 

secara hukum. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan, prosedur pemberian izin 

harus dilakukan secara tertib, adil, dan tidak diskriminatif 

(Kurniawan, 2020). 

Langkah pertama dalam proses penerbitan izin adalah 

pengajuan permohonan oleh pemohon kepada pejabat 

berwenang. Pemohon harus menyertakan dokumen-dokumen 

pendukung yang diperlukan, seperti identitas diri, rencana 
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kegiatan, dokumen teknis, dan dokumen lain sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Contohnya, untuk memperoleh 

izin usaha, pemohon harus mengajukan proposal usaha lengkap 

dengan dokumen legalitas badan usaha, izin lingkungan, dan 

dokumen teknis lainnya (Suharno, 2018). 

Setelah permohonan diajukan, tahap berikutnya adalah 

pemeriksaan administratif dan teknis oleh pejabat berwenang. 

Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa dokumen lengkap 

dan sesuai ketentuan, serta kegiatan yang akan dilakukan tidak 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pada tahap ini, 

pejabat berwenang dapat melakukan verifikasi lapangan, 

konsultasi dengan instansi terkait, dan menilai dampak kegiatan 

terhadap lingkungan dan masyarakat (Kurniawan, 2020). 

Selanjutnya, proses pengambilan keputusan dilakukan 

berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika semua persyaratan 

terpenuhi dan tidak terdapat hambatan hukum, pejabat 

berwenang akan menerbitkan izin dan mengeluarkan surat izin 

resmi kepada pemohon. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan 

dokumen atau ketidaksesuaian, pemohon akan diberikan 

kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan 

tersebut. Dalam hal penolakan, pejabat harus memberikan 

alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum (Suharno, 

2018). 

Setelah izin diterbitkan, tahap terakhir adalah pengesahan 

dan pencatatan administrasi. Pemohon harus menerima salinan 

izin dan melakukan pencatatan di instansi terkait agar data 

kegiatan tersebut dapat terpantau dan diawasi secara 

berkelanjutan. Selain itu, pemegang izin wajib mematuhi 

ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan melaporkan 

kegiatan secara berkala sesuai ketentuan (Kurniawan, 2020). 

Dalam praktiknya, proses penerbitan izin harus dilakukan 

secara transparan dan akuntabel. Penggunaan sistem online atau 

elektronik dalam pengajuan dan penerbitan izin telah 
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diupayakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi 

praktik korupsi. Contohnya, Sistem Perizinan Berbasis 

Elektronik (SPBE) di Indonesia telah diimplementasikan untuk 

mempercepat proses dan memudahkan akses masyarakat 

terhadap layanan perizinan (Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, 2021). 

Selain aspek prosedural, penting juga untuk 

memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan hak pemohon. 

Pemerintah harus memastikan bahwa proses perizinan tidak 

berbelit-belit, biaya yang dikenakan tidak memberatkan, dan 

keputusan diambil secara objektif berdasarkan data dan fakta 

yang ada. Dengan demikian, sistem perizinan dapat berjalan 

secara efektif, efisien, dan berkeadilan. 

C. Sengketa dan Penyelesaian Masalah Perizinan 

Sengketa dalam proses perizinan sering kali muncul akibat 

ketidaksesuaian antara pemohon dan pejabat berwenang, atau 

karena ketidakjelasan prosedur dan ketentuan hukum yang 

berlaku. Sengketa ini dapat berupa penolakan izin, pencabutan 

izin, atau ketidaksepakatan terhadap syarat-syarat yang 

ditetapkan dalam surat izin. Menurut Undang-Undang No. 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelesaian 

sengketa administrasi harus dilakukan secara cepat, adil, dan 

berkeadilan melalui mekanisme yang telah diatur (Kurniawan, 

2020). Salah satu bentuk sengketa yang umum terjadi adalah 

penolakan permohonan izin yang dianggap tidak adil atau tidak 

sesuai prosedur. Pemohon dapat mengajukan keberatan atau 

banding kepada pejabat yang lebih tinggi atau melalui 

mekanisme pengadilan tata usaha negara (PTUN). PTUN 

memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa 

administratif terkait penerbitan, pencabutan, atau penolakan izin 

(Suharno, 2018). 

Sengketa juga dapat timbul akibat ketidakjelasan syarat 

dan ketentuan dalam surat izin. Misalnya, dalam kasus 
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pembatalan izin usaha oleh pemerintah daerah karena dianggap 

melanggar ketentuan lingkungan, padahal pemohon berpendapat 

bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan. Dalam 

situasi ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 

mediasi, arbitrase, atau melalui proses pengadilan (Kurniawan, 

2020). 

Penyelesaian sengketa perizinan harus mengedepankan 

prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah perlu 

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan 

efisien, seperti layanan pengaduan online, mediasi, dan 

pengadilan tata usaha negara. Penggunaan teknologi informasi 

dalam proses penyelesaian sengketa juga dapat mempercepat 

proses dan mengurangi biaya bagi pihak-pihak terkait 

(Kementerian Hukum dan HAM, 2022). 

Selain mekanisme formal, penyelesaian sengketa secara 

non-formal seperti musyawarah dan mufakat juga sangat 

dianjurkan, terutama dalam konteks hubungan masyarakat dan 

pemerintah. Pendekatan ini dapat memperkuat hubungan 

harmonis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem perizinan. Namun, apabila penyelesaian secara 

musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka proses hukum 

formal harus diikuti sesuai ketentuan yang berlaku (Suharno, 

2018). 

Dalam praktiknya, penting bagi pemerintah dan 

masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam 

proses penyelesaian sengketa. Pemerintah harus memastikan 

bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan dan tidak 

diskriminatif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan 

perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem 

penyelesaian sengketa perizinan dapat berjalan efektif dan 

mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. 
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Rangkuman 

Perizinan merupakan instrumen penting dalam hukum 

administrasi negara yang digunakan pemerintah untuk mengatur 

kegiatan warga dan badan usaha agar sesuai dengan ketentuan 

hukum dan kepentingan umum. Pengertian perizinan meliputi 

proses pemberian izin oleh pejabat berwenang untuk kegiatan 

tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Jenis-jenis perizinan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi 

perizinan administratif dan khusus, serta berdasarkan prosesnya 

menjadi perizinan tunggal dan berjenjang. Contoh nyata adalah 

izin usaha UMKM dan izin lingkungan yang bertujuan menjaga 

keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, 

perizinan juga dibedakan berdasarkan bidangnya seperti izin 

bangunan, operasional, dan kesehatan, yang masing-masing 

memiliki prosedur dan karakteristik tersendiri. Peran strategis 

perizinan dalam pembangunan nasional dan pengawasan sosial 

sangat penting, sehingga pemahaman mendalam diperlukan 

untuk implementasi dan pengawasan yang efektif. 

Prosedur penerbitan izin meliputi pengajuan permohonan, 

pemeriksaan dokumen dan lapangan, pengambilan keputusan, 

serta pengesahan dan pencatatan administrasi. Penggunaan 

sistem elektronik diupayakan untuk meningkatkan efisiensi dan 

transparansi. Proses harus dilakukan secara adil dan objektif, 

serta memperhatikan hak pemohon agar tidak berbelit dan biaya 

tidak memberatkan. 

Sengketa perizinan sering muncul akibat ketidaksesuaian 

prosedur atau ketidakjelasan ketentuan. Penyelesaian dilakukan 

melalui mekanisme administratif seperti PTUN, mediasi, atau 

pengadilan tata usaha negara. Pendekatan non-formal seperti 

musyawarah juga dianjurkan untuk menjaga hubungan 

harmonis. Prinsip keadilan dan transparansi harus dijunjung 

tinggi agar penyelesaian sengketa berjalan efektif dan adil bagi 

semua pihak. 
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Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian perizinan dalam konteks hukum 

administrasi negara dan sebutkan alasan mengapa perizinan 

dianggap penting dalam pembangunan nasional. 

2. Uraikan perbedaan antara perizinan administratif dan 

perizinan khusus beserta contohnya masing-masing. 

3. Jelaskan tahapan-tahapan dalam proses penerbitan izin 

berdasarkan prosedur yang berlaku di Indonesia. 

4. Diskusikan mekanisme penyelesaian sengketa perizinan yang 

dapat dilakukan melalui jalur formal dan non-formal. 

5. Analisis tantangan utama yang dihadapi dalam sistem 

perizinan di Indonesia dan berikan solusi yang menurut Anda 

paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Soal Pilihan Berganda 

1. Apa pengertian dari perizinan menurut Suharno (2018)? 

a. Proses pengawasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah. 

b. Proses pemberian izin oleh pejabat berwenang kepada 

individu atau badan usaha untuk melakukan kegiatan 

tertentu. 

c. Sistem pengendalian kegiatan ekonomi secara otomatis. 

d. Kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan sosial. 

2. Jenis perizinan yang biasanya terkait dengan kegiatan yang 

memerlukan pengawasan ketat adalah... 

a. Perizinan administratif. 

b. Perizinan berjenjang. 

c. Perizinan khusus. 

d. Perizinan umum. 
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3. Contoh perizinan yang termasuk dalam kategori izin 

lingkungan adalah... 

a. Izin bangunan. 

b. Izin operasional. 

c. Izin pertambangan. 

d. Izin kesehatan. 

4. Perizinan berjenjang biasanya melibatkan... 

a. Pengajuan langsung ke pejabat pusat. 

b. Proses pemeriksaan dan persetujuan dari beberapa instansi 

terkait. 

c. Penerbitan izin secara otomatis. 

d. Pengajuan melalui media sosial. 

5. Dalam proses penerbitan izin, tahap awal yang harus 

dilakukan pemohon adalah... 

a. Penerbitan surat izin. 

b. Pemeriksaan lapangan. 

c. Pengajuan permohonan lengkap dengan dokumen 

pendukung. 

d. Pencatatan administrasi. 

6. Sistem Perizinan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia 

bertujuan untuk... 

a. Mengurangi jumlah izin yang diterbitkan. 

b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perizinan. 

c. Mengurangi peran pejabat berwenang. 

d. Membatasi akses masyarakat terhadap layanan perizinan. 
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7. Salah satu alasan utama munculnya sengketa dalam proses 

perizinan adalah... 

a. Keterlambatan pengajuan dokumen. 

b. Ketidaksesuaian antara permohonan dan ketentuan hukum. 

c. Penggunaan teknologi informasi. 

d. Banyaknya pemohon izin. 

8. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui 

pengadilan tata usaha negara (PTUN) bertujuan untuk... 

a. Menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil. 

b. Mengurangi jumlah izin yang diterbitkan. 

c. Menghapuskan proses mediasi. 

d. Menghindari proses hukum. 

9. Salah satu manfaat utama dari sistem perizinan yang baik 

adalah... 

a. Meningkatkan praktik korupsi. 

b. Menjamin kegiatan berjalan sesuai ketentuan hukum dan 

kepentingan umum. 

c. Mengurangi pengawasan pemerintah. 

d. Mempercepat proses pembangunan tanpa aturan. 

10. Dalam konteks penyelesaian sengketa perizinan secara non-

formal, pendekatan yang paling dianjurkan adalah. 

a. Mediasi dan mufakat. 

b. Pengadilan langsung. 

c. Penghentian proses. 

d. Pengabaian sengketa. 
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Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah perusahaan konstruksi mengajukan izin 

pembangunan pabrik baru di daerah tertentu. Setelah proses 

pengajuan, izin tersebut ditolak oleh pemerintah daerah 

karena dianggap melanggar ketentuan lingkungan. Pemohon 

merasa keberatan dan menganggap penolakan tersebut tidak 

adil. Jelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh 

perusahaan tersebut sesuai dengan prosedur penyelesaian 

sengketa yang berlaku, dan berikan rekomendasi solusi 

terbaik untuk menyelesaikan sengketa ini. 

2. Sebuah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota 

ingin memperluas usahanya dengan membuka cabang baru. 

Pemilik usaha mengajukan permohonan izin usaha dan izin 

lingkungan secara bersamaan melalui sistem online. Namun, 

proses penerbitan izin mengalami keterlambatan yang cukup 

lama. Analisis faktor-faktor apa saja yang mungkin 

menyebabkan keterlambatan tersebut dan berikan saran agar 

proses perizinan dapat berjalan lebih efisien dan transparan.  
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BAB 10 

INSTRUMEN HUKUM 

KEPERDATAAN DALAM 

ADMINISTRASI NEGARA 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Memahami pengertian dan peran hukum keperdataan dalam 

konteks administrasi negara serta pentingnya penggunaannya 

oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi 

pemerintahan. 

2. Menjelaskan konsep kontrak administratif dan perjanjian 

pemerintah sebagai instrumen hukum keperdataan yang 

digunakan dalam hubungan hukum antara pemerintah dan 

pihak lain, termasuk warga negara dan badan usaha. 

3. Mengidentifikasi berbagai jenis kontrak administratif dan 

perjanjian pemerintah yang umum digunakan dalam praktik 

administrasi negara serta karakteristik hukumnya. 

4. Menganalisis prosedur dan tata cara penerbitan izin yang 

melibatkan aspek keperdataan, serta memahami mekanisme 

pengelolaan sengketa yang timbul dari hubungan 

keperdataan tersebut. 

5. Mengkaji peran dan fungsi instrumen hukum keperdataan 

dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel. 

6. Mengembangkan kemampuan untuk menilai dan menyusun 

kontrak administratif serta perjanjian pemerintah sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mampu 

mengidentifikasi potensi sengketa keperdataan dan solusi 

penyelesaiannya. 
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7. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan 

prinsip-prinsip hukum keperdataan dalam administrasi 

negara guna memastikan perlindungan hak-hak warga negara 

dan keberlangsungan kegiatan pemerintahan yang sah dan 

berkeadilan. 

Pendahuluan 

Hukum keperdataan memegang peranan penting dalam 

kerangka hukum administrasi negara karena memberikan dasar 

hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan 

warga negara, badan usaha, maupun pihak ketiga lainnya. 

Dalam praktik pemerintahan, tidak semua kegiatan administratif 

hanya bersifat administratif semata, tetapi juga melibatkan aspek 

keperdataan yang memerlukan pengaturan kontraktual dan 

perjanjian yang sah secara hukum. Penggunaan instrumen 

hukum keperdataan ini menjadi sangat relevan dalam 

memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah yang bersifat 

kontraktual atau perjanjian memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku, serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi 

semua pihak yang terlibat. 

Keberadaan kontrak administratif dan perjanjian 

pemerintah menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahan yang bersifat operasional dan strategis. Melalui 

kontrak ini, pemerintah dapat mengatur berbagai aspek seperti 

pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta 

kerjasama dengan pihak swasta maupun masyarakat. 

Penggunaan instrumen keperdataan ini juga memudahkan 

pemerintah dalam mengelola sumber daya dan memastikan 

bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan 

dan kepastian hukum. 

Tidak jarang muncul sengketa keperdataan yang 

melibatkan pemerintah dan warga negara, baik karena 

ketidaksesuaian isi kontrak, pelanggaran hak, maupun 

ketidakjelasan prosedur. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 
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tentang aspek keperdataan dalam administrasi negara menjadi 

sangat penting agar pemerintah mampu mengelola hubungan 

hukum tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, 

pengetahuan ini juga membantu dalam menyusun kontrak dan 

perjanjian yang kuat, serta mampu menyelesaikan sengketa 

secara adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. 

Dalam konteks ini modul ini akan membahas secara 

komprehensif mengenai penggunaan hukum keperdataan oleh 

pemerintah, jenis-jenis kontrak administratif dan perjanjian 

pemerintah, serta mekanisme penyelesaian sengketa 

keperdataan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para 

peserta didik mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum 

keperdataan dalam praktik administrasi negara, sehingga 

tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan 

bertanggung jawab. Pendekatan ini sangat penting mengingat 

dinamika pemerintahan modern yang semakin kompleks dan 

membutuhkan landasan hukum yang kokoh untuk menjamin 

keberlangsungan dan keadilan dalam setiap kegiatan 

administratif. 

A. Penggunaan Hukum Keperdataan Oleh 

Pemerintahan 

Penggunaan hukum keperdataan oleh pemerintah merupakan 

aspek penting dalam kerangka hukum administrasi negara 

karena memberikan dasar hukum yang mengatur hubungan 

hukum antara pemerintah dan pihak ketiga, termasuk warga 

negara, badan usaha, maupun organisasi masyarakat. Hukum 

keperdataan, yang secara umum mencakup hukum kontrak, 

perjanjian, hak milik, dan tanggung jawab perdata, menjadi 

instrumen yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi 

administratif dan operasionalnya secara sah dan terorganisasi. 

Penggunaan instrumen ini tidak hanya memperkuat legitimasi 

tindakan pemerintah tetapi juga memastikan perlindungan hak-
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hak warga negara dan pihak lain yang berinteraksi dengan 

pemerintah. 

Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan hukum 

keperdataan untuk berbagai keperluan, seperti pengadaan 

barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, kerjasama 

ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan 

negara. Sebagai contoh, dalam pengadaan barang dan jasa, 

pemerintah biasanya mengadakan kontrak dengan perusahaan 

swasta melalui proses lelang yang diatur secara ketat sesuai 

ketentuan hukum keperdataan. Kontrak ini menjadi dasar hukum 

yang mengikat kedua belah pihak dan mengatur hak serta 

kewajiban masing-masing, termasuk sanksi apabila salah satu 

pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati (Sutanto, 

2018). 

Penggunaan hukum keperdataan oleh pemerintah juga 

terlihat dalam pengelolaan aset negara, seperti tanah, bangunan, 

dan kekayaan lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa 

pengelolaan aset tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum keperdataan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau 

sengketa di kemudian hari. Misalnya, dalam proses jual beli 

tanah milik negara, pemerintah harus mengikuti prosedur yang 

diatur dalam hukum keperdataan agar transaksi tersebut sah dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Hukum, 2019). 

Pemerintah juga menggunakan instrumen hukum 

keperdataan dalam hubungan kerjasama dengan badan usaha 

atau organisasi masyarakat melalui perjanjian-perjanjian yang 

bersifat kontraktual. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban 

kedua belah pihak, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa 

jika terjadi perselisihan. Sebagai contoh, dalam pembangunan 

infrastruktur, pemerintah seringkali menjalin kerjasama dengan 

badan usaha melalui perjanjian kerja sama yang mengatur aspek 

keuangan, pelaksanaan pekerjaan, serta jangka waktu dan sanksi 
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apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran kontrak 

(Kusuma, 2020). 

Penggunaan hukum keperdataan oleh pemerintah tidak 

hanya terbatas pada aspek kontraktual, tetapi juga mencakup 

aspek tanggung jawab perdata. Pemerintah dapat dikenai 

tanggung jawab perdata apabila melakukan perbuatan melawan 

hukum yang merugikan pihak lain, misalnya, dalam kasus 

pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang 

tidak sesuai prosedur. Dalam hal ini, pemerintah harus 

bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti kerugian 

yang timbul akibat perbuatannya (Suryadi, 2021). 

Penggunaan hukum keperdataan oleh pemerintah sering 

menghadapi tantangan, seperti ketidakjelasan prosedur, 

ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan, dan 

potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi 

pemerintah untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip 

hukum keperdataan agar dapat mengelola hubungan hukum 

secara efektif dan menghindari risiko sengketa yang merugikan 

negara maupun masyarakat. 

Secara umum penggunaan hukum keperdataan oleh 

pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, serta didukung oleh kompetensi 

sumber daya manusia yang memahami aspek hukum tersebut. 

Dengan demikian, instrumen ini dapat mendukung tata kelola 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta 

mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi 

semua pihak yang terlibat. 
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B. Kontrak Administratif dan Perjanjian 

Pemerintah 

Kontrak administratif dan perjanjian pemerintah merupakan 

instrumen hukum keperdataan yang sangat penting dalam 

hubungan hukum antara pemerintah dan pihak ketiga, baik 

warga negara, badan usaha, maupun organisasi masyarakat. 

Kedua instrumen ini memiliki karakteristik dan fungsi yang 

berbeda, tetapi keduanya sama-sama digunakan untuk mengatur 

hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan maupun kegiatan ekonomi yang melibatkan 

pemerintah. 

1.  Kontrak Administratif 

Kontrak administratif adalah kontrak yang dibuat oleh 

pemerintah atau badan hukum publik lainnya dengan pihak lain 

untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau pelayanan umum. 

Kontrak ini bersifat khas karena mengandung unsur-unsur yang 

berbeda dari kontrak komersial biasa, seperti adanya unsur 

kepentingan umum, kekuasaan, dan kewenangan yang melekat 

pada pemerintah (Sutanto, 2018). Contoh nyata dari kontrak 

administratif adalah kontrak pengadaan barang dan jasa, kontrak 

pembangunan infrastruktur, serta kontrak kerjasama 

pengelolaan sumber daya alam. 

Karakteristik utama dari kontrak administratif adalah 

adanya unsur kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada 

pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah 

memiliki hak untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan 

kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, kontrak administratif juga sering kali 

mengandung klausul yang bersifat unilateral, seperti klausul 

pemberhentian sepihak oleh pemerintah jika terjadi pelanggaran 

atau ketidaksesuaian (Kusuma, 2020). 
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Contoh konkret dari kontrak administratif adalah kontrak 

kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta 

dalam pembangunan jalan tol. Dalam kontrak ini, pemerintah 

memiliki kewenangan untuk mengatur aspek teknis, keuangan, 

dan pelaksanaan proyek, serta berhak melakukan pengawasan 

dan pemberhentian jika terjadi pelanggaran. Kontrak ini harus 

disusun secara cermat agar memenuhi ketentuan hukum 

keperdataan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

2. Perjanjian Pemerintah 

Perjanjian pemerintah adalah perjanjian yang dilakukan oleh 

pemerintah dengan pihak lain yang sifatnya lebih umum dan 

tidak selalu berkaitan langsung dengan tugas pemerintahan. 

Perjanjian ini dapat berupa perjanjian bilateral maupun 

multilateral, dan biasanya digunakan dalam kerjasama 

internasional, pengelolaan sumber daya alam, maupun 

kerjasama ekonomi dan sosial. Perjanjian ini memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya 

perjanjian menurut hukum internasional maupun nasional. 

Contoh perjanjian pemerintah adalah perjanjian kerjasama 

bilateral antara Indonesia dan negara lain dalam bidang 

pertahanan, pendidikan, atau perdagangan. Dalam konteks 

nasional, perjanjian ini dapat berupa perjanjian pengelolaan 

sumber daya alam yang melibatkan pemerintah pusat dan 

daerah, serta pihak swasta atau masyarakat adat. Perjanjian ini 

harus dirancang secara cermat agar memenuhi prinsip keadilan, 

transparansi, dan keberlanjutan (Hukum, 2019). 

3. Perbedaan Antara Kontrak Administratif dan Perjanjian 

Pemerintah 

Perbedaan utama antara kontrak administratif dan perjanjian 

pemerintah terletak pada aspek legalitas, sifat hubungan, dan 

kekuatan hukum. Kontrak administratif lebih bersifat 
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operasional dan berkaitan langsung dengan tugas pemerintahan, 
serta mengandung unsur kekuasaan dan kewenangan yang 

melekat pada pemerintah. Sedangkan perjanjian pemerintah 

lebih bersifat kerjasama yang bersifat bilateral atau multilateral 

dan tidak selalu berkaitan langsung dengan tugas pemerintahan, 

tetapi lebih kepada kerjasama di bidang tertentu. 

Kontrak administratif biasanya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang khusus mengatur tata cara 

pembuatannya, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa. 

Sedangkan perjanjian pemerintah harus memenuhi ketentuan 

hukum internasional dan nasional yang berlaku, serta harus 

didukung oleh prosedur yang transparan dan adil. 

4. Pentingnya Penyusunan Kontrak dan Perjanjian yang 

Baik 

Penyusunan kontrak administratif dan perjanjian pemerintah 

harus dilakukan secara cermat dan profesional agar memenuhi 

prinsip-prinsip hukum keperdataan dan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Hal ini meliputi aspek kejelasan isi, keabsahan 

formal, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan 

efisien. Penyusunan kontrak yang tidak tepat dapat 

menimbulkan risiko hukum, seperti sengketa, kerugian negara, 

dan pelanggaran hak pihak lain. 

Sebagai contoh dalam proyek pembangunan infrastruktur, 

kontrak harus memuat klausul yang mengatur tanggung jawab 

masing-masing pihak, mekanisme pembayaran, sanksi atas 

keterlambatan, serta prosedur penyelesaian sengketa. 

Penyusunan kontrak yang baik akan meminimalisasi risiko 

konflik dan memastikan keberlangsungan proyek secara efektif 

dan efisien (Kusuma, 2020). 
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C. Sengketa Keperdataan antara Pemerintah dan 

Warga Negara 

Sengketa keperdataan antara pemerintah dan warga negara 

merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika hubungan 

hukum dalam administrasi negara. Sengketa ini biasanya 

muncul akibat ketidaksesuaian isi kontrak, pelanggaran hak, 

atau ketidakjelasan prosedur yang mengatur hubungan 

keperdataan tersebut. Penyelesaian sengketa ini harus dilakukan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tercapai 

keadilan dan kepastian hukum. 

1. Jenis-jenis Sengketa Keperdataan 

Jenis sengketa keperdataan yang melibatkan pemerintah dan 

warga negara dapat bermacam-macam, antara lain: 

a. Sengketa kontrak: Terjadi apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, misalnya, dalam 

pengadaan barang dan jasa, terjadi wanprestasi dari salah 

satu pihak (Suryadi, 2021). 

b. Sengketa hak milik: Berkaitan dengan sengketa atas 

kepemilikan atau penggunaan aset milik negara yang 

diklaim oleh warga negara atau pihak lain. 

c. Sengketa tanggung jawab perdata: Timbul apabila 

pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum yang 

merugikan warga negara, seperti pencemaran lingkungan 

atau pelanggaran hak asasi manusia. 

d. Sengketa perjanjian: Berkaitan dengan ketidakpatuhan 

terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, baik dalam 

kerjasama ekonomi maupun internasional. 

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa keperdataan dapat dilakukan melalui 

berbagai mekanisme, antara lain: 
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a. Negosiasi: Upaya penyelesaian secara musyawarah untuk 

mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak 

ketiga. 

b. Mediasi: Melibatkan mediator independen untuk 

membantu kedua pihak mencapai kesepakatan. 

c. Arbitrase: Penyelesaian sengketa melalui lembaga 

arbitrase yang bersifat final dan mengikat. 

d. Pengadilan: Penyelesaian melalui pengadilan umum atau 

peradilan tata usaha negara, tergantung pada jenis 

sengketa dan dasar hukumnya. 

e. Contoh nyata adalah sengketa kontrak pengadaan barang 

dan jasa, yang diselesaikan melalui arbitrase sesuai 

ketentuan dalam kontrak, atau sengketa tanah milik negara 

yang diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara 

(PTUN). 

3.  Peran Lembaga Penyelesaian Sengketa 

Lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa 

keperdataan meliputi pengadilan umum, PTUN, Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan lembaga mediasi. 

PTUN, misalnya, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 

sengketa administratif yang berkaitan dengan keputusan tata 

usaha negara yang merugikan warga negara (Hukum, 2019). 

Sedangkan arbitrase dan mediasi lebih bersifat alternatif dan 

sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak dan 

perjanjian. 

4. Pentingnya Pencegahan Sengketa 

Pencegahan sengketa keperdataan sangat penting dilakukan 

melalui penyusunan kontrak dan perjanjian yang jelas, lengkap, 

dan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah harus memastikan 

bahwa semua hubungan keperdataan diatur secara tertulis dan 

transparan, serta dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian 

sengketa yang adil. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia dalam bidang hukum keperdataan juga menjadi 
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faktor kunci dalam mengurangi potensi sengketa dan 

meningkatkan efektivitas penyelesaian apabila sengketa terjadi 

(Kusuma, 2020). 

Dengan demikian penggunaan instrumen hukum 

keperdataan dalam administrasi negara tidak hanya berfungsi 

sebagai dasar hukum dalam hubungan kontraktual, tetapi juga 

sebagai alat untuk menjaga stabilitas hukum, melindungi hak 

warga negara, dan memastikan keberlangsungan kegiatan 

pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas. 

Rangkuman 

Penggunaan hukum keperdataan oleh pemerintah merupakan 

aspek penting dalam kerangka hukum administrasi negara 

karena memberikan dasar hukum dalam hubungan antara 

pemerintah dan pihak ketiga. Instrumen ini mencakup kontrak, 

perjanjian, hak milik, dan tanggung jawab perdata yang 

mendukung fungsi administratif dan operasional pemerintah 

secara sah dan terorganisasi. Penggunaan hukum keperdataan 

memperkuat legitimasi tindakan pemerintah dan melindungi hak 

warga serta pihak lain yang berinteraksi. Poin-poin utama dalam 

rangkuman ini meliputi: 

1. Pemerintah menggunakan hukum keperdataan untuk 

pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, 

kerjasama ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam. 

Contohnya adalah kontrak lelang dan pengelolaan aset negara 

yang harus mengikuti ketentuan hukum keperdataan agar sah 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Pengelolaan aset negara seperti tanah dan bangunan harus 

sesuai prosedur hukum keperdataan untuk menghindari 

sengketa dan penyalahgunaan. Transaksi jual beli tanah milik 

negara menjadi contoh penting dalam hal ini. 

3. Hubungan kerjasama dengan badan usaha dan organisasi 

masyarakat diatur melalui perjanjian kontraktual yang 

mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian 
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sengketa. Contohnya adalah perjanjian pembangunan 

infrastruktur dan kerjasama ekonomi. 

4. Pemerintah juga bertanggung jawab secara perdata apabila 

melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak 

lain, seperti pencemaran lingkungan. Tanggung jawab ini 

harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum. 

5. Tantangan dalam penggunaan hukum keperdataan meliputi 

ketidakjelasan prosedur, ketidaksesuaian peraturan, dan 

konflik kepentingan. Pentingnya pemahaman prinsip-prinsip 

hukum keperdataan agar hubungan hukum dapat dikelola 

secara efektif. 

6. Penyusunan kontrak dan perjanjian harus dilakukan secara 

hati-hati dan profesional untuk menghindari risiko hukum, 

memastikan kejelasan isi, keabsahan formal, dan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang adil. 

7. Kontrak administratif dan perjanjian pemerintah memiliki 

karakteristik berbeda, tetapi keduanya penting dalam 

mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan pihak 

ketiga. Kontrak administratif bersifat operasional dan 

berkaitan langsung dengan tugas pemerintahan, sedangkan 

perjanjian pemerintah lebih umum dan bersifat kerjasama 

internasional maupun nasional. 

8. Penyusunan kontrak dan perjanjian yang baik sangat penting 

untuk mengurangi risiko sengketa, kerugian negara, dan 

memastikan keberlangsungan kegiatan secara efektif dan 

efisien. 

9. Sengketa keperdataan antara pemerintah dan warga negara 

meliputi kontrak, hak milik, tanggung jawab perdata, dan 

perjanjian. Penyelesaiannya dapat melalui negosiasi, 

mediasi, arbitrase, atau pengadilan. 

10. Lembaga penyelesaian sengketa meliputi pengadilan umum, 

PTUN, arbitrase, dan mediasi. Pencegahan sengketa 

dilakukan melalui penyusunan kontrak yang jelas dan 
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peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang 

hukum keperdataan. 

11. Dengan demikian, penggunaan hukum keperdataan 

mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, 

akuntabel, dan berkeadilan serta melindungi hak semua 

pihak yang terlibat. 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian hukum keperdataan dan peranannya 

dalam hubungan hukum antara pemerintah dan pihak ketiga! 

2. Uraikan karakteristik utama dari kontrak administratif dan 

berikan contohnya dalam praktik pemerintahan! 

3. Jelaskan perbedaan mendasar antara kontrak administratif 

dan perjanjian pemerintah serta sebutkan satu contoh dari 

masing-masing! 

4. Analisis prosedur dan aspek penting yang harus diperhatikan 

dalam penyusunan kontrak administratif agar sesuai dengan 

prinsip hukum keperdataan! 

5. Diskusikan mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan 

yang umum digunakan dalam hubungan antara pemerintah 

dan warga negara serta keunggulannya! 

Soal Pilihan Berganda 

1. Penggunaan hukum keperdataan oleh pemerintah bertujuan 

untuk:  

a. Mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan pihak 

ketiga  

b. Menghapuskan peran badan usaha dalam pembangunan 

nasional 

c. Mengurangi peran warga negara dalam pengambilan 

keputusan  
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d. Mengganti hukum pidana dalam sistem pemerintahan 

2. Salah satu contoh kontrak administratif adalah:  

a. Perjanjian bilateral internasional 

b. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah  

c. Perjanjian kerjasama antar perusahaan swasta  

d. Perjanjian dagang internasional 

3. Karakteristik utama dari kontrak administratif adalah:  

a. Bersifat sepihak dan tidak mengandung unsur kekuasaan 

b. Mengandung unsur kekuasaan dan kewenangan melekat 

pada pemerintah  

c. Tidak memerlukan prosedur formal dalam pembuatannya  

d. Bersifat multilateral dan tidak mengikat secara hukum 

4. Perjanjian pemerintah biasanya digunakan dalam konteks:  

a. Hubungan internal antar pegawai pemerintah  

b. Kerjasama internasional dan pengelolaan sumber daya 

alam  

c. Pengaturan keluarga dan warisan  

d. Perjanjian dagang antar warga negara 

5. Perbedaan utama antara kontrak administratif dan perjanjian 

pemerintah terletak pada:  

a. Kontrak administratif bersifat internasional, sedangkan 

perjanjian pemerintah nasional 

b. Kontrak administratif berkaitan langsung dengan tugas 

pemerintahan, sedangkan perjanjian lebih umum dan tidak 

selalu berkaitan langsung dengan tugas pemerintahan 
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c. Perjanjian pemerintah tidak mengikat secara hukum, 

sedangkan kontrak administratif bersifat sukarela  

d. Tidak ada perbedaan, keduanya sama saja 

6. Dalam penyusunan kontrak yang baik, hal penting yang harus 

diperhatikan adalah:  

a. Mengabaikan aspek kejelasan isi dan formalitas hukum  

b. Memuat klausul yang mengatur tanggung jawab, 

mekanisme pembayaran, dan penyelesaian sengketa 

c. Menghindari adanya klausul sanksi dan mekanisme 

penyelesaian sengketa  

d. Mengurangi transparansi dan kejelasan dalam isi kontrak 

7. Mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan yang bersifat 

final dan mengikat adalah:  

a. Negosiasi langsung tanpa mediator  

b. Arbitrase  

c. Mediasi tanpa keputusan final  

d. Pengadilan umum tanpa prosedur khusus 

8. Salah satu lembaga yang berperan dalam penyelesaian 

sengketa keperdataan adalah: 

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)  

b. Kementerian Keuangan 

c. Badan Pusat Statistik  

d. Dewan Perwakilan Rakyat 

9. Pencegahan sengketa keperdataan dapat dilakukan dengan 

cara: 

a. Mengabaikan aspek legal dalam kontrak  
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b. Menyusun kontrak dan perjanjian yang tidak lengkap dan 

tidak jelas 

c. Menyusun kontrak secara tertulis, lengkap, dan transparan 

serta dilengkapi mekanisme penyelesaian sengketa  

d. Menghindari pembuatan kontrak dan perjanjian secara 

tertulis 

10. Salah satu risiko yang timbul akibat penyusunan kontrak 

yang tidak tepat adalah: 

a. Meningkatkan kepercayaan antar pihak 

b. Menimbulkan sengketa, kerugian negara, dan pelanggaran 

hak pihak lain 

c. Mempercepat proses administrasi pemerintahan  

d. Mengurangi kemungkinan adanya sengketa di kemudian 

hari 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah pemerintah daerah ingin melakukan kerjasama 

dengan sebuah perusahaan swasta untuk pembangunan 

jembatan. Buatlah draft kontrak administratif yang 

mencakup aspek-aspek penting seperti hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, mekanisme pembayaran, serta 

prosedur penyelesaian sengketa. Jelaskan alasan pemilihan 

klausul tertentu dan bagaimana kontrak tersebut memenuhi 

prinsip hukum keperdataan! 

2. Sebuah warga negara mengajukan gugatan terhadap 

pemerintah terkait sengketa hak milik atas tanah milik 

negara yang diklaim oleh warga tersebut. Analisis proses 

penyelesaian sengketa yang tepat, lembaga yang berwenang, 

dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan 

penyelesaian yang adil dan sesuai hukum. Tuliskan langkah-

langkah tersebut secara sistematis dan berikan argumentasi 

hukum yang mendukung! " " 
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BAB 11 

PERLINDUNGAN HUKUM DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PEMERINTAH 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Memahami hak warga negara dalam konteks perlindungan 

hukum yang diberikan oleh negara, serta pentingnya 

perlindungan tersebut dalam menjamin hak asasi manusia 

dan keadilan sosial. Peserta diharapkan mampu 

mengidentifikasi berbagai bentuk perlindungan hukum yang 

dapat diakses warga negara dalam berbagai situasi, baik 

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks 

administrasi pemerintahan. 

2. Menjelaskan berbagai bentuk dan mekanisme 

pertanggungjawaban pemerintah terhadap tindakan dan 

kebijakan yang diambil, termasuk proses hukum dan 

administratif yang berlaku. Peserta mampu menganalisis 

bagaimana pertanggungjawaban ini berfungsi sebagai 

instrumen pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan 

pemerintah. 

3. Mengkaji secara kritis praktik perlindungan hukum dan 

pertanggungjawaban pemerintah di Indonesia, termasuk 

tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam 

implementasinya. Peserta diharapkan mampu 

mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam 

sistem perlindungan hukum serta akuntabilitas pemerintahan 

di Indonesia. 
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4. Mengembangkan pemahaman tentang pentingnya 

perlindungan hukum sebagai bagian dari prinsip negara 

hukum dan demokrasi yang sehat. Peserta mampu 

mengaitkan konsep perlindungan hukum dengan prinsip 

keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

pemerintahan. 

5. Meningkatkan kemampuan analisis kritis terhadap kebijakan 

dan praktik pemerintah terkait perlindungan hukum dan 

pertanggungjawaban, serta mampu menyusun argumentasi 

yang berbasis data dan teori hukum administrasi negara. 

6. Menumbuhkan kesadaran akan peran serta warga negara 

dalam mengawasi dan memastikan pemerintah menjalankan 

tugasnya secara adil dan bertanggung jawab. Peserta 

diharapkan mampu mengidentifikasi peran masyarakat dan 

lembaga terkait dalam memperkuat sistem perlindungan 

hukum. 

7. Menyiapkan peserta untuk mampu menerapkan konsep dan 

prinsip perlindungan hukum serta pertanggungjawaban 

pemerintah dalam konteks studi kasus dan praktik nyata di 

lapangan, sehingga mampu memberikan kontribusi positif 

dalam penguatan sistem pemerintahan yang bersih dan 

bertanggung jawab. 

Pendahuluan 

Bab ini membahas aspek penting dalam sistem pemerintahan 

yang berlandaskan hukum, yaitu perlindungan hukum dan 

pertanggungjawaban pemerintah. Dalam sebuah negara yang 

menganut prinsip negara hukum, perlindungan terhadap hak 

warga negara dan akuntabilitas pejabat pemerintahan menjadi 

fondasi utama yang menjamin keadilan dan keberlangsungan 

tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Tanpa 

adanya perlindungan hukum yang memadai, hak-hak warga 

negara dapat terabaikan, dan kekuasaan pemerintah berpotensi 
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disalahgunakan, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas 

dan keadilan sosial. 

Urgensi pembahasan ini semakin nyata di tengah dinamika 

politik dan sosial di Indonesia yang terus berkembang. 

Masyarakat semakin sadar akan hak-haknya dan menuntut 

perlindungan yang adil serta mekanisme pertanggungjawaban 

yang efektif dari pemerintah. Dalam konteks ini, pemahaman 

tentang hak warga negara atas perlindungan hukum menjadi 

sangat penting agar masyarakat mampu menuntut haknya secara 

tepat dan efektif. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban 

pemerintah harus mampu menjamin bahwa setiap tindakan dan 

kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum dan administratif, sehingga tercipta pemerintahan yang 

bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab. 

Penerapan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban 

pemerintah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. 

Masih terdapat kasus-kasus di mana hak warga negara tidak 

terpenuhi secara adil, dan pertanggungjawaban pejabat 

pemerintah seringkali tidak berjalan optimal. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sistem 

hukum dan administrasi yang ada, serta perlunya evaluasi dan 

reformasi agar sistem tersebut mampu bekerja secara optimal 

sesuai prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. 

Pembahasan dalam bab ini akan mengupas secara 

mendalam hak-hak warga negara dalam perlindungan hukum, 

berbagai bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban 

pemerintah, serta analisis kritis terhadap praktik yang 

berlangsung di Indonesia. Dengan pemahaman ini, diharapkan 

peserta mampu melihat secara komprehensif peran sistem 

hukum dalam menjamin hak warga dan memastikan pemerintah 

bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Selain itu, 

peserta juga akan didorong untuk berpikir kritis dan mampu 

memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang 
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muncul dalam praktik perlindungan hukum dan 

pertanggungjawaban pemerintah di Indonesia. 

A. Hak Warga Negara atas Perlindungan Hukum 

Hak warga negara atas perlindungan hukum merupakan salah 

satu pilar utama dalam sistem negara hukum yang menjamin 

bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan 

perlindungan dari kekuasaan negara terhadap hak-haknya. Hak 

ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diimplementasikan 

secara nyata dalam praktik pemerintahan dan kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Mahfud MD (2018), perlindungan 

hukum adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan 

perlindungan dari kekuasaan negara terhadap hak-haknya yang 

dilanggar, serta hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian 

hukum. Hak ini mencakup berbagai aspek, mulai dari 

perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak atas kekayaan, 

hak atas kebebasan berpendapat, hingga hak atas keadilan dalam 

proses peradilan. 

Dalam konteks hukum administrasi negara, hak warga 

negara atas perlindungan hukum menjadi sangat penting karena 

berkaitan langsung dengan hak-hak konstitusional yang dijamin 

oleh UUD 1945. Sebagai contoh, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan 

perlindungan atas hak asasinya, serta hak untuk memperoleh 

keadilan dan perlindungan dari kekuasaan negara. Hak ini 

menegaskan bahwa negara wajib menjamin perlindungan 

terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak atas perlindungan 

hukum dari tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintah 

maupun pihak lain. 

Hak warga negara atas perlindungan hukum juga diatur 

dalam berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi 

Indonesia, seperti International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR). Pasal 14 ICCPR menegaskan bahwa setiap 

orang berhak atas pengakuan atas hak-haknya dalam proses 
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peradilan yang adil dan tidak memihak. Hal ini menunjukkan 

bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat nasional, tetapi 

juga bersifat universal dan harus diimplementasikan secara 

konsisten. 

Contoh nyata dari hak warga negara atas perlindungan 

hukum dapat dilihat dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi 

manusia di Indonesia, seperti kasus pelanggaran hak atas tanah 

dan properti. Dalam kasus Peristiwa Semanggi dan Peristiwa 

Trisakti, warga yang menjadi korban pelanggaran hak 

mendapatkan perlindungan melalui mekanisme hukum, baik 

melalui pengadilan maupun lembaga perlindungan hak asasi 

manusia. Namun, dalam praktiknya, masih banyak warga yang 

mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, 

seperti lambatnya proses peradilan, ketidakadilan, atau bahkan 

intimidasi dari aparat. 

Hak warga negara atas perlindungan hukum juga 

mencakup hak untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan 

pemerintah yang merugikan hak-haknya. Sebagai contoh, warga 

negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) apabila merasa dirugikan oleh keputusan 

administratif yang tidak adil atau melanggar hak 

konstitusionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum 

harus mampu memberikan mekanisme yang efektif dan efisien 

agar hak warga negara dapat terlindungi secara optimal. 

Hak ini sering kali mengalami hambatan, seperti 

ketidakadilan dalam proses peradilan, korupsi, atau 

ketidakpatuhan pejabat pemerintah terhadap putusan 

pengadilan. Sebagai ilustrasi, kasus Gugatan terhadap 

Kebijakan Pembatasan Hak Berpendapat di Indonesia 

menunjukkan bahwa meskipun warga memiliki hak untuk 

menyampaikan pendapat, sering kali pemerintah melakukan 

pembatasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi 

dan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang 
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efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak 

warga secara menyeluruh. 

Perlindungan hukum juga harus mampu menjamin hak 

warga dalam menghadapi kekuasaan negara yang absolut. 

Dalam konteks ini, lembaga peradilan dan lembaga pengawas 

seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak warga 

negara dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai 

contoh, laporan Komnas HAM tentang pelanggaran hak asasi 

manusia di Papua menunjukkan bahwa perlindungan hukum 

terhadap warga di daerah konflik masih sangat perlu 

ditingkatkan agar hak-hak mereka tidak terus-menerus 

dilanggar. 

Dalam kerangka teori perlindungan hukum harus bersifat 

universal, tidak diskriminatif, dan mampu menjamin keadilan 

substantif. Menurut Hart (2012), perlindungan hukum yang 

efektif harus mampu menjamin bahwa hak-hak warga negara 

tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dilaksanakan secara 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, negara 

harus menyediakan mekanisme yang mampu menegakkan hak-

hak tersebut secara adil dan transparan. 

Secara umum hak warga negara atas perlindungan hukum 

merupakan hak asasi yang fundamental dan harus dijamin oleh 

negara melalui sistem hukum yang adil, transparan, dan 

akuntabel. Perlindungan ini menjadi fondasi utama dalam 

menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta sebagai 

instrumen utama dalam menegakkan supremasi hukum dan 

demokrasi di Indonesia. 
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B. Bentuk dan Mekanisme Pertanggung jawaban 

Pemerintahan 

Pertanggungjawaban pemerintah merupakan mekanisme 

penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan 

berlandaskan hukum. Mekanisme ini bertujuan memastikan 

bahwa pejabat dan lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan dan bertanggung jawab atas setiap 

tindakan yang diambil. Dalam konteks hukum administrasi 

negara, pertanggungjawaban ini dapat berbentuk secara hukum 

maupun administratif, dan harus mampu menjamin akuntabilitas 

serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah secara hukum 

meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. 

Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila pejabat 

pemerintah melakukan tindak pidana, seperti korupsi, 

penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hak asasi 

manusia. Sebagai contoh, kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki 

Tjahaja Purnama yang pernah dipidana karena kasus penistaan 

agama menunjukkan bahwa pejabat negara dapat diproses 

secara pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana 

(Kusumawardhani, 2019). 

Pertanggungjawaban perdata biasanya terjadi apabila 

tindakan pemerintah menyebabkan kerugian terhadap warga 

negara atau pihak lain. Dalam hal ini, warga dapat mengajukan 

gugatan perdata terhadap pemerintah di pengadilan, seperti 

gugatan ganti rugi atas keputusan administratif yang merugikan. 

Contohnya adalah gugatan warga terhadap pemerintah terkait 

pembangunan infrastruktur yang merusak lingkungan dan 

menyebabkan kerugian ekonomi. 

Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan 

pelanggaran terhadap aturan administratif dan dapat berupa 

sanksi administratif, pencabutan izin, atau sanksi lain yang 
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diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai ilustrasi, 

pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang 

dapat dikenai sanksi administratif oleh lembaga pengawas 

seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

Selain bentuk-bentuk tersebut, mekanisme 

pertanggungjawaban juga meliputi proses pengawasan dan 

pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara 

seperti DPR, BPK, dan Ombudsman. DPR memiliki fungsi 

pengawasan melalui mekanisme pengawasan dan anggaran, 

sedangkan BPK bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan 

keuangan negara dan pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah. Ombudsman berperan dalam menerima pengaduan 

masyarakat terkait maladministrasi dan penyalahgunaan 

kewenangan. 

Dalam praktiknya mekanisme pertanggungjawaban ini 

sering menghadapi hambatan, seperti budaya impunitas, 

korupsi, dan lemahnya pengawasan. Sebagai contoh, kasus 

Korupsi e-KTP yang melibatkan pejabat tinggi menunjukkan 

bahwa meskipun ada mekanisme hukum dan administratif, 

penegakan pertanggungjawaban sering terhambat oleh faktor 

politik dan kekuasaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang 

efektivitas sistem pertanggungjawaban yang ada dan perlunya 

reformasi agar mekanisme tersebut dapat berjalan secara lebih 

efektif dan adil. 

Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban harus mampu 

menjamin akuntabilitas pejabat publik secara menyeluruh, 

termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

kebijakan. Sistem whistleblowing dan perlindungan saksi juga 

perlu diperkuat agar pejabat dan masyarakat dapat melaporkan 

penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut akan balasan atau 

intimidasi. 

Dalam kerangka teori, pertanggungjawaban pemerintah 

harus bersifat transparan, akuntabel, dan mampu memberikan 
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sanksi yang efektif terhadap pelanggaran. Menurut Mulgan 

(2017), akuntabilitas adalah proses di mana pejabat publik harus 

menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka 

kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Dengan demikian, 

pertanggungjawaban ini menjadi instrumen utama dalam 

menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 

Secara umum, bentuk dan mekanisme 

pertanggungjawaban pemerintah harus mampu menjamin 

bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, adil, 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. 

Implementasi yang efektif dari mekanisme ini akan memperkuat 

sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 

C. Tinjauan Kritis Terhadap Praktik di Indonesia 

Praktik perlindungan hukum dan pertanggungjawaban 

pemerintah di Indonesia menunjukkan berbagai tantangan dan 

hambatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun 

secara formal sistem hukum dan mekanisme 

pertanggungjawaban telah diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, implementasinya sering kali tidak 

berjalan optimal karena berbagai faktor. Salah satu tantangan 

utama adalah budaya impunitas dan korupsi yang masih 

merajalela di berbagai tingkat pemerintahan.  

Menurut KPK (2020), Korupsi di Indonesia masih 

menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem 

pertanggungjawaban yang efektif. Kasus-kasus besar seperti 

Korupsi e-KTP dan Kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa 

meskipun ada mekanisme hukum yang jelas, penegakan hukum 

sering terhambat oleh faktor politik dan kekuasaan. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan 

dan penegakan hukum yang ada. 
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Selain lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal di 

lembaga pemerintahan menyebabkan praktik maladministrasi 

dan penyalahgunaan kekuasaan tetap berlangsung. Banyak 

kasus yang tidak terselesaikan secara adil dan transparan, 

sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan 

pemerintahan menurun. Sebagai contoh, laporan Ombudsman 

RI (2021) menunjukkan bahwa masih banyak kasus 

maladministrasi yang tidak mendapatkan penanganan yang 

memadai, dan prosesnya sering kali lambat serta tidak 

transparan. 

Faktor budaya politik dan kekuasaan juga mempengaruhi 

efektivitas pertanggungjawaban. Banyak pejabat yang merasa 

kebal terhadap sanksi hukum karena adanya perlindungan dari 

kekuasaan politik tertentu. Hal ini menyebabkan ketidakadilan 

dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 

Sebagai ilustrasi, kasus Penyalahgunaan Wewenang oleh 

Pejabat Daerah sering kali tidak diproses secara adil karena 

adanya tekanan politik dari pihak tertentu. 

Selain hambatan internal, kendala lain adalah kurangnya 

kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dan pengawas 

dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan 

independen. Banyak kasus yang terhambat karena kurangnya 

bukti, intimidasi, atau tekanan dari pihak-pihak berkepentingan. 

Hal ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan 

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta lembaga 

pengawas. 

Dalam konteks perlindungan hak warga negara, praktik di 

Indonesia juga menunjukkan bahwa masih banyak warga yang 

tidak mendapatkan perlindungan yang memadai akibat 

ketidakadilan dalam proses hukum. Kasus Pengaduan 

Masyarakat terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia sering 

kali tidak direspon secara serius, dan pelaku pelanggaran sering 

kali tidak diproses secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa 
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sistem perlindungan hukum masih perlu diperkuat agar hak 

warga negara benar-benar terlindungi secara menyeluruh. 

Dari sudut pandang teori, sistem pertanggungjawaban dan 

perlindungan hukum di Indonesia harus mampu menjamin 

keadilan substantif dan tidak hanya formalistik. Menurut 

Mulgan (2017), sistem yang efektif harus mampu menegakkan 

akuntabilitas secara menyeluruh dan mampu memberikan sanksi 

yang tegas terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, reformasi 

kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta budaya hukum 

yang kuat menjadi kunci utama dalam memperbaiki praktik 

yang ada. 

Secara keseluruhan meskipun Indonesia telah memiliki 

kerangka hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang 

cukup lengkap, implementasinya masih menghadapi berbagai 

hambatan struktural dan budaya. Untuk mewujudkan sistem 

perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang efektif, 

diperlukan komitmen politik yang kuat, reformasi kelembagaan, 

serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat 

penegak hukum. Hanya dengan demikian, hak warga negara 

dapat terlindungi secara optimal dan pemerintah dapat 

bertanggung jawab secara adil dan transparan. 

Rangkuman 

Hak warga negara atas perlindungan hukum merupakan fondasi 

utama dalam sistem negara hukum yang menjamin keadilan dan 

perlindungan terhadap hak-hak individu. Perlindungan ini harus 

diimplementasikan secara nyata dan tidak hanya bersifat teoritis. 

Menurut Mahfud MD, perlindungan hukum mencakup hak 

warga untuk mendapatkan perlindungan dari kekuasaan negara 

terhadap hak-haknya yang dilanggar serta hak untuk 

memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Hak ini meliputi 

perlindungan hak asasi manusia, kekayaan, kebebasan 

berpendapat, dan proses peradilan yang adil. 
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Dalam konteks hukum nasional, hak ini dijamin oleh UUD 

1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), serta instrumen 

internasional seperti ICCPR yang menegaskan hak atas proses 

peradilan yang adil. Contoh nyata adalah perlindungan korban 

pelanggaran hak asasi manusia, meskipun praktiknya masih 

menghadapi hambatan seperti lambatnya proses hukum dan 

intimidasi. 

Hak ini juga mencakup hak warga untuk mengajukan 

gugatan terhadap tindakan pemerintah yang merugikan, melalui 

mekanisme seperti PTUN. Namun, hambatan seperti 

ketidakadilan, korupsi, dan ketidakpatuhan pejabat sering 

menghambat perlindungan tersebut. Lembaga pengawas seperti 

Komnas HAM dan lembaga peradilan berperan penting dalam 

memastikan perlindungan hak warga. 

Secara teori perlindungan hukum harus bersifat universal, 

tidak diskriminatif, dan mampu menjamin keadilan substantif. 

Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif dan 

transparan agar hak warga terlindungi secara optimal. 

Dalam praktik di Indonesia, berbagai tantangan seperti 

budaya impunitas, korupsi, dan lemahnya pengawasan masih 

menjadi hambatan utama. Kasus-kasus besar menunjukkan 

perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas 

aparat penegak hukum. Perlindungan hak warga dan 

pertanggungjawaban pemerintah harus berjalan secara adil, 

transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan sistem 

pemerintahan yang bersih dan demokratis. 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian hak warga negara atas perlindungan 

hukum dan mengapa hak ini menjadi salah satu pilar utama 

dalam sistem negara hukum! 
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2. Uraikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang dapat 

diakses warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan 

pemerintahan! 

3. Analisis peran lembaga peradilan dan lembaga pengawas 

dalam menjamin pertanggungjawaban pemerintah di 

Indonesia! 

4. Diskusikan hambatan utama yang dihadapi dalam 

implementasi perlindungan hukum dan pertanggungjawaban 

pemerintah di Indonesia! 

5. Berikan pendapat Anda tentang pentingnya reformasi 

kelembagaan dan budaya hukum dalam memperkuat sistem 

perlindungan hukum dan akuntabilitas di Indonesia! 

Soal Pilihan Berganda 

1. Hak warga negara atas perlindungan hukum menurut Mahfud 

MD mencakup semua hal berikut, kecuali:  

a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia  

b. Hak atas kekayaan pribadi  

c. Hak atas kebebasan berpendapat  

d. Hak atas keadilan dalam proses peradilan 

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap 

orang berhak mendapatkan:  

a. Perlindungan dari kekuasaan negara terhadap hak-haknya  

b. Kebebasan tanpa batas dalam berpendapat  

c. Hak untuk tidak diadili  

d. Hak untuk mengabaikan proses hukum 

3. Salah satu instrumen internasional yang mengatur 

perlindungan hukum adalah:  

a. Universal Declaration of Human Rights  
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b. International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) 

c. Convention on the Rights of the Child  

d. All of the above 

4. Contoh nyata perlindungan hukum terhadap hak warga 

negara dapat dilihat dalam kasus: 

a. Peristiwa Semanggi  

b. Kasus korupsi e-KTP  

c. Kasus pelanggaran hak atas tanah dan property 

d. Semua jawaban benar 

5. Salah satu mekanisme pertanggungjawaban administratif 

adalah:  

a. Pengadilan pidana  

b. Gugatan perdata  

c. Sanksi administratif oleh lembaga pengawas  

d. Pemberian penghargaan 

6. Fungsi utama DPR dalam mekanisme pertanggungjawaban 

pemerintah adalah:  

a. Melakukan audit keuangan 

b. Mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah  

c. Menyusun undang-undang  

d. Melaksanakan penegakan hukum 

7. Hambatan utama dalam penegakan pertanggungjawaban di 

Indonesia adalah: 

a. Budaya impunitas dan korupsi  

b. Kurangnya sumber daya manusia 
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c. Kurangnya peraturan hukum 

d. Tidak adanya lembaga pengawas 

8. Menurut teori Hart, perlindungan hukum yang efektif harus 

mampu:  

a. Mengakui hak secara formal saja  

b. Menjamin hak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari  

c. Mengabaikan keadilan substantif  

d. Mengutamakan kepentingan negara 

9. Salah satu tantangan dalam praktik perlindungan hukum di 

Indonesia adalah:  

a. Ketidakadilan dalam proses hukum 

b. Tingginya tingkat transparansi  

c. Kurangnya warga yang sadar hak  

d. Tidak adanya lembaga pengawas 

10. Dalam konteks pertanggungjawaban pemerintah, sistem 

whisleblowing penting karena: 

a. Memperkuat kekuasaan pejabat 

b. Melindungi pejabat dari sanksi  

c. Memfasilitasi pelaporan penyalahgunaan kekuasaan  

d. Mengurangi transparansi 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah warga melaporkan bahwa sebuah proyek 

pembangunan infrastruktur di daerahnya menyebabkan 

kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat setempat. 

Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan warga 

tersebut untuk menegakkan haknya atas perlindungan hukum 

dan pertanggungjawaban pemerintah! Sertakan peran 
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lembaga terkait dan mekanisme hukum yang dapat 

digunakan. 

2. Sebuah organisasi masyarakat menemukan bahwa pejabat 

daerah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam 

pengelolaan dana desa. Buatlah analisis kritis mengenai 

mekanisme pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan, 

hambatan yang mungkin dihadapi, dan solusi yang dapat 

diterapkan untuk memastikan akuntabilitas pejabat tersebut.  
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BAB 12 

PENEGAKAN HUKUM 

ADMINISTRASI PEMERINTAH 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Memahami konsep dasar pengawasan administrasi dalam 

konteks penegakan hukum administrasi pemerintahan dan 

pentingnya peran pengawasan dalam memastikan tata kelola 

pemerintahan yang efektif dan akuntabel. 

2. Menjelaskan berbagai lembaga yang berperan sebagai 

penegak hukum administrasi, termasuk kedudukannya dalam 

sistem pemerintahan dan mekanisme kerjanya dalam 

menegakkan aturan serta menyelesaikan pelanggaran 

administrasi. 

3. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam 

penegakan hukum administrasi pemerintahan, baik dari aspek 

kelembagaan, sumber daya manusia, maupun faktor politik 

dan sosial yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum 

tersebut. 

4. Menganalisis peran dan fungsi lembaga pengawasan serta 

penegak hukum administrasi dalam menjaga integritas dan 

transparansi pemerintahan, serta mencegah penyalahgunaan 

kewenangan. 

5. Mengkaji studi kasus terkait penegakan hukum administrasi 

pemerintahan di Indonesia untuk memahami dinamika dan 

tantangan nyata yang dihadapi dalam praktiknya. 

6. Mengembangkan pemahaman kritis terhadap mekanisme 

penegakan hukum administrasi dan bagaimana proses 
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tersebut dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas 

pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 

7. Menyusun pandangan dan solusi terhadap permasalahan 

yang muncul dalam penegakan hukum administrasi 

pemerintahan berdasarkan analisis teori dan studi kasus yang 

relevan. 

Pendahuluan 

Penegakan hukum administrasi pemerintahan merupakan salah 

satu pilar utama dalam memastikan bahwa tata kelola 

pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip yang 

berlaku. Dalam konteks pemerintahan yang modern dan 

transparan, pengawasan terhadap administrasi pemerintahan 

menjadi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas pejabat 

publik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa 

adanya mekanisme pengawasan yang efektif, potensi terjadinya 

penyimpangan, korupsi, dan maladministrasi akan semakin 

besar, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. 

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai 

proses pengawasan administrasi, lembaga-lembaga yang 

bertugas sebagai penegak hukum administrasi, serta tantangan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Pengawasan 

administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi 

juga sebagai mekanisme preventif yang mendorong terciptanya 

tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab. 

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang aspek-

aspek ini sangat penting bagi para mahasiswa dan praktisi 

hukum administrasi negara agar mampu mengaplikasikan 

prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemerintahan. 

Keberadaan lembaga penegak hukum administrasi, seperti 

Inspektorat Jenderal, Ombudsman, dan aparat penegak hukum 

lainnya, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa 

setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat 
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pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum dan etika 

pemerintahan. Mereka berfungsi sebagai pengawas internal 

maupun eksternal yang mampu memberikan sanksi atau 

rekomendasi perbaikan apabila ditemukan pelanggaran. 

Penegakan hukum administrasi tidak selalu berjalan 

mulus. Berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber 

daya, politik yang mempengaruhi independensi lembaga, hingga 

budaya administrasi yang belum sepenuhnya mendukung 

transparansi, menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penting 

untuk memahami dinamika ini agar upaya penegakan hukum 

administrasi dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. 

Dengan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa 

mampu mengidentifikasi peran dan fungsi lembaga penegak 

hukum administrasi, memahami tantangan yang dihadapi, serta 

mampu mengusulkan solusi yang konstruktif untuk 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum administrasi 

pemerintahan di Indonesia. Pengetahuan ini akan menjadi dasar 

penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance yang diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan 

yang layak dan berintegritas. 

A. Pengawasan Administrasi 

Pengawasan administrasi merupakan salah satu mekanisme 

penting dalam penegakan hukum administrasi pemerintahan 

yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan 

administratif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sesuai 

dengan ketentuan hukum, prinsip-prinsip good governance, dan 

etika pemerintahan.  

Pengawasan ini berfungsi sebagai alat kontrol yang 

mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan 

penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat 
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dan negara. Secara umum, pengawasan administrasi dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengawasan internal dan 

pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh 

aparat pengawasan yang berada di dalam struktur pemerintahan 

itu sendiri, seperti inspektorat jenderal, badan pengawasan, dan 

unit-unit pengawas internal lainnya. Sedangkan pengawasan 

eksternal dilakukan oleh lembaga di luar pemerintahan, seperti 

Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua 

bentuk pengawasan ini saling melengkapi dan memiliki peran 

strategis dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. 

Pengawasan administrasi memiliki beberapa fungsi 

utama, antara lain: pertama, sebagai alat kontrol terhadap 

pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat pemerintah agar 

tetap berada dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku; 

kedua, sebagai mekanisme pencegahan terhadap terjadinya 

penyimpangan dan maladministrasi; ketiga, sebagai sarana 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; 

dan keempat, sebagai alat untuk memperbaiki dan memperkuat 

tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan 

(Mardiasmo, 2018). 

Contoh nyata dari pengawasan administrasi adalah peran 

inspektorat jenderal di kementerian dan lembaga pemerintah. 

Inspektorat ini bertugas melakukan audit, pemeriksaan, dan 

pengawasan terhadap kegiatan administratif di lingkungan 

instansi yang dipimpinnya. Misalnya, inspektorat di 

Kementerian Keuangan melakukan audit terhadap penggunaan 

anggaran dan pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi 

penyimpangan. Jika ditemukan adanya maladministrasi, 

inspektorat dapat memberikan rekomendasi perbaikan, sanksi 

administratif, bahkan merekomendasikan tindakan hukum jika 

ditemukan unsur pidana. 

Selain inspektorat, lembaga seperti Ombudsman memiliki 

peran penting dalam pengawasan administrasi. Ombudsman 
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bertugas menerima pengaduan masyarakat terkait 

maladministrasi dan melakukan investigasi serta mediasi. 

Sebagai contoh, jika masyarakat mengadukan pelayanan publik 

yang tidak sesuai standar, Ombudsman dapat melakukan 

pemeriksaan dan merekomendasikan perbaikan kepada instansi 

terkait. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya bersifat 

reaktif, tetapi juga preventif, dengan tujuan meningkatkan 

kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan (Mulyadi, 

2020). 

Pengawasan administrasi juga harus mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan 

dinamika sosial. Penggunaan sistem informasi manajemen 

pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, transparan, 

dan akuntabel. Contohnya adalah penerapan e-government yang 

memudahkan pengawasan terhadap proses pengadaan barang 

dan jasa pemerintah secara online, sehingga meminimalisasi 

potensi korupsi dan kolusi. 

Namun, pengawasan administrasi tidak lepas dari berbagai 

tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya 

manusia dan anggaran yang memadai untuk melakukan 

pengawasan secara efektif. Selain itu, budaya administrasi yang 

belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas 

menjadi hambatan utama. Faktor politik dan kepentingan 

tertentu juga dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas 

lembaga pengawas. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, 

lembaga pengawas mengalami tekanan dari kekuasaan politik 

untuk menutup atau mengabaikan temuan maladministrasi 

tertentu (Suharno, 2019). 

Pengawasan administrasi yang efektif juga memerlukan 

kerjasama dan koordinasi antar lembaga pengawas, baik di 

tingkat pusat maupun daerah. Sinergi ini penting agar 

pengawasan dapat dilakukan secara komprehensif dan 
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menyeluruh, serta mampu menindaklanjuti temuan-temuan 

secara cepat dan tepat. Penguatan kapasitas kelembagaan dan 

peningkatan kompetensi aparat pengawas menjadi kunci utama 

dalam meningkatkan efektivitas pengawasan administrasi. 

Dalam konteks Indonesia, pengawasan administrasi masih 

menghadapi berbagai kendala, termasuk budaya korupsi, 

lemahnya penegakan sanksi, dan kurangnya transparansi. Oleh 

karena itu, reformasi sistem pengawasan harus terus dilakukan 

dengan memperkuat lembaga pengawas, memperbaiki regulasi, 

serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 

Pengawasan yang efektif akan mampu menciptakan 

pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu memenuhi 

harapan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. 

B. Lembaga Penegak Hukum Administrasi 

Lembaga penegak hukum administrasi merupakan institusi yang 

memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan dan 

menyelesaikan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh 

pejabat atau lembaga pemerintah. Lembaga ini berfungsi 

sebagai pengawas eksternal maupun internal yang memastikan 

bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan prinsip-prinsip good governance. 

Di Indonesia, beberapa lembaga utama yang berperan 

sebagai penegak hukum administrasi meliputi: 

1. Inspektorat Jenderal 

Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan lembaga internal di 

kementerian dan lembaga pemerintah yang bertugas melakukan 

pengawasan administratif, audit, dan pemeriksaan terhadap 

kegiatan di lingkungan instansi tersebut. Itjen memiliki 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

penggunaan anggaran, keuangan, serta tata kelola administrasi 

lainnya. Sebagai contoh, Inspektorat Jenderal di Kementerian 
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Dalam Negeri melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa 

agar tidak terjadi penyimpangan (Mardiasmo, 2018). 

2.  Ombudsman Republik Indonesia 

Ombudsman adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai 

pengawas eksternal terhadap maladministrasi di sektor 

pelayanan publik. Ombudsman menerima pengaduan 

masyarakat, melakukan investigasi, dan memberikan 

rekomendasi kepada instansi terkait agar memperbaiki 

pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Sebagai contoh, 

Ombudsman pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap 

pelayanan administrasi kependudukan yang lambat dan tidak 

transparan di beberapa daerah (Mulyadi, 2020). 

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

KPK memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi, termasuk yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

kewenangan dan maladministrasi. KPK dapat melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pejabat yang 

terlibat dalam korupsi, serta melakukan supervisi terhadap 

lembaga penegak hukum lainnya. KPK juga berperan dalam 

mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan negara (Suharno, 2019). 

4.  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

PTUN merupakan lembaga peradilan yang berfungsi memeriksa 

dan memutus sengketa administratif antara warga negara dan 

pemerintah. PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan 

keputusan administratif yang bertentangan dengan hukum dan 

prinsip keadilan. Contohnya adalah sengketa terkait izin usaha, 

perizinan lingkungan, dan lain-lain yang diajukan oleh warga 

atau badan hukum (Kusuma, 2021). 
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5. Peran Lembaga lain 

Selain lembaga utama tersebut, terdapat juga lembaga lain 

seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan 

Komisi Informasi yang turut berperan dalam pengawasan dan 

penegakan hukum administrasi di bidangnya masing-masing. 

Peran lembaga-lembaga ini sangat penting dalam menjaga 

integritas pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan 

kewenangan. Keberhasilan mereka sangat bergantung pada 

independensi, kapasitas, dan dukungan politik serta sumber daya 

yang memadai. Sinergi antar lembaga dan partisipasi 

masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat sistem 

penegakan hukum administrasi di Indonesia. 

6. Mekanisme Kerja dan tantangan Lembaga Penegak 

Hukum Administrasi 

Lembaga penegak hukum administrasi menjalankan tugasnya 

melalui mekanisme pemeriksaan, investigasi, dan rekomendasi. 

Mereka harus mampu mengumpulkan bukti, melakukan analisis, 

dan menyusun laporan yang objektif dan akurat. Namun, dalam 

praktiknya, mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti 

tekanan politik, keterbatasan anggaran, dan kurangnya 

dukungan masyarakat. 

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi di tingkat daerah, 

lembaga pengawas sering kali menghadapi hambatan dari 

pejabat yang terlibat, serta kurangnya transparansi dalam proses 

pemeriksaan. Selain itu, proses penegakan hukum yang panjang 

dan birokratis sering kali mengurangi efektivitas lembaga ini 

dalam menegakkan aturan secara cepat dan tegas (Suharno, 

2019). 

Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan 

transparansi, serta perlindungan terhadap aparat pengawas dari 

tekanan eksternal menjadi langkah strategis yang harus 
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dilakukan untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak 

hukum administrasi. Penguatan regulasi yang mendukung 

independensi dan akuntabilitas lembaga ini juga sangat penting 

agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal. 

C. Tantangan Penegakan Hukum Administrasi 

Penegakan hukum administrasi pemerintahan di Indonesia 

menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan 

multidimensional. Tantangan ini tidak hanya bersifat 

kelembagaan, tetapi juga menyangkut aspek budaya, politik, dan 

sosial yang mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. 

1.  Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas 

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya 

manusia dan anggaran yang memadai. Banyak lembaga 

pengawas dan penegak hukum administrasi kekurangan tenaga 

ahli yang kompeten dan perangkat teknologi yang memadai 

untuk melakukan pengawasan secara efektif. Sebagai contoh, 

Inspektorat dan Ombudsman sering kali kekurangan staf yang 

memiliki kompetensi tinggi dalam bidang audit dan investigasi 

(Mulyadi, 2020). 

2.  Budaya Administrasi yang Kurang Transparan 

Budaya administrasi yang belum sepenuhnya mendukung 

transparansi dan akuntabilitas menjadi hambatan besar. Banyak 

pejabat dan pegawai pemerintah yang masih menganggap 

bahwa penyimpangan administratif adalah hal yang biasa dan 

tidak berisiko tinggi. Hal ini diperkuat oleh budaya impunitas 

dan minimnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran 

(Kusuma, 2021). 

3. Pengaruh Politik dan Kepentingan Ekonomi 

Pengaruh politik dan kepentingan ekonomi sering kali 

menghambat proses penegakan hukum administrasi. Lembaga 

pengawas dan penegak hukum sering kali mengalami tekanan 
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dari kekuasaan politik untuk menutup atau mengabaikan temuan 

maladministrasi tertentu. Sebagai contoh, kasus-kasus korupsi 

yang melibatkan pejabat politik tingkat tinggi sering kali 

mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum (Suharno, 

2019). 

4. Kompleksitas Hukum dan Regulasi 

Kerumitan regulasi dan ketidakjelasan norma hukum juga 

menjadi hambatan dalam penegakan hukum administrasi. 

Banyak aturan yang tumpang tindih dan tidak konsisten, 

sehingga menyulitkan aparat dalam menegakkan aturan secara 

tegas dan konsisten. Hal ini menyebabkan terjadinya interpretasi 

yang berbeda-beda dan memperlambat proses penegakan hukum 

(Kusuma, 2021). 

5.  Kurangnya Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan administrasi masih 

rendah. Kurangnya kesadaran dan akses informasi 

menyebabkan masyarakat sulit untuk berperan aktif dalam 

mengawasi dan melaporkan maladministrasi. Padahal, 

partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bentuk kontrol 

sosial yang memperkuat efektivitas pengawasan (Mulyadi, 

2020). 

6. Solusi dan Strategi Mengatasi Tantangan 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan berbagai 

langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan 

melalui pelatihan dan pengembangan SDM, reformasi regulasi 

untuk menyederhanakan dan memperjelas norma hukum, serta 

penguatan mekanisme partisipasi masyarakat melalui 

transparansi dan akses informasi. Selain itu, perlu adanya 

perlindungan hukum terhadap aparat pengawas dari tekanan 

eksternal dan politik agar mereka dapat menjalankan tugasnya 

secara independen dan objektif (Suharno, 2019). 
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Penguatan budaya anti-korupsi dan peningkatan kesadaran 

hukum di kalangan pejabat dan masyarakat juga menjadi kunci 

utama dalam memperkuat penegakan hukum administrasi. 

Melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan, 

diharapkan akan terbentuk budaya pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan bertanggung jawab. 

7. Studi Kasus: Kasus Korupsi di Pemerintah Daerah 

Sebagai ilustrasi, kasus korupsi di Pemerintah Daerah 

Kabupaten X menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan 

internal dan eksternal, serta budaya impunitas, menyebabkan 

penyimpangan anggaran yang besar. Setelah dilakukan 

investigasi oleh KPK dan Ombudsman, ditemukan bahwa 

kurangnya pengawasan dan lemahnya sanksi menyebabkan 

pelanggaran terus berulang. Upaya perbaikan dilakukan dengan 

memperkuat peran inspektorat dan meningkatkan transparansi 

pengelolaan keuangan daerah, namun proses ini memerlukan 

waktu dan komitmen politik yang kuat (Suharno, 2019). 

Pengalaman ini menunjukkan bahwa penegakan hukum 

administrasi harus didukung oleh sistem yang kokoh, budaya 

yang mendukung transparansi, serta komitmen politik yang 

tinggi untuk menindak tegas pelanggaran administratif. Tanpa 

hal tersebut, upaya penegakan hukum akan tetap terbatas dan 

tidak mampu memberikan efek jera yang nyata. 

Rangkuman 

Pengawasan administrasi merupakan mekanisme penting dalam 

penegakan hukum pemerintahan yang bertujuan memastikan 

kegiatan administratif pejabat sesuai hukum, prinsip good 

governance, dan etika. Pengawasan ini berfungsi sebagai alat 

kontrol untuk mencegah penyimpangan, maladministrasi, dan 

penyalahgunaan kewenangan. Terdapat dua jenis pengawasan, 

yaitu internal yang dilakukan oleh aparat di dalam pemerintahan 
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seperti inspektorat dan eksternal oleh lembaga seperti 

Ombudsman dan KPK. Fungsi utama pengawasan meliputi 

kontrol pelaksanaan tugas, pencegahan maladministrasi, 

peningkatan efisiensi pelayanan publik, dan memperkuat tata 

kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Contoh nyata adalah peran inspektorat dalam audit 

keuangan dan pengawasan di kementerian, serta peran 

Ombudsman dalam menerima pengaduan masyarakat. 

Penggunaan teknologi seperti e-government mendukung 

pengawasan yang lebih cepat dan transparan. Kendala yang 

dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, budaya 

administrasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi, 

pengaruh politik, kompleksitas regulasi, dan rendahnya 

partisipasi masyarakat. Upaya mengatasi tantangan meliputi 

peningkatan kapasitas, reformasi regulasi, dan penguatan 

partisipasi masyarakat. 

Lembaga penegak hukum administrasi seperti inspektorat, 

Ombudsman, KPK, dan PTUN memiliki peran penting dalam 

menjaga integritas pemerintahan. Mereka menjalankan 

mekanisme pemeriksaan dan investigasi, namun menghadapi 

hambatan seperti tekanan politik dan keterbatasan sumber daya. 

Penguatan kelembagaan dan perlindungan terhadap aparat 

menjadi kunci keberhasilan. 

Tantangan utama dalam penegakan hukum administrasi 

meliputi keterbatasan sumber daya, budaya tidak transparan, 

pengaruh politik, kerumitan regulasi, dan rendahnya partisipasi 

masyarakat. Solusinya meliputi peningkatan kapasitas, 

reformasi regulasi, dan peningkatan kesadaran hukum. Studi 

kasus di pemerintahan daerah menunjukkan pentingnya 

pengawasan yang kuat dan komitmen politik untuk menekan 

penyimpangan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. 
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Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian pengawasan administrasi dan mengapa 

mekanisme ini penting dalam penegakan hukum administrasi 

pemerintahan! 

2. Uraikan perbedaan antara pengawasan internal dan 

pengawasan eksternal dalam konteks pengawasan 

administrasi! 

3. Sebutkan dan jelaskan fungsi utama dari pengawasan 

administrasi dalam tata kelola pemerintahan! 

4. Analisis peran lembaga Ombudsman dalam pengawasan 

administrasi dan bagaimana mereka berkontribusi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik! 

5. Diskusikan tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan 

hukum administrasi di Indonesia dan berikan solusi yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut! 

Soal Pilihan Berganda 

1. Pengawasan administrasi bertujuan utama untuk: 

a. Meningkatkan jumlah pegawai pemerintah  

b. Menjamin kegiatan administratif sesuai hukum dan 

prinsip good governance  

c. Mengurangi anggaran pemerintah 

d. Meningkatkan jumlah peraturan baru 

2. Pengawasan internal dilakukan oleh:  

a. Ombudsman 

b. KPK 

c. Inspektorat jenderal  
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d. Pengadilan Negeri 

3. Lembaga yang berfungsi menerima pengaduan masyarakat 

terkait maladministrasi adalah:  

a. KPK 

b. PTUN 

c. Ombudsman  

d. BPK 

4. Salah satu contoh tugas Inspektorat Jenderal adalah:  

a. Menyusun undang-undang 

b. Melakukan audit penggunaan anggaran 

c. Mengadili sengketa administrative 

d. Melakukan investigasi tindak pidana korupsi 

5. KPK memiliki kewenangan utama dalam:  

a. Menyusun peraturan pemerintah 

b. Menegakkan hukum pidana korupsi  

c. Mengawasi pengadilan  

d. Melakukan audit keuangan 

6. PTUN berperan dalam menyelesaikan sengketa:   

a. Hukum pidana  

b. Administratif 

c. Perdata  

d. Perburuhan 

7. Tantangan utama dalam penegakan hukum administrasi di 

Indonesia meliputi:  

a. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran  
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b. Banyaknya lembaga pengawas  

c. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat  

d. Kurangnya peraturan perundang-undangan 

8. Salah satu hambatan dalam pengawasan administrasi adalah:  

a. Transparansi yang berlebihan  

b. Tekanan politik dan kepentingan tertentu  

c. Ketersediaan teknologi informasi 

d. Tingginya partisipasi masyarakat 

9. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 

pengawasan administrasi adalah: 

a. Mengurangi jumlah lembaga pengawas  

b. Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga 

pengawas 

c. Mengurangi transparansi dalam proses pengawasan  

d. Mengurangi peran masyarakat dalam pengawasan 

10. Salah satu contoh studi kasus yang relevan dalam penegakan 

hukum administrasi adalah 

a. Kasus korupsi di perusahaan swasta 

b. Kasus penyalahgunaan anggaran di pemerintah daerah  

c. Sengketa perdata antar warga  

d. Perubahan kebijakan ekonomi nasional 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Sebuah pemerintah daerah diduga melakukan 

penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan 

infrastruktur. Buatlah rencana langkah-langkah pengawasan 

yang harus dilakukan oleh lembaga pengawas internal dan 
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eksternal untuk mengungkap dan menindaklanjuti kasus 

tersebut! Jelaskan peran masing-masing lembaga dan 

tantangan yang mungkin dihadapi. 

2. Sebuah masyarakat mengadukan pelayanan administrasi 

yang lambat dan tidak transparan di kantor catatan sipil. 

Sebagai mahasiswa, buatlah analisis mengenai peran 

Ombudsman dalam menyelesaikan pengaduan tersebut dan 

usulkan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan 

efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di instansi 

terkait! " " 
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BAB 13 

PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Memahami pengertian dan ruang lingkup Peradilan Tata 

Usaha Negara sebagai bagian penting dari sistem hukum 

administrasi di Indonesia. 

2. Mengetahui prosedur dan kewenangan yang dimiliki oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam 

menyelesaikan sengketa administratif. 

3. Menganalisis proses dan tahapan dalam penyelesaian perkara 

di PTUN serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitasnya. 

4. Mengidentifikasi jenis-jenis putusan PTUN dan memahami 

implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan dan hak 

warga negara. 

5. Menjelaskan peran dan fungsi PTUN dalam menjaga prinsip 

keadilan administratif serta memperkuat supremasi hukum 

dalam administrasi negara. 

6. Mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam 

penegakan putusan PTUN serta upaya-upaya untuk 

meningkatkan efektivitas lembaga ini. 

7. Mengaplikasikan pemahaman tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara dalam konteks studi kasus dan situasi nyata di 

lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. 
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Pendahuluan 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu 

instrumen penting dalam sistem hukum administrasi di 

Indonesia. Keberadaan PTUN tidak hanya sebagai wadah 

penyelesaian sengketa administratif, tetapi juga sebagai penjaga 

agar tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum 

yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, keberadaan PTUN 

menjadi sangat krusial karena memberikan ruang bagi warga 

negara dan badan hukum untuk menuntut keadilan apabila 

merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif 

yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, 

PTUN berfungsi sebagai pengawal hak-hak warga negara 

sekaligus sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan 

administratif. 

Pengantar mengenai Peradilan Tata Usaha Negara perlu 

dipahami secara mendalam karena keberadaannya berimplikasi 

langsung terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam 

administrasi pemerintahan. Melalui PTUN, masyarakat 

memiliki jalur resmi untuk mengajukan keberatan, gugatan, 

maupun permohonan pembatalan terhadap keputusan 

administratif yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan 

tidak dapat bertindak sewenang-wenang, dan setiap tindakan 

administratif harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Pemahaman tentang prosedur dan kewenangan PTUN 

sangat penting agar masyarakat dan aparat pemerintahan 

memahami batas-batas kekuasaan dan tanggung jawab masing-

masing. Proses penyelesaian sengketa di PTUN meliputi 

tahapan-tahapan yang harus diikuti secara sistematis dan 

transparan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, 

hingga putusan akhir. Kewenangan PTUN dalam memeriksa 

dan memutus perkara administratif memberikan kekuatan 

hukum yang mengikat, sehingga hasil putusannya memiliki 
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dampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan hak-

hak warga negara. 

Pemahaman tentang putusan PTUN dan implikasinya 

sangat penting karena dapat mempengaruhi kebijakan 

pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum 

administrasi. Putusan yang adil dan tepat akan memperkuat 

prinsip supremasi hukum dan memastikan bahwa tindakan 

pemerintah selalu berada dalam kerangka hukum yang berlaku. 

Sebaliknya, jika proses dan hasil putusan tidak dikelola dengan 

baik, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian 

hukum yang merugikan semua pihak. 

Dalam konteks Indonesia tantangan dalam penegakan 

putusan PTUN masih cukup kompleks, termasuk hambatan 

administratif, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, 

serta dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi 

independensi lembaga peradilan ini. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam tentang mekanisme kerja PTUN 

sangat diperlukan agar para mahasiswa mampu 

mengaplikasikan konsep ini secara kritis dan konstruktif dalam 

praktik pemerintahan maupun dalam studi hukum administrasi. 

Dengan memahami secara komprehensif tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan mahasiswa mampu 

menilai peran dan fungsi lembaga ini secara objektif, serta 

mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang 

dihadapi. Pengetahuan ini juga akan memperkuat kompetensi 

mahasiswa dalam mengkaji aspek hukum administrasi secara 

lebih luas dan mendalam, serta mempersiapkan mereka menjadi 

profesional yang mampu berkontribusi dalam penegakan hukum 

dan keadilan di bidang pemerintahan. 
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A. Pengantar Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian 

integral dari sistem peradilan di Indonesia yang berfungsi 

sebagai mekanisme penyelesaian sengketa administratif antara 

warga negara atau badan hukum dengan pejabat atau badan 

administratif pemerintah. Keberadaan PTUN didasarkan pada 

prinsip bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh 

pejabat pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum dan dapat diajukan keberatannya melalui mekanisme 

peradilan yang independen dan objektif. Dalam konteks 

pemerintahan, PTUN berperan sebagai penjaga agar kekuasaan 

administratif tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang 

berlaku, serta sebagai pelindung hak-hak warga negara terhadap 

tindakan administratif yang merugikan. 

Secara historis keberadaan PTUN di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, yang kemudian mengalami beberapa 

perubahan dan penyempurnaan, termasuk melalui Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004. PTUN memiliki kedudukan 

sebagai pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk 

memeriksa dan memutus sengketa administratif, baik yang 

bersifat perdata maupun administratif, yang timbul dari 

keputusan atau tindakan pejabat pemerintah yang bersifat 

administratif (Suharno, 2018). 

Fungsi utama PTUN adalah memastikan bahwa tindakan 

administratif pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum, serta memberikan perlindungan hukum kepada warga 

negara dan badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan 

administratif tersebut. Dengan demikian, PTUN tidak hanya 

berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai 

instrumen kontrol terhadap kekuasaan administratif agar tetap 

berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Hal ini sejalan 
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dengan prinsip supremasi hukum yang menjadi dasar dari sistem 

pemerintahan negara hukum (Kelsen, 2017). 

Dalam praktiknya, PTUN memiliki peran strategis dalam 

menjaga keadilan administratif dan memperkuat prinsip good 

governance. Melalui putusan-putusan yang dihasilkannya, 

PTUN mampu menegakkan keadilan dan memastikan bahwa 

tindakan pemerintah tidak melampaui batas kewenangannya, 

serta tidak melanggar hak-hak warga negara. Sebagai contoh, 

dalam kasus pembatalan izin usaha yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah, warga negara dapat mengajukan gugatan ke 

PTUN jika merasa bahwa keputusan tersebut tidak sesuai 

dengan prosedur yang berlaku atau bertentangan dengan 

ketentuan hukum (Suharno, 2018). 

PTUN juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan 

kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem pemerintahan. Dengan adanya mekanisme 

pengadilan yang independen, masyarakat merasa memiliki jalur 

resmi untuk menuntut keadilan apabila merasa dirugikan oleh 

tindakan administratif pemerintah. Hal ini penting agar 

pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan selalu 

mengedepankan prinsip keadilan serta akuntabilitas. 

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, PTUN memiliki 

kedudukan yang strategis karena mampu mengintegrasikan 

prinsip-prinsip hukum administrasi dan hukum tata usaha negara 

ke dalam satu wadah peradilan yang khusus. Keberadaan PTUN 

juga memperkuat sistem checks and balances antara kekuasaan 

eksekutif dan warga negara, serta memastikan bahwa kekuasaan 

administratif dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku (Suharno, 2018). 

Secara umum pengantar mengenai PTUN menegaskan 

bahwa lembaga ini merupakan bagian penting dari sistem 

hukum administrasi di Indonesia yang berfungsi sebagai 

pelindung hak warga negara dan pengawal supremasi hukum 
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dalam tata kelola pemerintahan. Dengan mekanisme yang 

transparan dan adil, PTUN mampu memberikan kontribusi nyata 

dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

berkeadilan. 

B. Prosedur dan Kewenangan PTUN 

Prosedur penyelesaian sengketa di PTUN diatur secara rinci 

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara. Prosedur ini dimulai dari tahap pengajuan 

gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan 

atau tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat 

pemerintah. Gugatan diajukan secara tertulis kepada Panitera 

Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah tempat keputusan atau 

tindakan administratif tersebut diambil. 

Gugatan harus memuat identitas penggugat dan tergugat, 

uraian singkat mengenai pokok sengketa, dasar hukum yang 

digunakan, serta permintaan yang diajukan. Setelah gugatan 

diterima, Panitera akan mendaftarkan dan memprosesnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tahapan penting 

dalam proses ini adalah pemeriksaan awal, di mana pengadilan 

akan memeriksa kelengkapan administrasi dan syarat formil 

gugatan. Jika gugatan memenuhi syarat, maka sidang 

pemeriksaan pokok perkara akan dilaksanakan. Kewenangan 

PTUN sangat luas dan mencakup beberapa aspek utama, antara 

lain: 

1. Menguji Keabsahan Keputusan Administratif 

PTUN berwenang untuk memeriksa dan memutus apakah 

keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat 

pemerintah telah sesuai dengan prosedur, peraturan perundang-

undangan, dan asas-asas hukum yang berlaku. Jika terbukti 

bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan hukum, maka 
pengadilan dapat membatalkan atau mencabut keputusan 

tersebut (Suharno, 2018). 
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2. Membatalkan Keputusan yang Tidak Sah 

PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan 

administratif yang tidak sah, tidak berdasarkan prosedur yang 

benar, atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Contohnya, 

jika sebuah izin usaha dikeluarkan tanpa melalui prosedur yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan, PTUN dapat 

membatalkan keputusan tersebut. 

3. Mengeluarkan Perintah atau Instruksi 

Selain membatalkan keputusan, PTUN juga dapat mengeluarkan 

perintah kepada pejabat pemerintah untuk melaksanakan atau 

menghentikan tindakan tertentu yang berkaitan dengan 

sengketa. Misalnya, perintah agar pejabat pemerintah 

menghentikan pelaksanaan suatu kebijakan yang bertentangan 

dengan hukum. 

4.  Menetapkan Ganti Rugi 

Dalam beberapa kasus, PTUN juga berwenang untuk 

memerintahkan pemerintah membayar ganti rugi kepada pihak 

yang dirugikan akibat tindakan administratif yang tidak sah atau 

melanggar hak-hak warga negara. 

5. Memberikan Putusan yang Mengikat 

Putusan PTUN bersifat final dan mengikat bagi semua pihak 

terkait, termasuk pejabat pemerintah yang bersangkutan. Jika 

salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut, dapat 

mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara, dan selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung 

(Suharno, 2018). 

Prosedur dan kewenangan ini menunjukkan bahwa PTUN 

memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa 

tindakan administratif pemerintah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum dan tidak melampaui batas kewenangannya. 

Dengan demikian, keberadaan PTUN sebagai lembaga peradilan 
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khusus sangat vital dalam menjaga prinsip keadilan dan 

supremasi hukum dalam administrasi negara. 

C. Putusan PTUN dan Implikasinya bagi 

Pemerintahan 

Putusan PTUN memiliki dampak yang signifikan terhadap tata 

kelola pemerintahan dan hak-hak warga negara. Secara umum, 

putusan ini dapat berupa pembatalan, pengabulan, atau 

penolakan terhadap gugatan yang diajukan. Keputusan ini 

bersifat final dan mengikat, serta memiliki kekuatan hukum 

tetap yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintah terkait. 

1. Implikasi Positif 

Salah satu implikasi utama dari putusan PTUN adalah 

terwujudnya keadilan administratif. Jika pemerintah melakukan 

tindakan yang melanggar prosedur atau bertentangan dengan 

ketentuan hukum, maka PTUN dapat membatalkan keputusan 

tersebut, sehingga mengembalikan hak warga negara yang 

dirugikan. Sebagai contoh, dalam kasus Gugatan terhadap 

Penerbitan Izin Usaha oleh Pemerintah Daerah, putusan PTUN 

yang membatalkan izin tersebut akan memaksa pemerintah 

daerah untuk melakukan proses ulang sesuai prosedur yang 

benar, sehingga memastikan bahwa kebijakan yang diambil 

benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum (Suharno, 2018). 

Putusan PTUN juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam pemerintahan. Dengan adanya pengawasan 

melalui mekanisme peradilan, pejabat pemerintah akan lebih 

berhati-hati dalam mengambil keputusan administratif, karena 

tahu bahwa setiap tindakan mereka dapat diaudit dan 

dipertanggungjawabkan di pengadilan. 

2. Implikasi Negatif dan Tantangan 

Namun, di sisi lain, implementasi putusan PTUN tidak selalu 

berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi 
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keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pengadilan, 

serta hambatan administratif yang memperlambat proses 

penyelesaian perkara. Contohnya, dalam kasus Gugatan 

terhadap Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 

proses persidangan yang memakan waktu lama dapat 

mengurangi efektivitas lembaga ini dalam memberikan keadilan 

secara cepat (Suharno, 2018). 

Ada kekhawatiran bahwa beberapa pejabat pemerintah 

enggan melaksanakan putusan PTUN, terutama jika putusan 

tersebut merugikan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. 

Hal ini dapat mengurangi efektivitas lembaga peradilan dan 

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem 

hukum administrasi. 

3. Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan 

Putusan PTUN yang adil dan tegas akan memperkuat prinsip 

supremasi hukum dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. 

Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam merumuskan 

kebijakan dan mengambil keputusan administratif, karena tahu 

bahwa ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang 

dapat menindaklanjuti jika terjadi penyimpangan. Sebaliknya, 

jika putusan PTUN diabaikan atau tidak dilaksanakan, hal ini 

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. 

4. Studi Kasus 

Sebagai ilustrasi, dalam kasus Gugatan terhadap Penerbitan 

Izin Lingkungan oleh Pemerintah, PTUN memutuskan untuk 

membatalkan izin tersebut karena tidak memenuhi prosedur 

analisis dampak lingkungan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Putusan ini tidak hanya melindungi hak 

masyarakat untuk lingkungan yang sehat, tetapi juga 

menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan prosedur 

yang benar dalam menerbitkan izin (Suharno, 2018). Implikasi 
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dari putusan ini adalah pemerintah harus melakukan proses 

ulang dan memastikan bahwa semua prosedur diikuti, sehingga 

kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan ketentuan 

hukum. 

Rangkuman 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian 

penting dari sistem peradilan di Indonesia yang berfungsi 

menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara atau 

badan hukum dengan pejabat atau badan pemerintah. 

Keberadaan PTUN didasarkan pada prinsip bahwa tindakan 

administratif harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 

dan diajukan keberatannya melalui mekanisme pengadilan yang 

independen. PTUN berperan sebagai penjaga agar kekuasaan 

administratif tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan 

sebagai pelindung hak warga negara terhadap tindakan yang 

merugikan. 

Secara historis, PTUN diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 dan kemudian disempurnakan melalui 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Fungsi utamanya adalah 

memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai hukum dan 

memberikan perlindungan hukum kepada warga negara serta 

badan hukum. PTUN juga berfungsi sebagai instrumen kontrol 

terhadap kekuasaan administratif agar tetap dalam kerangka 

hukum yang berlaku. 

Dalam praktiknya, PTUN memiliki kewenangan menguji 

keabsahan keputusan administratif, membatalkan keputusan 

yang tidak sah, mengeluarkan perintah, menetapkan ganti rugi, 

dan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. 

Prosedur penyelesaian sengketa dimulai dari pengajuan gugatan 

secara tertulis, pemeriksaan administrasi, hingga sidang pokok 

perkara. 
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Putusan PTUN memiliki dampak besar terhadap tata kelola 

pemerintahan dan hak warga negara. Implikasi positifnya adalah 

terciptanya keadilan administratif, peningkatan akuntabilitas, 

dan transparansi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber 

daya dan ketidakpatuhan terhadap putusan masih menjadi 

hambatan. Keberadaan PTUN tetap menjadi pilar penting dalam 

memastikan pemerintahan yang bersih, adil, dan berkeadilan. 

Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) serta peran pentingnya dalam sistem hukum 

administrasi di Indonesia. 

2. Uraikan prosedur pengajuan gugatan ke PTUN dan tahapan-

tahapan utama dalam proses penyelesaian sengketa 

administratif. 

3. Analisis kewenangan PTUN dalam membatalkan keputusan 

administratif yang tidak sah dan berikan contoh kasus yang 

relevan. 

4. Jelaskan dampak dan implikasi dari putusan PTUN terhadap 

tata kelola pemerintahan dan hak warga negara. 

5. Diskusikan tantangan utama yang dihadapi PTUN dalam 

menegakkan putusan dan upaya apa yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini. 

Soal Pilihan Berganda 

1. Apa yang menjadi dasar utama keberadaan PTUN di 

Indonesia?  

a. Untuk memperkuat kekuasaan eksekutif  

b. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa administratif 

secara independen  

c. Untuk mengatur prosedur peradilan pidana 
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 d. Sebagai lembaga legislatif baru 

2. Dalam proses pengajuan gugatan ke PTUN, gugatan harus 

diajukan secara:  

a. Lisan langsung ke hakim  

b. Melalui media social 

c. Secara tertulis kepada Panitera Pengadilan  

d. Melalui surat kabar 

3. Kewenangan PTUN meliputi semua hal berikut, kecuali:  

a. Menguji keabsahan keputusan administratif  

b. Membatalkan keputusan yang tidak sah 

c. Menuntut pidana terhadap pejabat pemerintah  

d. Mengeluarkan perintah kepada pejabat pemerintah 

4. Putusan PTUN bersifat:  

a. Sementara dan dapat diabaikan 

b. Final dan mengikat semua pihak  

c. Hanya rekomendasi tanpa kekuatan hukum 

d. Tidak memiliki kekuatan hukum 

5. Salah satu fungsi utama PTUN adalah:  

a. Menetapkan undang-undang baru  

b. Menjaga agar tindakan administratif sesuai ketentuan 

hukum  

c. Mengawasi kegiatan legislatif  

d. Mengelola anggaran pemerintah 
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6. Dalam hal gugatan terhadap izin usaha yang dikeluarkan 

tanpa prosedur yang benar, PTUN dapat:  

a. Menguatkan keputusan tersebut  

b. Membatalkan keputusan tersebut  

c. Mengabaikan gugatan tersebut 

d. Menyerahkan ke Mahkamah Agung 

7. Salah satu tantangan yang dihadapi PTUN adalah:  

a. Kurangnya kewenangan dalam memeriksa sengketa 

b. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas 

pengadilan 

c. Tidak memiliki dasar hukum yang jelas  

d. Tidak diakui oleh pemerintah 

8. Implikasi positif dari putusan PTUN adalah:  

a. Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

b. Meningkatkan keadilan administratif dan akuntabilitas 

pemerintah  

c. Membuat proses administratif menjadi lebih lambat  

d. Mengurangi perlindungan hak warga negara 

9. Dalam konteks penyelesaian sengketa, PTUN dapat 

mengeluarkan perintah yang bersifat:  

a. Mengikat dan harus dilaksanakan 

b. Hanya sebagai saran  

c. Tidak memiliki kekuatan hukum  

d. Bersifat sementara dan tidak mengikat 
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10. Salah satu contoh kasus yang relevan untuk gugatan ke 

PTUN adalah: 

a. Sengketa antar perusahaan swasta 

b. Pembatalan izin lingkungan yang tidak sesuai prosedur  

c. Kasus pidana korupsi 

d. Sengketa waris keluarga 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Seorang warga mengajukan gugatan ke PTUN karena izin 

usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dianggap 

tidak mengikuti prosedur yang berlaku dan merugikan 

lingkungan sekitar. Jelaskan langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh warga tersebut dalam proses gugatan dan 

kemungkinan hasil yang dapat diperoleh dari PTUN. 

2. Sebuah perusahaan mengajukan gugatan terhadap keputusan 

pemerintah yang membatalkan izin usaha mereka karena 

alasan prosedural. Analisis bagaimana PTUN akan menilai 

gugatan tersebut dan apa saja faktor yang mempengaruhi 

putusan pengadilan dalam kasus ini.  
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BAB 14 

STUDI KASUS DAN APLIKASI 

TEORI HUKUM ADMINISTRASI 

NEGARA 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mampu memahami pentingnya studi kasus dan 

aplikasi teori dalam konteks Hukum Administrasi Negara 

sebagai bagian dari proses pembelajaran yang mendalam dan 

kontekstual. 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis 

berbagai studi kasus nasional dan lokal yang relevan dengan 

prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, sehingga 

mampu mengaitkan teori dengan praktik nyata di lapangan. 

3. Mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan analisis 

kritis terhadap kasus-kasus yang diangkat, dengan 

memperhatikan aspek hukum, administratif, dan sosial yang 

melingkupinya. 

4. Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan teoritis dalam 

menilai dan menyusun solusi terhadap permasalahan yang 

muncul dalam studi kasus, sehingga memperkuat kompetensi 

dalam pemecahan masalah hukum administrasi. 

5. Mahasiswa mampu melakukan refleksi terhadap praktik 

pemerintahan dan administrasi negara berdasarkan hasil 

analisis kasus, guna meningkatkan pemahaman tentang 

dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi 

hukum administrasi. 

6. Mahasiswa mampu menyusun laporan dan presentasi yang 

sistematis dan komprehensif mengenai studi kasus yang 
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dipilih, sebagai bagian dari pengembangan kemampuan 

komunikasi dan argumentasi ilmiah. 

7. Mahasiswa mampu menilai relevansi dan efektivitas teori 

hukum administrasi dalam menyelesaikan permasalahan 

nyata, serta mengidentifikasi peluang pengembangan konsep 

dan pendekatan baru dalam bidang ini. 

Pendahuluan 

Pembahasan mengenai studi kasus dan aplikasi teori dalam 

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian penting dalam 

proses pembelajaran yang bertujuan untuk menghubungkan 

antara teori dan praktik. Dalam konteks ini, studi kasus tidak 

hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami konsep-konsep 

dasar, tetapi juga sebagai sarana untuk mengasah kemampuan 

analisis kritis dan pemecahan masalah yang kompleks. Melalui 

pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat secara 

nyata bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi diterapkan 

dalam situasi nyata, baik di tingkat nasional maupun lokal. 

Urgensi dari bagian ini terletak pada kenyataan bahwa 

hukum administrasi tidak dapat dipahami secara sepihak dari 

sudut pandang teoretis semata. Praktik pemerintahan dan 

administrasi negara seringkali menghadapi dinamika yang tidak 

selalu sesuai dengan teori ideal. Oleh karena itu, studi kasus 

menjadi jembatan penting untuk memahami tantangan, 

hambatan, serta solusi yang diambil dalam praktik. Dengan 

mempelajari kasus-kasus nyata, mahasiswa dapat memperoleh 

wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-

prinsip hukum administrasi diimplementasikan, serta bagaimana 

peran dan tanggung jawab pejabat pemerintahan dalam menjaga 

tata kelola pemerintahan yang baik. 

Analisis teoritis terhadap kasus terpilih memungkinkan 

mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan 

argumentatif. Mereka diajak untuk tidak hanya memahami apa 

yang terjadi, tetapi juga menilai apakah tindakan yang diambil 
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sesuai dengan ketentuan hukum dan asas-asas pemerintahan 

yang baik. Melalui refleksi dan evaluasi ini, diharapkan 

mahasiswa mampu mengidentifikasi kekurangan, peluang 

perbaikan, dan inovasi dalam praktik pemerintahan yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum administrasi. 

Pembelajaran ini juga penting untuk membekali 

mahasiswa agar mampu berkontribusi secara aktif dalam proses 

pengawasan dan pengembangan kebijakan pemerintahan. 

Dengan memahami studi kasus dan aplikasi teori secara 

mendalam, mereka diharapkan mampu memberikan masukan 

yang konstruktif dan berbasis analisis ilmiah terhadap dinamika 

pemerintahan di Indonesia. Pada akhirnya, bagian ini bertujuan 

untuk menumbuhkan sikap kritis, analitis, dan inovatif dalam 

diri mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengguna 

teori, tetapi juga pelaku dan pengembang ilmu hukum 

administrasi yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. 

A. Studi Kasus Nasional dan Lokal 

Studi kasus merupakan salah satu metode penting dalam 

pembelajaran hukum administrasi negara karena mampu 

menghubungkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Melalui 

studi kasus, mahasiswa dapat memahami secara mendalam 

bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi diterapkan dalam 

konteks tertentu, serta menilai efektivitas dan konsistensinya 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks nasional, 

salah satu contoh kasus yang relevan adalah kasus korupsi di 

lingkungan pemerintahan pusat, seperti kasus korupsi yang 

melibatkan pejabat tinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Kasus ini menunjukkan bagaimana penerapan asas 

transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara dapat 

diuji dan dipertanyakan, serta bagaimana mekanisme 

pengawasan dan penegakan hukum berperan dalam menjaga tata 

kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab 

(Kusumawardhani, 2019). 
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Di tingkat lokal, studi kasus yang sering muncul adalah 

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah 

dalam pengelolaan anggaran atau perizinan. Sebagai contoh, 

kasus pemberian izin pembangunan tanpa mengikuti prosedur 

yang benar di salah satu kota besar di Indonesia menunjukkan 

pentingnya penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam 

administrasi pemerintahan daerah. Kasus ini memperlihatkan 

bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur perizinan dapat 

menimbulkan konflik sosial dan merusak kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah (Sari & Wibowo, 2020). 

studi kasus lain yang menarik adalah kasus pengadaan 

barang dan jasa pemerintah yang bermasalah, seperti kasus 

korupsi dan kolusi dalam pengadaan proyek infrastruktur di 

tingkat provinsi. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan 

prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta bagaimana praktik 

maladministrasi dapat menghambat pembangunan nasional dan 

menimbulkan kerugian negara (Yuliana, 2021). 

Studi kasus nasional dan lokal ini menunjukkan bahwa 

praktik pemerintahan tidak selalu berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum administrasi yang ideal. Oleh karena itu, 

analisis terhadap kasus-kasus tersebut menjadi sangat penting 

untuk memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam 

implementasi hukum administrasi negara. Melalui pendekatan 

ini, mahasiswa dapat belajar menilai apakah tindakan pejabat 

pemerintahan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan asas-

asas pemerintahan yang baik, serta mengidentifikasi solusi yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan yang muncul. 

B. Analisis Teoritis Terhadap Kasus Terpilih 

Analisis teoritis terhadap kasus-kasus yang telah diuraikan 

sebelumnya memerlukan pendekatan yang sistematis dan kritis. 

Pertama, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi aspek 

hukum yang relevan dari kasus tersebut, seperti penerapan asas 
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transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum. 

Misalnya, dalam kasus korupsi di KPK, aspek yang perlu 

dianalisis adalah bagaimana penerapan asas transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses pengawasan dan penindakan 

terhadap pejabat yang terlibat (Kusumawardhani, 2019). 

Selanjutnya, mahasiswa harus mampu mengkaji apakah 

tindakan pejabat atau institusi terkait sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan peraturan pelaksanaannya. Analisis ini harus 

didukung oleh teori-teori hukum administrasi, seperti teori asas-

asas pemerintahan yang baik (good governance), yang 

menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan (OECD, 2016). 

Dalam konteks studi kasus di tingkat lokal, misalnya kasus 

pemberian izin pembangunan tanpa prosedur yang benar, 

mahasiswa perlu menganalisis penerapan asas keadilan dan 

kepastian hukum. Teori yang relevan adalah teori prinsip 

keadilan procedural dan substantif, yang menegaskan bahwa 

setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil 

dan prosedur yang jelas dalam proses administratif (Lindahl, 

2018). Jika prosedur tidak diikuti, maka tindakan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai maladministrasi yang melanggar asas-

asas pemerintahan yang baik, dalam kasus pengadaan barang 

dan jasa yang bermasalah, mahasiswa harus mampu mengkaji 

penerapan prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengadaan. 

Teori pengadaan yang baik menekankan pentingnya proses yang 

terbuka, kompetitif, dan adil agar tidak terjadi kolusi dan korupsi 

(World Bank, 2017). Analisis ini juga harus memperhatikan 

aspek pengawasan internal dan eksternal, serta mekanisme 

sanksi terhadap pelanggaran prosedur. 

Dalam melakukan analisis, mahasiswa juga perlu 

mengaitkan teori dengan data dan fakta yang diperoleh dari 
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dokumen, laporan, maupun wawancara. Pendekatan ini akan 

membantu mereka menilai apakah tindakan yang diambil sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas 

pemerintahan yang baik, serta mengidentifikasi kekurangan dan 

peluang perbaikan. 

C. Refleksi dan Evaluasi Pembelajaran 

Refleksi dan evaluasi terhadap studi kasus dan analisis teoritis 

yang dilakukan merupakan bagian penting dalam proses 

pembelajaran hukum administrasi negara. Melalui refleksi ini, 

mahasiswa diharapkan mampu menyadari bahwa praktik 

pemerintahan tidak selalu sempurna dan seringkali menghadapi 

tantangan yang kompleks. Mereka harus mampu menilai secara 

kritis apakah tindakan pejabat pemerintahan sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum dan asas-asas pemerintahan yang 

baik, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum administrasi. 

Contoh refleksi yang dapat diambil dari studi kasus 

korupsi di KPK adalah pentingnya penguatan sistem 

pengawasan internal dan eksternal, serta budaya integritas di 

kalangan pejabat pemerintahan. Mahasiswa dapat 

menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi 

tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada 

budaya pemerintahan yang bersih dan transparan 

(Kusumawardhani, 2019). Mereka juga dapat menilai bahwa 

penerapan prinsip good governance harus dilakukan secara 

konsisten dan berkelanjutan agar dapat menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

Dalam konteks studi kasus di tingkat lokal, seperti 

pemberian izin pembangunan tanpa prosedur yang benar, 

mahasiswa dapat merefleksikan bahwa penerapan asas keadilan 

dan kepastian hukum sangat bergantung pada integritas pejabat 

dan sistem pengawasan yang efektif. Mereka dapat 

menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan 
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kapasitas aparatur menjadi kunci utama dalam mencegah 

maladministrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah (Sari & Wibowo, 2020). 

Selain itu, dalam kasus pengadaan barang dan jasa yang 

bermasalah, mahasiswa harus mampu menilai bahwa 

transparansi dan efisiensi dalam pengadaan harus didukung oleh 

sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme sanksi yang tegas. 

Mereka juga perlu menyadari bahwa keberhasilan reformasi 

administrasi tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, 

tetapi juga pada budaya organisasi dan komitmen pejabat dalam 

menjalankan tugas secara profesional (Yuliana, 2021). 

Evaluasi ini harus dilakukan secara kritis dan objektif, 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan 

politik yang melingkupi kasus tersebut. Mahasiswa juga 

didorong untuk mengembangkan solusi dan rekomendasi yang 

konstruktif, seperti peningkatan kapasitas aparat, reformasi 

sistem pengawasan, dan penguatan budaya integritas. Dengan 

demikian, mereka tidak hanya memahami teori dan praktik, 

tetapi juga mampu berkontribusi dalam upaya memperbaiki tata 

kelola pemerintahan di Indonesia. 

Rangkuman 

Studi kasus merupakan metode penting dalam pembelajaran 

hukum administrasi negara karena membantu menghubungkan 

teori dengan praktik nyata. Melalui studi kasus, mahasiswa 

dapat memahami penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi 

dan menilai efektivitasnya. Pada tingkat nasional, contoh kasus 

seperti korupsi di KPK menunjukkan pentingnya asas 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan dan 

penegakan hukum. Di tingkat lokal, kasus penyalahgunaan 

wewenang dalam pengelolaan anggaran dan perizinan 

menegaskan perlunya penerapan asas keadilan dan kepastian 

hukum. Kasus pengadaan barang dan jasa yang bermasalah 

menyoroti pentingnya prinsip efisiensi dan transparansi dalam 
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proses pengadaan. Analisis terhadap kasus-kasus ini membantu 

memahami tantangan dalam implementasi hukum administrasi 

dan menilai apakah tindakan pejabat sesuai ketentuan hukum 

serta asas pemerintahan yang baik. 

Refleksi dan evaluasi dari studi kasus dan analisis teoritis 

mengajarkan pentingnya penguatan sistem pengawasan, budaya 

integritas, dan reformasi birokrasi. Mahasiswa diharapkan 

mampu menilai keberhasilan dan kekurangan dalam praktik 

pemerintahan serta mengembangkan solusi untuk perbaikan. 

Penerapan prinsip good governance secara berkelanjutan 

menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan 

yang bersih dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami 

teori dan praktik, tetapi juga mampu berkontribusi dalam 

memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia melalui 

analisis kritis dan solusi konstruktif. 

1. Studi kasus membantu menghubungkan teori dan praktik 

nyata dalam hukum administrasi. 

2. Kasus nasional seperti korupsi di KPK menekankan 

pentingnya asas transparansi dan akuntabilitas. 

3. Kasus lokal menunjukkan perlunya penerapan asas keadilan 

dan kepastian hukum dalam pengelolaan pemerintahan 

daerah. 

4. Kasus pengadaan barang dan jasa menyoroti pentingnya 

prinsip efisiensi dan transparansi. 

5. Analisis dan refleksi membantu memahami tantangan dan 

solusi dalam implementasi hukum administrasi. 

6. Penguatan sistem pengawasan, budaya integritas, dan 

reformasi birokrasi menjadi faktor kunci keberhasilan. 

7. Mahasiswa diharapkan mampu menilai, mengkritisi, dan 

mengusulkan solusi untuk perbaikan tata kelola 

pemerintahan. 
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Latihan Mahasiswa 

Soal Essay 

1. Jelaskan pentingnya studi kasus dalam pembelajaran Hukum 

Administrasi Negara dan bagaimana studi kasus dapat 

membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip hukum 

administrasi secara mendalam. 

2. Analisis peran asas transparansi dan akuntabilitas dalam 

kasus korupsi di KPK. Bagaimana penerapan asas tersebut 

dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih? 

3. Diskusikan penerapan teori keadilan procedural dan 

substantif dalam konteks pemberian izin pembangunan tanpa 

prosedur yang benar. Apa dampaknya terhadap kepercayaan 

masyarakat? 

4. Uraikan bagaimana prinsip efisiensi dan transparansi dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mencegah 

praktik maladministrasi. Berikan contoh solusi yang dapat 

diterapkan. 

5. Refleksikan pentingnya budaya integritas dan pengawasan 

dalam mencegah praktik korupsi dan maladministrasi. 

Bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung reformasi 

tersebut? 

Soal Pilihan Berganda 

1. Manakah dari berikut ini yang merupakan tujuan utama dari 

studi kasus dalam pembelajaran Hukum Administrasi 

Negara? 

 a. Menghafal ketentuan hukum secara detail  

b. Menghubungkan teori dengan praktik nyata di lapangan  

c. Mengurangi beban belajar mahasiswa  

d. Menghindari diskusi kritis terhadap praktik pemerintahan 
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2. Dalam konteks nasional, kasus korupsi di KPK menunjukkan 

pentingnya penerapan prinsip:  

a. Kepastian hukum dan efisiensi 

b. Transparansi dan akuntabilitas  

c. Keadilan distributif dan partisipasi  

d. Otonomi dan desentralisasi 

3. Kasus penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal biasanya 

berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip:  

a. Efisiensi dan kompetisi  

b. Keadilan dan kepastian hukum 

c. Partisipasi dan keberpihakan  

d. Otonomi dan desentralisasi 

4. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bermasalah 

sering kali disebabkan oleh pelanggaran terhadap prinsip:  

a. Efisiensi dan transparansi  

b. Keadilan dan keadilan procedural  

c. Partisipasi dan keberpihakan  

d. Otonomi dan desentralisasi 

5. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan 

reformasi birokrasi adalah:  

a. Peningkatan jumlah pegawai 

b. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya integritas 

c. Pengurangan pengawasan internal 

d. Peningkatan anggaran tanpa pengawasan 
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6. Dalam analisis kasus korupsi, aspek hukum yang perlu 

diperhatikan adalah: 

a. Penerapan asas keadilan distributif  

b. Kepatuhan terhadap undang-undang terkait dan peraturan 

pelaksanaannya  

c. Peningkatan anggaran pengawasan  

d. Pengurangan peran masyarakat 

7. Teori pemerintahan yang baik (good governance) 

menekankan pentingnya:  

a. Otonomi penuh tanpa pengawasan  

b. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi  

c. Pengurangan prosedur administratif  

d. Pengabaian aspek sosial dalam pengambilan keputusan 

8. Dalam konteks pemberian izin pembangunan tanpa prosedur 

yang benar, tindakan maladministrasi dapat dikategorikan 

sebagai: 

a. Pelanggaran terhadap asas efisiensi  

b. Pelanggaran terhadap asas keadilan procedural dan 

kepastian hukum 

c. Pelanggaran terhadap asas keberpihakan  

d. Pelanggaran terhadap asas desentralisasi 

9. Untuk mencegah praktik kolusi dalam pengadaan barang dan 

jasa, sistem yang harus diterapkan adalah:  

a. Sistem tertutup dan tertutup  

b. Sistem terbuka, kompetitif, dan adil  

c. Sistem yang tidak memerlukan pengawasan 
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d. Sistem yang bergantung pada keputusan sepihak pejabat 

10. Dalam melakukan analisis terhadap studi kasus, mahasiswa 

harus mengaitkan data dan fakta dengan: 

a. Pendapat pribadi tanpa dasar teori  

b. Teori-teori hukum administrasi dan asas pemerintahan 

yang baik 

c. Hanya data yang mendukung asumsi awal  

d. Pendapat dari media sosial dan opini publik 

Soal Studi Kasus / Project 

1. Buatlah sebuah studi kasus mengenai penyalahgunaan 

wewenang oleh pejabat pemerintah daerah dalam 

pengelolaan anggaran. Jelaskan aspek hukum yang dilanggar, 

dampaknya terhadap masyarakat, dan usulan solusi yang 

dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa 

depan. 

2. Analisis sebuah kasus pengadaan barang dan jasa di tingkat 

provinsi yang mengalami masalah kolusi dan korupsi. 

Tuliskan proses pengadaan yang bermasalah, identifikasi 

pelanggaran prinsip-prinsip hukum administrasi, dan berikan 

rekomendasi perbaikan sistem pengadaan agar praktik 

maladministrasi dapat diminimalisasi. " 
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